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Sanggahan dan Batasan Tanggung Jawab 

Informasi yang tersedia dalam Panduan Operasi ini disusun untuk memberikan informasi tentang 
pengelolaan risiko sosial dan lingkungan (Social and Environmental - S&E) PT. IIF termasuk pengaturan 
kelembagaan, kebijakan, prinsip, dan prosedur. Keberadaan dokumen ini diatur oleh Perjanjian Pemegang 
Saham, yang dilarang tanpa persetujuan sebelumnya dari Supranational Investor untuk diubah, serta 
pengabaian aplikasi, dan ruang lingkup, atau efek dari SEMS termasuk persyaratan S&E. 

Dokumen Sistem Pengelolaan Sosial dan Lingkungan (Social and Environmental Management - SEMS) versi 
Bahasa Indonesia ini adalah terjemahan bebas (unofficial translation) dari dokumen SEMS PT. IIF yang 
disusun dalam Bahasa Inggris yang ditujukan untuk keperluan sendiri dan kalangan terbatas. Sebagian 
penggunaan istilah dan singkatan tetap menggunakan istilah dalam Bahasa Inggris untuk menjaga 
konsistensi dan pemahaman yang sama dengan versi Bahasa Inggris. 

Apabila terjadi perbedaan antara dokumen SEMS versi Bahasa Indonesia dengan SEMS versi Bahasa 
Inggris yang diakibatkan oleh karena masalah alih bahasa  dan interpretasi, maka yang berlaku adalah 
dokumen asli SEMS versi Bahasa Inggris. 

Apabila terdapat pertanyaan terhadap dokumen SEMS ini, harap disampaikan melalui surat elektronik (e-
mail) ke sne@iif.co.id
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DAFTAR SINGKATAN 

ADB Asian Development Bank 

ASEPR 
Annual Social and Environmental Performance Report / Laporan Tahunan Kinerja 
Lingkungan dan Sosial  

AMDAL Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup  

ANDAL Analisis Dampak Lingkungan Hidup  

ASSEMR 
Annual Social Safeguard Environmental Monitoring Report / Laporan Tahunan 
Pemantauan Perlindungan Sosial dan Lingkungan  Hidup 

B3 Bahan Berbahaya dan Beracun 

BAP Biodiversity Action Plan / Rencana Tindakan Keanekaragaman Hayati  

BoC-IC Board of Commissioner Investment Committee / Komite Investasi - Dewan Komisaris 

BoD-IC Board of Director Investment Committee / Komite Investasi - Dewan Direksi 

CAP Corrective Action Plan / Rencana Tindakan Perbaikan 

COD Commercial Operation Date / Tanggal Operasi Komersial  

CRO Chief Risk Officer / Direktur Risiko 

DEG Deutsche Investition und Entwicklungsgesellschaft 

EHS Environmental Health and Safety / Lingkungan Kesehatan dan Keselamatan Kerja  

EIA Environmental Impact Assessment / Kajian Dampak Lingkungan Hidup 

EMP Environmental Management Plan / Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup 

ESIA Environmental and Social Impact Assessment 

ESMP Environmental and Social Management Plan 

FPIC 
Free, Prior, Informed Consent / Keputusan Bebas, Didahulukan dan Diinformasikan  
(KBDD) 

GIIP Good International Industry Practice / Praktik Industri Internasional yang Baik 

GRK Gas Rumah Kaca 

GRM  Grievance Redress Mechanism / Mekanisme Penanganan Keluhan  

ICR Implementation Completion Report  / Laporan Penyelesaian Pelaksanaan 

IEE Initial Environmental Examination / Kajian Awal Lingkungan Hidup  

IFC International Finance Corporation 

ILO International Labour Organization 

IIF Indonesia Infrastructure Finance /  PT. Indonesia Infrastructure Finance  

IPP Indigenous Peoples Plan / Rencana Masyarakat Adat  
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OM Operation Manual / Panduan Operasi 

OMS Organisasi Masyarakat Sipil  

PAM Project Appraisal Memorandum / Memo Penilaian Proyek  

PAP Project Affected People / Masyarakat Terdampak Proyek  

PID Project Information Document / Dokumen Informasi Proyek  

PHK Pemutusan Hubungan Kerja  

PHT Pengelolaan Hama Terpadu 

PKB Perjanjian Kerja Bersama 

PVT Pengelolaan Vektor Terpadu 

QRMR Quarterly Risk Management Report / Laporan Triwulan Pengelolan Risiko 

RAP Resettlement Action Plan / Rencana Pemukiman Kembali  

RKL Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup 

RMC Risk Management Committee / Komite Pengelolaan Risiko  

RPL Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup 

S&E Social and Environmental / Sosial dan Lingkungan  

SDA Sumber Daya Alam 

SEBD 
Social and Environmental Business Development / Pengembangan Bisnis Sosial dan 
Lingkungan 

SED Social and Environmental Division / Divisi Sosial dan Lingkungan 

SEDD Social and Environmental Due Diligence / Uji Tuntas Sosial dan Lingkungan  

SEM Social and Environmental Manager / Manajer Sosial dan Lingku ngan  

SEMS 
Social and Environmental Management System / Sistem Pengelolaan Sosial dan 
Lingkungan 

SEP Social and Environmental Principles / Prinsip -prinsip Sosial dan Lingkungan  

SEP Stakeholder Engagement Plan / Rencana Pelibatan Pemangku Kepentingan  

SIA Social Impact Assessment / Kajian Dampak Sosial  

SIM System Information Management / Sistem Pengelolaan Informasi  

SMI Sarana Multi Infrastruktur  

SPV Special Purpose Vehicle / Perusahaan dengan tujuan khusus  

KA Kerangka Acuan  

UKL Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup 

UPL Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup 

WHO World Health Organization 
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DAFTAR ISTILAH 
Adat adalah sistem kelembagaan, tradisi, hukum dan mekanisme penyelesaian konflik yang bersifat 
lokal dan tradisional yang digunakan oleh banyak masyarakat di Indonesia.  

Amdal (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan  Hidup) adalah  Kajian dampak lingkungan dan sosial 
yang terintegrasi  ͮdisyaratkan oleh Undang-Undang No. 32 tahun 2009 dan dilaksanakan sesuai 
dengan Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 2012. Amdal terdiri dari empat dukumen yang saling 
terkait, yaitu:  
¶ Kerangka Acuan (KA), menguraikan hasil pelingkupan dan menjelasakan lingkup yang diusulkan 

dalam kajian analisis dampak lingkungan (Andal);  
¶ Analisis Dampak Lingkungan  Hidup (Andal), telaah mengenai dampak penting, baik postif 

maupaun negatif dari suatu proyek/kegiatan;  
¶ Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL), mendokumentasikan rencana pengelolaan 

lingkungan terhadap dampak signifikan yang ditimbulkan oleh proyek/kegiatan; dan  
¶ Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL), mendokumentasikan rencana pemantauan 

lingkungan sebagai pelengkap terhadap upaya -upaya pengelolaan lingkungan.   
Amdal menjelaskan seluruh proses, termasuk Andal, RKL dan RPL. Amdal berfungsi untuk 
mengidentifikasi dan mengevaluasi potensi dampak  terhadap lingkungan dan sosial yang dapat 
ditimbulkan oleh proyek yang diusulkan dan untuk mengembangkan program -program pengelolaan 
dan pemantauan untuk mencegah, menghilangkan atau meminimalkan dampak -dampak negatif dan 
memaksimalkan dampak -dampak posit if yang ditimbulkan.  

Andal (Analisis Dampak Lingkungan Hidup ) adalah telaah secara cermat dan mendalam tentang 
dampak penting suatu rencana Usaha dan/atau Kegiatan.  

Dokumen-dokumen Pendukung  adalah serangkaian dokumen untuk mendukung Panduan Operasi  ͮ
SEMS IIF yang digunakan sebagai referensi oleh Divisi Sosial & Lingkungan, berisi: Regulasi (terkait 
dengan peraturan sosial dan lingkungan Pemerintah Indonesia), Prosedur ( misalnya SOP), Pedoman 
(misalnya  pedoman alat  dan Kerangka Acuan Kerja/KAK) dan contoh dokumen (misalnya  formulir  dan 
daftar periksa laporan) . 

Investor Strategis merupakan entitas seperti Sumitomo Mitsui Banking Corporation (SMBC) yang 
telah berinvestasi di IIF . 

Klien atau Proyek atau Peminjam adalah  suatu badan usaha yang bermaksud  untuk melakukan 
pembangunan dan kegiatan konstruksi atau perusahaan (aset operasi) yang ;diusulkan untuk 
dinanai΄ atau ;didanai΄ oleh IIF.  

K3L (Kesehatan, Keselamatan Kerja dan Lingkungan) mengacu pada standar kesehatan, keselamatan 
kerja dan lingkungan dan/atau unit organisasi dari Klien atau Proyek Peminjam yang bertanggung 
jawab untuk membangun kesadaran, memelihara dan memantau serta menegakkan penerapan 
standar-standar tersebut .  
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Masyarakat Adat  (IP) adalah kelompok sosial dan budaya yang memiliki karakteristik  sebagai berikut: 
(i) Identifikasi diri sebagai anggota kelompok budaya asli yang berbeda dan mendapat pengakuan 
oleh orang lain; (ii) Keterikatan kolektif terhadap habitat secara geografis atau wilayah leluhur dan 
terhadap sumber daya alam yang terdapat pada habitat dan wilayah tersebut, atau masyarakat yang 
telah kehilangan keterikatan kolektif terhadap habitatnya yang disebakan karena pemutusan paksa, 
konflik, pemukiman kembali oleh pemerintah, perampasan tanah, bencana alam, a tau penggabungan 
wilayah ke perkotaan; (iii) Lembaga budaya, ekonomi, sosial, atau politik adat yang terpisah dari 
masyarakat dan budaya masyarakat dominan; dan (iv) Bahasa yang berbeda, seringkali berbeda dari 
bahasa resmi negara atau wilayah.  

Masyarakat terdampak Proyek (PAP) adalah masyarakat yang mungkin terkena dampak  langsung 
dan tidak langsung  baik yang menguntungkan maupun merugikan akibat kegiatan bisnis yang 
dibiayai oleh IIF. 

Pemegang Saham Pendiri  (Founding Shareholders) terdiri dari Investor Supranasional (International 
Finance Corporation - IFC, Asian Development Bank - ADB, dan Deutsche Investition und 
Entwicklungsgesellschaft - DEG) dan Sarana Multi Infrastruktur ( SMI). 

Pemukiman Kembali secara Tidak Sukarela mengacu pada dampak-dampak sosial dan ekonomi yang 
permanen atau sementara, yang disebabkan oleh: (i) pengadaan lahan dan aset tetap lainnya, (ii) 
perubahan dalam penggunaan lahan, atau (iii) pembatasan yang diberlakukan terhadap lahan sebagai 
akibat dari kegiatan Operasi klien IIF. 

Prinsip-prinsip Sosial dan Lingkungan  (SEP) adalah standar yang sudah ditetapkan untuk 
mengidentifikasi dan mengelola risiko sosial & lingkungan. SEP adalah bagian dari persyaratan IIF 
untuk Klien, yang selaras dengan prinsip dan kebijakan pemegang saham pend iri, berfokus pada 
Standar Kinerja IFC 2012. 

Persyaratan Sosial dan Lingkungan  (atau Persyaratan yang berlaku) terdiri dari Daftar Pengecualian, 
Hukum Indonesia yang berlaku tentang masalah lingkungan, kesehatan, keselamatan, dan sosial, SEP 
IIF dan Rencana Tindakan Perbaikan (Corrective Action Plan - CAP). 

Rencana Masyarakat Adat  (IPP) adalah rencana khusus proyek dan terikat waktu, atau serangkaian 
rencana, yang disiapkan oleh Peminjam yang menguraikan tindakan untuk meminimalkan dan / 
mengimbangi  dampak negatif  pada Masyarakat Adat , atau meningkatkan dampak positif, dengan 
cara yang sesuai dengan SEP 7. IPP harus bertujuan: (1) meningkatkan  keikutsertaan  Masyarakat 
Adat dalam persiapan dan pelaksanaan proyek; (ii) Memastikan manfaat dari intervensi 
pembangunan yang memengaruhi Masyarakat Adat  dan; (iii) Memberikan perlindungan efektif dari 
dampak negatif.  

Tindakan yang Menguntungkan  (Favorable Actions) adalah serangkaian kegiatan atau program yang 
disetujui oleh suatu kelompok Masyarakat Adat melalui proses konsultasi dan sudah diizinkan oleh 
peraturan yang berlaku sͯecara positif menciptakan manfaat bagi aspek sosial ekonomi dan budaya 
bagi suatu Masyarakat Adat. Tindakan yang Menguntungkan  memiliki empat tujuan utama; (i) 
Menjaga hubungan baik dengan kelompok-kelompok Masyarakat Adat  (ii) Menghindari, 
meminimalkan, atau memberikan kompensasi pada dampak negatif (iii) Meningkatkan manfaat 
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positif pada Masyarakat Adat yang dituju (iv) Memastikan bahwa manfaat proyek diberikan kepada 
Masyarakat Adat  diberikan secara adil . 

Transaksi Lahan Sukarela mengacu kepada transaksi pasar dimana pemilik tanah  tidak berkewajiban 
untuk menjual , dan pembeli tidak dapat memaksa untuk mengambil alih , atau dengan menerapkan 
prosedur atau aturan wajib jika negosiasi gagal . 

Uji Tuntas (Due Diligance) adalah proses investigasi / audit yang dilakukan oleh IIF, terhadap informasi 
terinci dari potensial investasi, seperti pengujian operasi dan pengelolaan dan verifikasi fakta -fakta 
material, terutama dari sudut pandang pengelolaan lingkungan dan sosial . 
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1 PENDAHULUAN 

1.1 Tujuan Panduan Operasi 

1. Panduan Operasi (Operation Manual - OM) ini menggambarkan Sistem Pengelolaan Sosial dan 
Lingkungan (Social and Environmental Management System - SEMS) PT. Indonesia Infrastructure 
Finance (IIF) yang disetujui oleh Dewan, yang menggambarkan komitmen IIF terhadap keberlanjutan 
Sistem Pengelolaan dan berfokus pada persyaratan sosial dan lingkungan ( Social and Environmental - 
S&E), prosedur, pengaturan kelembagaan, alokasi tanggung jawab antara IIF dan klien serta alur kerja 
yang diikuti IIF untuk menawarkan produk dan layanannya .  

2. Dokumen SEMS disertai dengan Dokumen Pendukung seperti Regulasi, Prosedur, Pedoman 
dan Contoh Dokumen, untuk membantu Divisi Sosial & Lingkungan me laksanakan nilai sosial dan 
lingkungan dan Prinsip-Prinsip Sosial dan Lingkungan ( Social and Environmental Principles - SEP) IIF. 
Panduan yang lebih spesifik akan diberikan lebih lanjut dan terpisah dari OM .  

3. Panduan ini menjelaskan cara untuk melakukan hal -hal berikut:  

¶ Penilaian proyek terintegrasi untuk mengidentifikasi dampak, risiko, dan peluang S&E; 

¶ Pengelolaan kinerja sosial & lingkungan proyek . 

4. SEMS utamanya ditujukan untuk digunakan oleh karyawan IIF. SEMS bisa juga bermanfaat 
bagi calon klien IIF dalam memahami persyaratan IIF terkait aspek S&E.  

1.2 Produk-produk pembiayaan IIF dan Tipe Proyek 

5. IIF memiliki dua kategori produk pembiayaan utama:   

¶ Produk berbasis Dana (Fund based products), (sebagai contoh: pembiayaan proyek, 
pinjaman perusahaan, utang subordinasi, pendanaan mezanin, investasi ekuitas 1)  ͮ
melibatkan pencairan aktual dana IIF; dan  

¶ Produk berbasis non Dana (Non-Fund based products), (sebagai contoh : jaminan, 
pembiayaan bertahap, fasilitas penjaminan emisi, pembiayaan perdagangan 2)  ͮ
melibatkan pencairan dana IIF yang bersyarat. Jika suatu Proyek/Peminjam dimana IIF 
telah menyediakan jaminan atas kewajiban pinjamannya kepada lembaga keuangan atau 
investor lain, maka IIF diharuskan untuk membayar pinjaman sebagai ganti dari 
Proyek/Peminjam.  

                                                        
1  Ada beberapa jenis pembiayaan lain yang didanai, seperti pinjaman modal kerja, pinjaman sementara, pembiayaan kembali,  

obligasi dan sukuk, reksadana dan saham pilihan. 

2  Penjelasan pada Lampiran E. 
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6. Selain produk-produk berbasis dana dan non dana, IIF memiliki produk berbasis biaya, yang 
tidak tercakup dalam SEMS ini. 

7. IIF akan menawarkan produk pembiayaan dan akan mempertimbangkan Proyek / Peminjam 
dengan tingkat kesiapan atau tahapan yang berbeda untuk implementasi . Terdapat tiga jenis tahapan 
proyek, yaitu: 

¶ Tipe 1  ͮProyek/Peminjam dalam tahap awal/persiapan atau proyek belum dibangun;  

¶ Tipe 2 ͮ  Proyek/Peminjam dalam tahap  pembangunan (konstruksi) atau dengan fasilitas 
yang telah dibangun namun belum beroperasi; dan 

¶ Tipe 3  ͮ Proyek/Peminjam telah mencapai Tanggal Operasi Komersial (Commercial 
Operational Date - COD) atau memiliki  aset yang sudah beroperasi. 

8. SEMS berlaku untuk Proyek/Peminjam dalam masing -masing jenis tahapan proyek. Namun, 
kegiatan spesifik yang dilakukan dalam menilai, mengelola, dan memantau dampak sosial dan 
lingkungan dari Proyek/Peminjam tertentu mungkin berbeda berdasarkan kategori produk 
pembiayaan dan jenis tahapan proyek.  

1.3 Pemutakhiran Panduan Operasi 

9. SEMS ini akan direvisi untuk memastikan konsistensi dengan persyaratan hukum dan 
peraturan Republik Indonesia dan Perjanjian Pemegang Saham Pendiri, serta untuk memperkuat 
efekti fitasnya, dan mencerminkan pengalaman dan pelajaran yang diperoleh selama pelaksanaan. 
Pemutakhiran pada OM S̲EMS IIF membutuhkan persetujuan dari Pemegang Saham Pendiri. 

10. Mengubah Perubahan atau pemutakhiran untuk  Dokumen Pendukung memerlukan 
persetujuan dari Dewan Direksi (Board of Director - BoD) dan/atau Dewan Komisaris  (Board of 
Commissioner - BoC). 
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2 SISTEM PENGELOLAAN SOSIAL DAN LINGKUNGAN 

11. SEMS merinci prosedur operasi, pengaturan kelembagaan, dan alur kerja yang harus diikuti 
ketika IIF melakukan investasi, termasuk juga inisiatif peningkatan kapasitas untuk memastikan  
proses menghindari , meminimal kan dan/atau m emitigasi risiko dan dampak yang mungkin timbul 
dari proyek yang dibiayai IIF.  

12. IIF sebagai lembaga keuangan non-bank berkomitmen untuk mengikuti sistem pengelolaan 
sebagaimana diatur dalam SEMS ini yang mencakup SEP IIF, pengaturan kelembagaan dan alur kerja 
yang akan diikuti untu k mengidentifikasi dan mengelola risiko dan dampak S&E yang mungkin timbul 
di proyek/operasi investasinya.  

13. SEMS ini secara sistematis mencakup seluruh siklus proyek. Saat melakukan investasi, IIF 
akan memastikan bahwa investasi tersebut mematuhi prosedur peminjaman  IIF, perundang-undang 
nasional  dan memenuhi persyaratan Pemegang Saham Pendiri IIF, Daftar Pengecualian IIF dan SEP 
IIF (lihat Bagian 2.2. dan Lampiran B).  

14. Tujuan dari SEMS IIF adalah untuk: 

¶ Memastikan Proyek/Peminjam memenuhi seluruh peraturan dan perundangan , baik 
nasional maupun daerah terkait S&E, persyaratan Pemegang Saham Pendiri IIF, Daftar 
Pengecualian IIF (Lampiran A) dan SEP IIF (Lampiran B), mengikuti mana yang lebih ketat;  

¶ Memastikan bahwa Proyek/Pemi njam memadukan upaya perlindungan S&E ke dalam 
desain proyek sebelum dibiayai dan dalam pelaksanaannya selama tahap konstruksi dan 
operasi. 

¶ Memberikan panduan operasi kepada karyawan dan Proyek/Peminjam dalam hal 
menyiapkan proyek untuk penilaian oleh IIF ; melakukan pemantauan dan pelaporan ; dan 
melakukan tindakan perbaikan.  

15. SEMS memungkinkan IIF untuk mengarahkan dan mengimplementasikan kebijakan IIF terkait 
dengan S&E yang berlaku untuk semua produk dan layanan IIF.  SEMS ini mempertimbangkan : 

¶ Seluruh peraturan dan perundang-undangan terkait yang berlaku di Indonesia;  

¶ IFC Performance Standards (PS), tertanggal 1 Januari 2012.; 

¶ ADB Safeguard Policy Statement ; dan 

¶ World Bank Safeguard Operation Policies. 

2.1 Persyaratan Sosial dan Lingkungan 

16. IIF akan memastikan bahwa semua proyek ditinjau dan dievaluasi terhadap Persyaratan S &E 
berikut atau (;Persyaratan yang Berlaku΄): 
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¶ Daftar Pengecualian (lihat Lampiran A); 

¶ Undang-undang Indonesia yang berlaku tentang masalah lingkungan, kesehatan, 
keselamatan, dan sosial;  

¶ SEP IIF, yang diterbitkan pada Desember 2019 (lihat Lampiran B dan Bagian 2.2). Prinsip-
prinsip diselaraskan dengan persyaratan objektif dan persyaratan utama dari Pemegang 
Saham Pendiri IIF sebagaimana didefinisikan dalam Perjanjian Pemegang Saham tanggal 
19 Maret 2012, sebagaimana diubah dari waktu ke waktu ; dan 

¶ Rencana Tindakan Perbaikan / Corrective Action Plan (CAP) terhadap dari 
Proyek/Peminjam .  

2.2 Prinsip -Prinsip S&E (SEP) IIF 

17. Tabel berikut memaparkan Prinsip-Prinsip yang akan diikuti oleh IIF. Penjelasan terperinci 
dari masing -masing Prinsip tercantum dalam Lampiran B. 

Tabel 1 Prinsip -Prinsip  Sosial dan Lingkungan IIF (S&E Principles - SEP) 

No SEP Tujuan 

1 Sistem Penilaian dan 
Pengelolaan  Sosial 
dan Lingkungan 
(SEMS) 

¶ Mengidentifikasi dan  mengevaluasi risiko dan dampak  S&E 
proyek. 

¶ Mengadopsi hirarki mitigasi dalam mengantisipasi dan 
menghindari, atau jika tidak mungkin  menghindar i, maka upaya 
untuk meminimal kan, dan jika dampak residual tetap ada, maka 
ada kompensasi -offset untuk risiko dan dampak terhadap 
pekerja, Masyarakat terdampak Proyek (Project Affected People - 
PAP), dan lingkungan.  

¶ Mendorong peningkatan kinerja S&E klien melalui penerapan 
sistem pengelolaan yang efektif.  

¶ Memastikan bahwa keluhan dari PAP dan komunikasi eksternal 
dari pemangku kepentingan yang lain ditanggapi dan dikelola 
dengan tepat.  

¶ Mendorong penyediakan sarana untuk keterlibatan yang 
memadai dan/atau menjaga hubungan dengan PAP di 
sepanjang siklus proyek tentang masalah -masalah yang 
berpotensi mem pengaruhi mereka. 

¶ Memastikan pengungkapan dan penyebarluasan informasi S&E 
yang relevan.   

2 Tenaga Kerja dan 
Kondisi Kerja 

¶ Mengedepankan perlakuan yang adil, tanpa diskriminasi,  dan 
kesempatan yang sama bagi seluruh pekerja .  

¶ Membangun, menjaga, dan meningkatkan hubungan antara 
pekerja dengan manajemen perusahaan.  
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No SEP Tujuan 

¶ Mematuhi hukum ketenagakerjaan dan perburuhan nasional.  
¶ Melindungi pekerja, termasuk kategori pekerja rentan seperti 

anak-anak, pekerja migran, pekerja yang dipekerjakan pihak 
ketiga, dan pekerja dalam rantai pasokan klien.  

¶ Mendorong kondisi kerja yang aman dan sehat, dan 
memperhatikan kesehatan pekerja.  

¶ Menghindari kerja paksa.  

3 Pencegahan dan 
Pengurangan Polusi, 
dan Perubahan Iklim 
 

¶ Menghindari atau meminimalkan dampak negatif  terhadap 
kesehatan masyarakat dan lingkungan akibat polusi dari 
kegiatan proyek. 

¶ Mendorong penggunaan sumberdaya yang berkelanjutan, 
termasuk penggunaan energi dan air.  

¶ Mengurangi emisi Gas Rumah Kaca (GRK) terkait proyek.  

4 Kesehatan Masyarakat, 
Keselamatan dan 
Keamanan 
 

¶ Menghindari atau meminimal kan risiko dan dampak negatif  
terhadap kesehatan dan keselamatan PAP selama siklus proyek , 
baik dari kondisi rutin maupun non rutin.  

¶ Memastikan bahwa perlindungan personil dan properti dilakukan 
sesuai dengan prinsip -prinsip hak asasi yang sesuai dan dengan 
cara menghindari atau meminimalkan risiko terhadap PAP.   

5 Pengadaan Tanah dan 
Pemukiman Kembali 
secara Tidak Sukarela 

¶ Menghindari, dan ketika tidak memungkinkan untuk  
menghindari, maka meminimal kan perpindahan dengan 
mengusulkan alternatif desain proyek. 

¶ Menghindari penggusuran secara paksa. 
¶ Mengantisipasi dan menghindari,  dan apabila tidak  

memungkinkan  untuk menghindari, maka meminimal kan 
dampak-dampak sosial dan ekonomi yang merugikan dari  proses 
pembebasan lahan atau pembatasan penggunaan lahan 
tersebut, dengan (i) memberikan kompensasi atas kehilangan 
aset dengan biaya penggantian dan (ii) memastikan bahwa 
kegiatan permukiman kembali dilaksanakan, dengan 
pengungkapan informasi, konsultasi, dan partisipasi yang tepat 
kepada masyarakat yang terdampak.  

¶ Meningkatkan atau memulihkan  penghidupan dan standar 
hidup masyarakat  tergusur. 

¶ Meningkatkan kondisi kehidupan masyarakat tergusur  secara 
fisik , melalui penyediaan perumahan yang memadai dengan 
jaminan kepemilikan di lokasi -lokasi pemukiman kembali. 

6 Konservasi 
Keanekaragaman 
Hayati dan 

¶ Menjaga dan melestarikan  keanekaragaman hayati .  
¶ Menjaga pemanfaat an dari keberadaan jasa-jasa ekosistem .  
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No SEP Tujuan 

Pengelolaan Sumber 
Daya Alam  
 

¶ Meningkatkan pengelolaan sumber daya alam hayati yang 
berkelanjutan melalui adopsi praktik yang me madukan 
kebutuhan kelestarian  dan prioritas pembangunan.  

7 Masyarakat Adat  
(Indigenous Peoples - 
IP) 

¶ Memastikan bahwa proses pe ngembangan dapat 
menumbuhkan rasa hormat terhadap hak asasi manusia, 
martabat, aspirasi, budaya, dan penghidupan berbasis sumber 
daya alam dari Masyarakat Adat .  

¶ Mengantisipasi dan meng hindari dampak negatif  proyek 
terhadap Masyarakat Adat , atau jika tidak mungkin menghindari, 
maka meminimal kan dan/atau meng ompensasi atas dampak-
dampak buruk tersebut.   

¶ Meningkatkan manfaat dan peluang dari pembangunan yang 
berkelanjutan bagi Masyarakat Adat  dengan cara yang sesuai 
dengan budaya setempat.  

¶ Untuk membangun dan memelihara hubu ngan yang 
berkelanjutan dengan Masyarakat Adat  terdampak proyek 
berdasarkan proses konsultasi dan partisipasi selama siklus 
proyek berjalan. 

¶ Memastikan Keputusan Bebas, Didahulukan dan Diinformasikan 
(KBDD /  Free, Prior, Informed Consent - FPIC)  pada Masyarakat 
Adat yang terdampak  Proyek seperti yang dijelaskan dalam 
Prinsip ini  dilakukan . 

¶ Menghormati dan melestarikan budaya, pengetahuan, dan 
praktik -praktik yang dimiliki Masyarakat Adat . 

8 Benda dan Warisan 
Budaya 

¶ Melindungi dan melestarikan warisan budaya dari dampak 
negatif kegiatan proyek  

¶ Meningkatkan pembagian manfaat yang adil dari penggunaan 
warisan budaya 

2.3 Mekanisme Penanganan Keluhan (Grievance Redress Mechanism - 
GRM) 

18. Selama siklus proyek atau masa pembiayaan, IIF menyusun dan melaksanakan GRM sebagai 
media yang dapat dipakai oleh PAP atau pemangku kepentingan yang lain untuk  menghubungi IIF. 
Mekanisme ini spesifik dan dapat diakses oleh publik di seluruh wilayah dimana terdapat investasi 
IIF, dalam format  dan bahasa yang mudah dimengerti. Melalui mekanisme ini, IIF akan menerima, 
mencatat, dan memberi tanggapan terhadap permintaan informasi, kekhawatira n, atau keluhan-
keluhan yang disampaikan dari para pemangku kepentingan. Informasi  kontak untuk GRM 
diumumkan kepada publik melalui situs laman IIF. GRM juga mencakup penugasan bagi karyawan 
untuk mencatat keluhan -keluhan dan bekerja bersama personel yang relevan untuk menyelidiki 
keluhan-keluhan, menentukan tindakan, dan menyelesaikan masalah. Karyawan yang ditunjuk 
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tersebut akan menindaklanjuti status dari tiap keluhan dan mendokumentasikan  proses serta hasil 
penyelesaiannya. 

2.4 Pengungkapan Informasi  Publik  

19. Sebagai bagian dari transparansi dan akuntabilitas dari IIF terkait dengan kegiatan investasi 
dan aspek sosial dan lingkungannya, semua dokumen sosial & lingkungan seperti ESIA, ESMP, 
Rencana Pemukiman Kembali (Resettlement Action Plan - RAP), Rencana Masyarakat Adat  (Indigenous 
Peoples Plan - IPP), dan dokumen lainnya yang relevan dari proyek baru atau klien, akan diunggah dan 
diungkapkan di situs laman IIF atau situs laman milik klien atau di tempat -tempat lain, sebelum atau 
pada saat yang sama dengan penandatanganan perjanjian pinjaman.  

2.5 Pelaporan Sosial dan Lingkungan 

20. Divisi Sosial dan Lingkungan (Social and Environmental Division - SED) akan membuat  Laporan 
Tahunan Kinerja Sosial dan Lingkungan (Annual Social and Environmental Performance Report - ASEPR) 
kepada semua Pemegang Saham Pendiri IIF sebagaimana diamanatkan di dalam Perjanjian Para 
Pemegang Saham. SED juga akan membuat laporan rutin secara berkala yang dilaporkan kepada 
Manajemen IIF dan/atau ke para pemegang saham, seperti Laporan Triwulan Pengelolaan Risiko 
(Quarterly Risk Management Report - QRMR), dan Laporan Ulasan Proyek Tahunan atau Semesteran.
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3 PROSEDUR OPERASI 

21. Bagian ini menjelaskan secara rinci langkah -langkah dan tindakan seperti  dimandatkan 
dalam SEMS yang akan dijalankan oleh IIF selama siklus pembiayaan proyek berjalan. Alur 
kerja/proses bisnis  sebuah proyek tersebut terdiri dari 3 tahapan:  

¶ Tahap Persetujuan Awal  ͮPada tahap ini, IIF akan melakukan seluruh prosedur yang 
diperlukan sebelum ditetapkannya persetujuan secara prinsip terhadap sebuah proyek, 
yaitu mencakup penapisan terhadap Daftar Pengecualian, Perundang-undangan 
Nasional, dan SEP sebagai langkah penting untuk memperoleh kategorisasi awal sebuah 
proyek yang sepadan dengan tingkat risiko dan dampak (lihat Sub Bagian 0). 

¶ Tahap Penilaian dan Persetujuan   ͮdalam tahap ini, IIF akan melakukan semua prosedur 
yang diperlukan sebelum proyek tersebut dinilai untuk pendanaannya  (lihat Sub Bagian 
3.2); dan;  

¶ Tahap Pasca Persetujuan   ͮPada tahap ini, IIF akan melakukan semua prosedur yang 
diperlukan untuk  memonitor kinerja sosial & lingkungan dari proyek , sejak awal 
pembiayaan sampai dengan investasi IIF berakhir  (lihat Sub Bagian 3.3). 

22. Proses bisnis mengikuti alur kerja dari tahap awal, pra -penapisan, uji tuntas, dan persetujuan 
serta pasca persetujuan, pemantauan dan pengawasan. Seluruh proses ini akan melibatkan kerja 
sama yang erat antara SED, tim   investment, dan departemen terkait lainnya.   IIF menggunakan SEMS 
untuk memastikan konsistensi dan pelaksanaan yang efektif dari sebuah pengelolaan sosial 
lingkungan dalam seluruh praktik, produk dan jasanya. Proses alur kerja ini secara umum dapat dilihat 
di Gambar 3-1. 

23. Selama proses pengkajian, selain Panduan Operasi ini, IIF juga dilengkapi dengan Dokumen 
Pendukung yang berisi Prosedur Pelaksanaan, Panduan dan Arahan, dan Format-format. Untuk hal -
hal yang tidak tercakup dalam Dokumen Pendukung ini, IIF akan menggunakan IFC EHS Guidelines 
atau Panduan dari Institusi Pembiayaan Pembangunan lainnya sebagai rujukan contoh dari  Praktik 
Industri Internasional yang Baik (Good International Industry Practice  ͮGIIP).
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Gambar 3-1 Alur Kerja/Proses Bisnis  
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Gambar 3-2 Alur Kerja S&E 
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3.1 Prosedur Operasi S&E: Tahap Persetujuan Awal 

24. Tahap identifikasi proyek dimulai dengan sebuah diskusi  dengan calon Proyek/Peminjam , 
baik dari sektor publik maupun swasta , terkait proyek , kebutuhan, dan persyaratan IIF. Ini adalah 
langkah awal dalam siklus proyek dan pada akhirnya mengarah pada sebuah keputusan awal 
sehubungan dengan diterimanya proposal baru untuk dinilai  lebih terinci . 

25. Pengkajian S&E pada tahap persetujuan awal ini mencakup langkah-langkah berikut:  

¶ Mendapatkan informasi dasar  mengenai proyek dan dokumen-dokumen S&E yang ada, 
dari calon Proyek/Peminjam ;  

¶ Melakukan verifikasi bahwa kegiatan usaha yang diusulkan, berdasarkan informasi yang 
disediakan oleh calon Proyek/Peminjam , adalah usaha yang tidak termasuk dalam daftar 
pengecualian atau yang dilarang untuk dibiayai oleh IIF (lihat Lampiran A: Daftar 
Pengecualian); 

¶ Melakukan penapisan awal terhadap Daftar Pengecualian IIF, Perundang-undangan 
Nasional, dan SEP, sebagai langkah penting untuk menentukan kategorisasi awal proyek 
yang sepadan dengan tingkat risiko dan dampaknya ;  

¶ Selama persiapan Dokumen Informasi Proyek (Project Information Document  ͮ PID), 
melakukan peninjauan awal terhadap kajian -kajian, analisis-analisis, dan dokumen-
dokumen perencanaan yang telah disiapkan oleh klien atau calon Proyek/Peminjam, jika 
memang tersedia, dan memastikan tidak ada risiko reputasi bagi IIF, serta memastikan 
tidak ada masalah di masa lalu, persengketaan, atau tuntutan  hukum yang belum 
terselesaikan . 

¶ Melakukan penapisan awal dari kegi atan-kegiatan proyek, dan mengidentifikasi potensi -
potensi risiko dan dampak S&E. Selain itu, apabila dokumen-dokumen tersedia, maka 
dikaji  juga apakah proyek yang bersangkutan  melibatkan  kegiatan pengadaan tanah, 
pemindahan pemukiman penduduk secara tidak sukarela, berada di kawasan lindung, dan 
berdampak pada Masyarakat Adat  atau etnik mino ritas , dan peninggalan budaya; 

¶ Berdasarkan pengkajian awal, usulan investasi proyek akan dikategorisasikan sebagai 
kategori A, B atau C (merujuk kepada Lampiran D) untuk Penapisan Kategori S&E dan 
sesuai dengan tingkat kajian lingkungan nya seperti Kajian Analisis Dampak Lingkungan 
Hidup (Andal/  Environmental and Social Impact Assessment - ESIA), Rencana Pengelolaan 
dan Pemantauan Lingkungan  Hidup (RKL-RPL/Environmental and Social Management Plan 
- ESMP), atau Kajian Awal Lingkungan (Initial Environmental Examination - IEE);  

¶ Jika usulan proyek masuk kualifikas i di tahap awal, maka SED akan menyiapkan kajian 
awal mengenai dampak S&E yang akan digabungkan ke dalam PID untuk diserahkan 
kepada Komite Investasi - Dewan Direksi (Board of Director – Investment Committee /  BoD-
IC) untuk memperoleh persetujuan; dan  
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¶ Di dalam pertemuan BoD-IC, semua observasi, tanggapan, dan masukan dari seluruh 
anggota dewan direksi dan keputusan akhir akan di catat dalam Berita Acara Rapat 
(Minutes of Meeting - MoM).    

3.2 Prosedur Operasi S&E: Tahap Penilaian dan Persetujuan  

26. Sesudah PID disetujui  oleh BoD-IC, kajian S&E pada tahapan penilaian dan persetujuan ini 
akan mencakup, sebagai berikut :  

¶ SED akan meminta calon Proyek/ Peminjam untuk melengkapi dokumen-dokumen S&E3 
antara lain SEMS, Environmental Impact Assessment (EIA) & Social Impact Assessment 
(SIA), Environmental Management Plan (EMP), RAP, IPP, dan izin-izin yang dikeluarkan 
oleh pemerintah . Apabila dokumen-dokumen tersebut  tidak tersedia , maka klien perlu 
untuk menyiapkan dokumem -dokumen yang relevan tersebut.    

¶ SED atau calon Proyek/Peminjam akan menunjuk konsultan independen , jika diperlukan, 
untuk melakukan uji tuntas  sosial dan lingkungan ( Social and Environmental Due Diligence 
- SEDD) termasuk mengkaji dokumen -dokumen S&E tersebut; jika ditunjuk o leh 
peminjam, maka konsultan akan melaporkan hasil  SEDD kepada IIF (laporan SEDD tidak 
boleh direvisi / diedit oleh pihak peminjam).  

¶ Mengumpulkan , meninjau kembali, dan menyelidiki informasi -informasi yang tersedia  di 
ruang publik tentang kecelakaan kerja  yang terjadi , dampak yang merugikan kepada 
masyarakat atau lingkungan  atau kinerja S&E yang buruk terkait  dengan proyek; 

¶ Melakukan kunjungan lapangan yang dilakukan oleh Tenaga Ahli Sosial dan Lingkungan 
(Social and Environmental Specialist) dan/ atau konsultan . Tujuannya adalah untuk 
melakukan verifikasi  informasi yang telah diterima sebelumnya. Hal -hal yang perlu 
dipersiapkan untuk kunjungan lapangan adalah tidak terbatas kepada hal -hal berikut:  

Á Diskusi dengan perusahaan dan pihak-pihak terkait, termasuk dengan fasilitas yang 
terasosiasi  dengan proyek, dan atau rantai pasokan untuk kelangsungan kon struksi 
dan operasi, wawancara dengan staff  kontraktor, PAP atau perwakilannya, 
berinteraksi secara informal dengan organisasi masy arakat sipil , pemerintah lokal, 
dan sebagainya, dan 

Á Kunjungan dan observasi ke lapangan dan/atau fasilitas yang telah  beroperasi. 

¶ S&E Specialist akan memberi konfirmasi memberi konfirmasi kategori proyek pada tahap 
ini setelah melak ukan kajian ulang pencakupan yang ditetapkan pada Tahap 
Persetujuan Awal; 

                                                        
3  Dokkumen-dokumen S&E proyek adalah seperti Amdal, UKL/UPL, RAP, IPP dll.   
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¶ Jika proyek melibatkan adanya pengadaan tanah dan pemindahan penduduk secara 
tidak sukarela, maka persyaratan RAP perlu dipenuhi (lihat SEP 5 di Sub Bagian 2.2 dan 
Lampiran B). Untuk proyek tipe 2 dan 3, persyaratan Audit Tanah akan dilakukan jika 
diperlukan termasuk membuat rencana tindakan perbaikan. 

¶ Jika proyek berdampak penting kepada Masyarakat Adat , SEDD harus memastikan 
persyaratan untuk IPP (SEP 7 ͮ  Sub Bagian 2.2); 

¶ Setelah kunjungan lapangan, laporan SEDD yang dapat diterima oleh SED, akan dipersiapkan 
bersama dengan Rencana Tindakan Perbaikan (Corrective Action Plan  ͮCAP) yang disetujui 
oleh Manajer Sosial dan Lingkungan (S&E Manager  ͮSEM) dan Wakil Kepala Pengembangan 
Bisnis Sosial dan Lingkungan ( S&E Business Development  ͮ SEBD), untuk kemudian 
didiskusikan dengan calon Proyek/Peminjam;  

¶ Mendiskusikan syarat dan ketentuan serta penjanjian S&E dengan calon 
Proyek/Peminjam serta mendapatkan persetujuan  mereka; 

¶ Berdasarkan laporan SEDD, SED akan menyiapkan pemenuhan aspek S&E dan kemudian 
digabungkan kedalam Memo Penilaian Proyek (Project Appraisal Memorandum  ͮPAM), 
yang disetujui oleh SEM dan SEBD, dan kemudian diajukan ke BoD-IC dan/atau  Komite 
Investasi - Dewan Komisaris (Board of Commissioner Investment Committee/BoC-IC) untuk 
persetujuan pinjaman;  

¶ Selama Rapat BoD-IC dan/atau  BoC-IC, semua pengamatan, komentar, masukan dari 
anggota BoD-IC dan/atau  BoC-IC dan keputusan akhir akan dicatat  dalam MoM;  dan 

¶ Setelah disetujui, dokumen -dokumen legal ditandatangani. Dokumen legal menetapkan 
syarat dan ketentuan IIF, termasuk persyaratan S&E dan peryaratan kebijakan 
operasional.  

27. SED akan menyusun dokumen yang sesuai berdasarkan hasil dari penilaian pada tahap ini, 
termasuk:  

¶ Laporan SEDD; 

¶ Rekomendasi CAP S&E dan Perjanjian Pinjaman; dan 

¶ Ringkasan Penilaian S&E, termasuk CAP berdasarkan laporan SEDD untuk dimasukkan 
ke dalam PAM dan menyerahkannya ke BoD-IC dan/atau  BoC-IC untuk Persetujuan 
Proyek. 

28. Klien akan melakukan pengungkapan dokumen -dokumen S&E seperti Dokumen Analisis 
Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal), Laporan Pengkajian Lingkungan, seperti RAP, IPP dan 
sebagainya, di situs web IIF atau pemilik proyek /klien  sesegera mungkin dan mengungkapkan 
informasi yang relevan di area publik yang bisa diakses dan dimengerti oleh kelompok terdampak, 
organisasi masyarakat sipil dan pemangku kepentingan yang lain.  
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3.3 Prosedur Operasi S&E: Pasca Persetujuan  

29. Tahap ini berisi pemantauan berkala , pengawasan dan audit atas kondisi kepatuhan S&E 
terhadap investasi dan CAP yang telah diusulkan sebagai bagian dari laporan SEDD. Tahapan ini 
mensyaratkan Proyek/Peminjam  untuk menyerahkan laporan berkala sesuai dengan kepatuhan dari 
perjanjian S&E sebagaimana tertulis dalam fasilitas pinjaman, yaitu Laporan Tahunan Pemantauan 
Perlindungan Sosial dan Lingkungan ( Annual Social Safeguard and Environmental Monitoring Report - 
ASSEMR) dll.   

30. Langkah-langkah S&E di tahap pasca-persetujuan  meliputi hal -hal di bawah ini:  

¶ Pemantauan kepatuhan secara berkala termasuk pemantauan pelaksanaan EMP; 

¶ Pemantauan kepatuhan terhadap janji -janji yang terdapat dalam fasilitas pinjaman   atau 
komitmen peminjam/pemilik proyek dan kinerja proyek/peminjam  terhadap SEP IIF dan 
peraturan-peraturan nasional;   

¶ Mengkaji  dan memantau pelaksanaan dari CAP S&E dan upaya-upaya mitigasi nya, dan 
memeriksa kepatuhan terhadap standar -standar baku mutu  (udara, emisi dan kualitas 
air, mana yang sesuai); jika diperlukan, pemantauan dilakukan melalui  kunjungan 
lapangan/investigasi ke lokasi proyek;  

¶ Mengumpulkan , meninjau kembali, dan menyelidiki informasi -inform asi yang tersedia di 
ruang publik dan wawancara dengan Proyek/Peminjam jika dibutuhkan terkait dengan  
kecelakaan kerja, dampak yang merugikan masyarakat lokal atau lingkungan terkait 
dengan proyek tersebut;  

¶ Melakukan pemantauan kepatuhan secara berkala dengan jadwal  yang telah ditentukan 
didalam janji -janji di fasilitas pinjaman . 

31. Hal-hal di atas adalah kewajiban dari S&E Specialist di SED, berkoordinasi dengan konsultan 
yang ditunjuk  oleh SED untuk masukan yang spesifik . Sebagai bagian dari proses pemantauan dan 
evaluasi, SED akan mempersiapkan sebuah laporan pemantauan tahunan untuk semua 
proyek/peminjam yang disebut Laporan Kinerja Tahunan Sosial & Lingkungan (Annual Social & 
Environmental Performance Report – ASEPR).  

¶ Pelaporan: 

Á Laporan kepatuhan yang terdapat dalam janji -janji S&E di fasilitas pinjaman  dan  
pelaksanaan dari CAP pada periode-periode yang telah ditentukan dalam 
perjanjian investasi;   

Á Laporan pelaksanaan dari berbagai upaya rencana mitigasi termasuk EMP, RAP, 
IPP jika tersedia, pada periode yang telah ditentukan; dan  



 IIF- Sistem Pengelolaan Sosial dan Lingkungan 

 
Draft Bahasa v.02 05012021 15 

 

Á Menyusun laporan tahunan kinerja SED terkait dengan perlindungan S&E dan 
menyampaikannya kepada para pemangku kepentingan dan Dewan Direksi 
melalui ASEPR.   

¶ Audit dan Pengawasan S&E dengan bantuan dari konsultan independ en terhadap 
proyek-proyek kategori A yang dipilih.      

32. Dokumen-dokumen pada tahap ini termasuk : 

¶ ASSEMR yang disampaikan oleh pemilik proyek/peminjam kepada IIF;  

¶ ASEPR dari IIF untuk disampaikan kepada Pemegang Saham Pendiri IIF; dan   

¶ Jika diperlukan, Laporan Triwulan Pemantauan dari pemilik proyek/peminjam selama 
masa konstruksi dan /atau operasi.  

3.4 Tahap Penyelesaian Proyek 

33. Setelah proyek berakhir, yaitu ketika IIF keluar dari investasi, SED akan menyiapkan Laporan 
Penyelesaian Proyek (Implementation Completion Report – ICR) yang mencakup ulasan pembelajaran 
dan prakt ik-prakt ik yang baik terkait dengan aspek S&E dari proyek.    
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4  STRUKTUR DAN TANGGUNG JAWAB ORGANISASI 

4.1 Struktur Organisasi  

34. SED bertanggungjawab untuk mengawasi pelaksanaan persyaratan-peryaratan S&E dan 
berperan sebagai perpanjangan tangan dari Komite Manajemen Risiko (Risk Management Committee - 
RMC). SED dikepalai oleh SEM yang bekerja penuh waktu, bertanggung jawab terhadap keseluruhan 
dari fungsi SED. Wakil Kepala SEBD S&E membantu SEM dalam menyiapkan aspek S&E untuk proyek-
proyek baru. SED harus didukung dengan keberadaan S&E Specialist untuk memban tu SEM dalam 
melakukan kajian dan menyiapkan memo untuk Dewan, termasuk tanggung  jawab yang lain, seperti 
dijabarkan pada Sub Bagian 4.2.  

35. Proyek yang mempunyai dampak penting terhadap S&E, akan membutuhkan tenaga ahli 
tambahan dan perhatian khusus .  Untuk proyek-proyek tersebut ,  SED dapat melibatkan pihak ketiga 
yaitu konsultan independen  S&E untuk mendukung berbagai aktivitas seperti disebutkan pada Sub 
Bagian 4.2. dari OM ini. Diagram berikut menggambarkan strukt ur dari SED. 

 

Gambar 4-1 Struktur  Organiasasi SED 
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4.2 Peran dan Tanggung Jawab SED 

36. Sub-bab dibawah ini menjelaskan tentang peran dan tanggungjawab dari setiap anggota SED.  

4.2.1  Manajer Sosial dan Lingkungan (SEM) 

37. Peran dan tanggung jawab SEM adalah sebagai berikut:  

¶ Mengawasi pelaksanaan dari SEMS; 

¶ Memastikan integrasi dari penilaian risiko S&E dalam uji tuntas dan RMC; 

¶ Menyerahkan Memo (PID dan PAM) kepada Direktur Risiko (Chief Risk Officer - CRO);  

¶ Meninjau dan memberikan persetujuan atas CAP berdasarkan temuan di SEDD; 

¶ Meninjau dan memberikan persetujuan terhadap persyaratan -persyaratan S&E termasuk 
janji -janji S&E yang terdapat dalam fasilitas pinjaman;    

¶ Melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap kepatuhan dan kinerja 
Proyek/ Peminjam untuk memastikan bahwa kepatuhan mereka terhadap persyaratan 
S&E yang berlaku serta pelaksanaan dari CAP;  

¶ Memberi arahan tentang insiatif peningkatan kapasitas untuk meningkatkan  kualitas 
SEDD serta pengawasannya; 

¶ Merekrut dan mengelola karyawan SED;  

¶ Pemutakhiran SEMS sebagaimana diperlukan untuk memastikan selaras dengan 
persyaratan dari Pemegang Saham Pendiri (sebagaimana didefinisikan dalam Perjanjian 
Pemegang Saham) dan perundang-undangan serta peraturan Republik Indonesia yang 
berlaku; 

¶ Melaporkan kinerja S&E secara berkala kepada Pemegang Saham Pendiri dan Direksi 
tentang kinerja S&E dari portofolio , termasuk kepatuhannya pada persyaratan berlaku;  

¶ Mengiformasikan kepada Pemegang Saham Pendiri tentang segala tuntutan/gugatan 
S&E kepada IIF dan/atau kliennya;  

¶ Menjalin interaksi dan konsultasi dengan investor dan pemberi pinjaman  yang lain; 

¶ Mengelola aspek S&E yang berhubungan dengan semua penugasan berbasis biaya dan 
memastikan penugasan berbasis biaya tersebut dilaksanakan susuai dengan Kebijakan 
dan Prinsip S&E dari IIF.   
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4.2.2  Wakil Kepala Pengembangan Bisnis Sosial dan Lingkungan (Social and 
Environmental Business Development - SEBD)  

38. Peran dan tanggung jawab dari Wakil Kepala SEBD seperti di bawah ini: 

¶ Mendukung SEM; 

¶ Mengelola Social and Environmental Specialist  dalam menyiapkan proyek baru;  

¶ Menyiapkan dokumentasi kajian S&E terkait dengan proyek baru;  

¶ Memastikan integrasi  penilaian risiko S&E dalam proses uji tuntas;  

¶ Mematangkan rekomendasi CAP berdasarkan analisa kesenjangan selama SEDD.  

¶ Menyiapkan Memo (PID dan PAM), memberi konfirmasi kepatuhan proyek terhadap 
persyaratan-persyaratan IIF;  

¶ Menyiapkan dan memasukkan  janji -janji  S&E di dalam fasilitas p erjanjian pinjaman;  

¶ Mengusulkan inisiatif peningkatan kapasitas untuk mem perbaiki kualitas SEDD;  

¶ Bersama dengan SEM, memutakhirkan SEMS beserta dokumen-dokumen 
pendukungnya yang diperlukan untuk memastikan adanya konsistensi dengan 
persyaratan IIF, Perjanjian Pemegang Saham, dan Perundang-undangan serta Peraturan 
Republik Indonesia; dan 

¶ Menjalin hubungan dengan konsultan S&E.  

4.2.3  Tenaga Ahli Sosial dan Lingkungan (Social and Environmental Specialist)  

39. Peran dan tanggung jawab dari Social and Environmental Specialist sebagai berikut:  

 Pengembangan Bisnis: 

¶ Melakukan ulasan mengenai kepatuhan;  

¶ Melakukan kunjungan lapangan;  

¶ Melakukan penapisan dan pelingkupan dari proyek infrastruktur baru yang diusulkan;  

¶ Melakukan/ mengawasi proses SEDD; 

¶ Menyiapkan Memo (PID dan PAM), memberi konfirmasi  kepatuhan proyek terhadap 
persyaratan S&E IIF;  
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¶ Menyiapkan CAP dan mengusulkan jani-janji S&E untuk dimasukkan ke dalam Perjanjian 
Fasilitas Pinjaman ;  

¶ Memberikan bantuan terkait dengan mekanisme penanganan keluhan/pengaduan; 
pelibatan pemangku kepentingan termasuk k onsultasi publik dan pengungkapan 
informasi;  

¶ Menyiapkan Kerangka Acuan Kerja (KAK) untuk EIA, ESIA, RAP, IPP, dan studi -studi lain  
yang diperlukan;    

¶ Mengelola semua catatan , mulai dari tahap awal .persetujuan sampai tahap penilaian 
dan persetujuan;  

¶ Merekrut konsultan S&E yang berkualitas (jika diperlukan);  

¶ Melakukan pelatihan terkait S&E terhadap karyawan IIF.  

 Pemantauan dan Pengawasan: 

¶ Melakukan pemantauan dan  pengawasan kepatuhan dan kinerja Proyek/ Peminjam 
terhadap persyaratan S&E dan pelaksanaan dari CAP; 

¶ Melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan mekanisme pengaduan, pelibatan 
pemangku kepentingan termasuk konsultasi publi k dan pengungkapan informasi;  

¶ Menyiapkan Memo (PID dan PAM), memberi konfirmasi  kepatuhan proyek terhadap 
persyaratan-persyaratan IIF untuk pembaharuan fasilitas dari proyek yang sudah ada;  

¶ Menyiapkan CAP dan mengusulkan janji -janji  S&E untuk dimasukkan di dalam Perjanjian 
Fasilitas Pinjaman  bagi pembaharuan fasilitas dari proyek yang sudah ada;  

¶ Menyiapkan laporan kemajuan dan kinerja untuk berbagai inv estor;  

¶ Menyiapkan ICR ketika sebuah  investasi IIF berakhir atau keluar;  

¶ Mengelola semua catatan selama tahap pasca persetujuan;  

¶ Melakukan penyebarluasan informasi dan lokakarya pembelajaran tahunan untuk IIF; 
dan   

¶ Melakukan pelatihan, konsultasi dan p enyebarluasan informasi/pengetahuan terkait 
dengan Prinsip S&E IIF kepada proyek/peminjam.  

40. Kerangka Acuan Kerja SED tersedia di Annex C. 
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4.3 Konsultan  Indepeden Sosial dan Lingkungan 

41. Konsultan independen diperlukan berdasarkan kasus per kasus , di mana pendapat 
profesional dibutuhkan berkenaan dengan aspek S&E yang penting/material dari proyek atau di mana 
informasi yang diberikan oleh proyek/klien tidak cukup untuk menentukan tingkat kepatuhan klien 
terhadap. persyaratan S&E IIF4. Secara khusus, IIF menggunakan perusahaan konsultan independen 
dengan rekam jejak yang baik dalam IFC Performance Standard atau standar internasional  lain untuk 
semua proyek kategori A dan proyek kategori B yang melibatkan beberapa keistimewaan  yang dapat 
memberikan dampak negati f penting yang lebih besar terhadap S&E (komponen greenfield, masalah 
atau isu yang belum terselesaikan, pemukiman kembali, dampak pada keanekaragaman hayati, 
Masyarakat Adat , dll). 

4.4 Pengelolaan Risiko 

4.4.1  Komite Investasi - Dewan Direksi (BoD-IC) 

42. Secara umum, anggota BoD baik secara kolektif atau pun individual bertanggung jawab untuk 
mengoordinasikan, memimpin, memelihara, dan mengelola aset IIF demi kepentingan terbaik 
Perusahaan. 

43. Khusus terkait Pengelolaan dan Pengendalian Risiko, BoD bertanggung jawab untuk : 

¶ Memastikan bahwa Perusahaan memiliki proses yang tepat dan sistematis untuk 
mengidentifikasi, mengukur, dan mengendalikan risiko ; 

¶ Memastikan bahwa sistem dan proses yang tepat telah diterapkan dalam langkah -
langkah untuk memantau dan mel aporkan risiko utama yang dihadapi oleh Perusahaan;  

¶ Memantau dan mengevaluasi proses pengelolaan dan menilai kecukupan Pengelolaan 
Risiko dan sistem kontrol internal, pelaporan keuangan, dan prosedur kepatuhan;  

¶ Memastikan ketersediaan sistem kontrol yang e fektif untuk mengembangkan:  

Á Keandalan dan integritas informasi;  

Á Kepatuhan terhadap kebijakan, prosedur, rencana, dan peraturan yang berlaku; 

Á Pemeliharaan aset Perusahaan; 

Á Penggunaan sumber daya secara ekonomis dan efisien; dan  

Á Pencapaian tujuan operasional yang telah ditentukan.  

                                                        
4 Lihat Paragraf 17 
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¶ Melakukan evaluasi tahunan atas kontrol internal Perusahaan untuk memastikan bahwa 
semua aspek penting dari kontrol internal telah dipertimbangkan dan dinilai. Hasil 
evaluasi ini akan disajikan dalam pernyataan publik dan  akan mencakup periode waktu 
sampai persetujuan Laporan Tahunan Perusahaan ; 

¶ Menetapkan struktur, tugas, dan tanggung jawab organisasi yang jelas, termasuk 
pengangkatan Manajemen; dan 

¶ Memanfaatkan hasil audit dari auditor internal dan eksternal untuk kepentingan t erbaik 
Perusahaan. 

4.4.2  Komite Investasi - Dewan Komisaris  (BoC-IC) 

44. BoC-IC dibentuk untuk melaksanakan fungsi pengawasan, terutama terkait dengan proposal 
investasi dan portofolio bisnis IIF. Tugas utama B oC-IC adalah: 

¶ Memberikan pendapat dan/atau rekomendasi tentang pemberian kredit/investasi untuk 
disetujui oleh BoD; 

¶ Mengevaluasi dan menyajikan laporan evaluasi yang berkaitan dengan kinerja portofolio 
investasi Perusahaan, termasuk namun tidak terbatas pada pinjaman -pinjaman, ekuitas 
dan tresuri;  

¶ Meninjau kembali kredit dan investasi Perusahaan dan memberikan masukan un tuk 
perumusan/revisi kebijakan -kebijakan tersebut;  

¶ Mengambil tanggun g jawab tambahan yang berkaitan dengan kegiatan investasi, 
kebijakan, atau hal-hal lain yang diamanatkan oleh Dewan Komisasri dari waktu ke 
waktu.  

4.4.3  Komite Pengelolaan Risiko (RMC) 

45. RMC dari BoD bertanggung jawab untuk secara aktif memantau pengelolaan risiko dari 
kegiatan-kegiatan bisnis IIF serta memberikan rekomendasi dalam merumuskan kebijakan dan 
strategi Pengelolaan Risiko Perusahaan. 

46. Sehubungan dengan langkah-langkah Pengelolaan Risiko di Perusahaan, tugas RMC adalah 
sebagai berikut:  

¶ Memberikan perumusan strategis kebijakan dan kerangk a Pengelolaan Risiko 
Perusahaan, termasuk  penetapan batas kerangka kerja dan perumusan rencana darurat 
untuk kondisi yang merugikan;  

¶ Mengawasi evaluasi dan pengelolaan komposisi risiko secara keseluruhan dalam 
portofolio IIF, meminimalkan potensi risiko di tingkat proyek atau portofolio, 
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menumbuhkan budaya Pengelolaan Risiko di semua tingkatan, dan memastikan bahwa 
Departemen Pengelolaan Risiko mampu melakukan secara mandiri;  

¶ Menyelidiki, menganalisis, dan mengambil tindakan yang diperlukan sehubungan 
dengan keputusan bisnis yang menyimpang dari prosedur pada umumnya; 

¶ Mengevaluasi proposal -proposal yang terkait dengan aktivitas -aktivitas dan produk-
produk baru, mengukur keinginan dan kapasitas IIF dalam melakukan aktivitas dan 
produk baru tersebut melalui perspektif risiko, serta mengevaluasi proposal yang terkait 
perubahan dalam kebijakan dan prosedur;  

¶ Memantau kecukupan modal IIF terhada p risiko yang diidentifikasi sesuai dengan 
peraturan yang berlaku dan toleransi risiko Perusahaan; 

¶ Mengevaluasi efekti vitas kebijakan dan prosedur Pengelolaan Risiko, merumuskan 
perubahan yang diperlukan terhadap kebi jakanan dan prosedur Pengelolaan Risiko yang 
ada, mengevaluasi kecukupan pengendalian internal dan secara teratur meninjau 
laporan Sistem Pengelolaan Informasi ( System Information Management - SIM); 

¶ Melakukan tinjauan berkala untuk mengevaluasi kesesuaian metodologi penilaian risiko;  

¶ Meninjau dan menyetujui Laporan Pengelolaan Risiko Triwulanan yang disusun oleh 
Departemen Pengelolaan Risiko; dan  

¶ Mengkaji dan mengusulkan perubahan terhadap apapun , jika diperlukan, untuk 
parameter atau indikator risiko kepada Komite Pemantau Risiko (Risk Oversight 
Commiittee  ͮ ROC) Dewan Komisaris untuk persetujuan lebih lanjut ke pada Dewan 
Komisaris.  
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5 PENGEMBANGAN KAPASITAS  

5.1 Inisiatif Pengembangan Kapasitas 

47. SEMS ini memberikan sebuah gambaran ke depan tentang rencana pengembangan kapasitas  
dari karyawan IIF dan Proyek/Peminjam untuk memajukan S&E dalam siklus proyek. Pelatihan akan 
dilakukan, baik untuk karyawan Proyek/Peminjam, maupun karyawan IIF. Pelati han dapat dilakukan 
oleh pihak luar yang ditunjuk oleh IIF.  

48. Inisiatif tersebut adalah sebagai berikut, namun tidak terbatas pada:  

¶ Pengenalan, pelatihan dan penyegaran untuk semua karyawan IIF tentang isu -isu S&E di 
proyek-proyek infrastruktur  dan kebijakan S&E, SEP, prosedur-prosedur dan pedoman-
pedoman, termasuk pelatihan b erkala tentang kesiapsiagaan dan tanggap darurat;  

¶ Lokakarya untuk meningkatkan kepedulian dari Proyek/Peminjam, termasuk konsultan 
S&E, tentang norma, prosedur-prosedur dan tinjauan S&E IIF dan persyaratan uji tuntas 
untuk mencapai pelaksanaan yang efektif  dari langkah-langkah awal dalam penyiapan 
EIA/SIA seperti penapisan  dan/atau  pelingkupan dan panduan-panduan IIF dan juga 
penyiapan RAP dan IPP; 

¶ IIF akan memastikan bahwa sekurang -kurangnya ada satu perwakilan  senior 
manajemen dan karyawan SED menerima pelatihan tentang perlindungan S&E yang 
programnya telah diakui;  

¶ Pelatihan untuk karyawan IIF meliputi beberapa topik -topik, seperti kajian dampak y ang 
memadai, ketentuan tentang EMP dan penetapan biaya oleh Social and Environmental 
Specialist dan janji -janji  S&E didalam fasilitas p erjanjian pinjaman; dan 

¶ Memberikan pedoman kepada Proyek/Peminjam untuk mengadopsi dan meningkatkan 
pelaksanaan SEMS milik Proyek/Peminjam . 

5.2 Pelatihan SED 

49. Pelatihan merupakan kewajiban semua  karyawan SED untuk penyegaran, penambahan dan 
peningkatan  kapasitas dan keahlian, dengan wajib menghadiri pelatihan  setiap tahun. Pelatihan 
dapat mencakup materi dari setiap elemen SEP IIF atau kursus/pelatihan/seminar/lokakarya yang 
terkait dengan aspek S&E. 



 

 

 

 

PANDUAN OPERASI 

LAMPIRAN-LAMPIRAN 
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LAMPIRAN A. DAFTAR PENGECUALIAN IIF 

Daftar kegiatan yang tidak dapat dibiayai oleh IIF:  

1. Semua kegiatan dengan penggunaan bahan-bahan radioaktif 5; 

2. Kegiatan penebangan komersial atau pengadaan peralatan penebangan untuk digunakan di 
hutan hujan tropis primer atau hutan primer ; 

3. Perikanan laut tangkap menggunakan jaring hanyut dan jaring halus;  

4. Induksi organisme hasil rekayasa genetika;  

5. Perjudian, kasino dan perusahaan yang sejenis; 

6. Pertambangan atau penggalian karang hidup;  

7. Produksi cat yang mengandung timbal;  

8. Produksi atau perdagangan tembakau; 

9. Produksi atau perdagangan bahan radioaktif (termasuk reaktor nuklir dan komponennya) ;  

10. Produksi atau perdagangan produk yang mengandung Polychlorinated Biphenyls (PCBs) atau 
bahan kimia berbahaya yang dilarang secara internasional;  

11. Produksi atau perdagangan minuman beralkohol;  

12. Produksi atau perdagangan senjata dan amunisi, termasuk peralatan perang yang lain;  

13. Produksi dan/atau penggunakan produk yang mengandung asbes;  

14. Produksi, penyebaran dan penjualan pestisida yang dilarang secara internasional;  

15. Produksi atau perdagangan atau pemakaian serat as bes tak terikat;  

16. Produksi atau perdagangan produk -produk kayu atau kehutanan yang lain dari hutan yang 
tidak dikelola;  

17. Produksi atau perdagangan bahan perusak ozon yang dihapuskan secara berta hap oleh 
internasional;  

                                                        
5  Ini tidak berlaku untuk pembelian peralatan medis, peralatan untuk mengontrol kualitas (pengukuran) dan semua peralatan  

apapun yang dianggap sumber radioaktifnya dapat diabaikan dan/atau dilindungi secara memadai.  
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18. Produksi atau perdagangan obat -obatan yang dilarang secara internasional;  

19. Produksi atau perdagangan pestisida/herbisida yang dilarang secara internasional;  

20. Produksi atau perdagangan produk atau kegiatan yang dianggap ilegal berdasar kan undang-
undang atau peraturan negara tuan rumah atau konvensi dan perjanjian internasional;  

21. Produksi atau kegiatan yang membahayakan atau bentuk-bentuk eskploitasi dari kerja 
paksa/pekerja anak;  

22. Produksi, perdagangan, penyimpanan, atau transportasi baha n kimia berbahaya dalam 
jumlah besar atau digunakan dalam skala komersial;  

23. Produksi atau kegiatan yang berdampak kepada tanah yang dimiliki, atau diklaim  di bawah 
ajudikasi Penduduk Asli tanpa persetujuan penuh dari masyarakat tersebut;  

24. Pembelian peralatan penebangan kayu untuk hutan hujan tropis;  dan 

25. Pedagangan satwa liar atau produk satwa liar 6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                        
6  Produk satwa liar diatur oleh CITES (Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora) 
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LAMPIRAN B. PRINSIP-PRINSIP SOSIAL DAN LINGKUNGAN 
(SEP) IIF 

PRINSIP 1 (SEP 1):  SISTEM PENGELOLAAN DAN PENILAIAN 
SOSIAL DAN LINGKUNGAN 
 

1. SEP 1 menggarisbawahi pentingnya mengelola kinerja sosial dan lingkungan (Social & 
Environmental - S&E) selama siklus proyek (beberapa kegiatan bisnis yang menjadi bagian untuk dinilai  
dan dikelola). Sistem Pengelolaan Sosial dan Lingkungan (Social and Environmental Management 
System - SEMS) yang efektif merupakan proses yang dinamis, berkesinambungan yang diprakarsai 
oleh manajemen perusahaan dan melibatkan komunikasi antara klien, pekerja/karyawan dan 
masyarakat lokal yang  secara langsung terdampak oleh proyek (Project Affected People - PAP). 
Berdasarkan elemen-elemen proses pengelolaan bisnis yang telah mapan, mulai dari ;perencanaan, 
pelaksanaan, pemeriksaan, dan penindaklanjutan΄, sistem tersebut mensyaratkan penilaian 
menyeluruh terhadap potensi dam pak dan risiko S&E dari tahap awal pengembangan proyek dan 
memberikan keteraturan serta  konsisten si untuk  mengurangi dan mengelola dampak tersebut secara 
berkelanjutan. Sistem pengelolaan yang baik adalah sistem yang sesuai dengan skala dan sifat 
proyek, mendorong kinerja S&E yang baik, dan yang dapat mengarah pada peningkatan finansial dan 
hasil S&E proyek. SEP ini berlaku untuk proyek -proyek dengan dampak dan risiko S&E yang harus 
dikelola, pada tahap awal pengembangan proyek dan seterusnya.  

2. Klien akan menyusun dan melaksanakan SEMS sesuai dengan sifat dan skala proyek yang 
sebanding dengan tingkat dampak dan risiko S&E. Sistem pengelolaan terdiri dari  elemen-elemen 
berikut:  

(i) Kebijakan;   

(ii) Penilaian S&E;  

(iii)  Program pengelolaan;  

(iv) Kapasitas dan kompetensi organisasi;  

(v) Kesiapsiagaan dan tanggap darurat;  

(vi) Keterlibatan pemangku kepentingan  dan mekanisme penanganan keluhan;  

(vii) Pemantauan dan peninjauan; serta 

(viii)  Pelaporan. 

3. Hak asasi manusia harus dihormati untuk menghindari pelanggaran terhadap hak asasi orang 
lain dan menangani dampak yang merugikan terhadap hak asasi manusia yang mungkin timbul atau 
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disebabkan oleh perusahaan. Masing-masing SEP memiliki unsur -unsur yang berkaitan dengan aspek 
hak asasi, yang mungkin dijumpai oleh proyek pada saat menjalankan operasinya. Isu -isu hak asasi 
manusia yang berkaitan dengan proyek akan dapat diatasi melalui uji tuntas (due diligence) terhadap 
SEP tersebut.  
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1.1.  Kebijakan 

4. Klien akan menyusun kebijakan menyeluruh yang menetapkan tujuan dan prinsip-prinsip S&E 
menjadi panduan proyek untuk mencapai kinerja  S&E yang baik7. Kebijakan ini menyediakan kerangka 
kerja untuk Penilaian S&E dan proses pengelolaan, serta menyatakan bahwa proyek (atau kegiatan 
bisnis, yang sesuai) akan mematuhi peraturan dan perundang-undangan yang berlaku dimana proyek 
beroperasi yang berkaitan dengan aspek S&E, termasuk undang-undang yang diberlakukan di 
Indonesia menurut hukum internasional . Kebijakan tersebut  harus sesuai dengan prinsip -prinsip yang 
ada dalam SEP. Dalam kondisi tertentu, klien juga dapat mengacu pada standar yang diakui secara 
internasional, skema sertifikasi, atau kode praktik dan hal ini juga a kan dimasukkan kedalam 
kebijakan yang sesuai. Kebijakan akan menunjukkan siapa, dalam organisasi klien, yang akan 
memastikan kesesuaian dengan kebijakan  tersebut  dan yang bertanggungjawab atas 
pelaksanaannya (dengan mengacu kepada lembaga pemerintahan yang  bertanggung jawab atau 
pihak ketiga, sejauh diperlukan) . Klien akan mengkomunikasikan (sosialisasi) kebijakan tersebut ke 
semua tingkatan dalam organisasinya . 

1.2. Penilaian Sosial dan Lingkungan   

5. Klien akan melakukan proses penilaian S&E dengan mempertimbangkan potensi dampak dan 
risiko proyek terhadap aspek S&E (termasuk tenaga kerja, kesehatan dan keselamatan  kerja) secara 
terpadu. Proses penilaian ini akan berdasarkan pada informasi yang ada saat ini, termasuk deskripsi 
proyek yang sesuai dan data rona S&E. Penilaian ini akan mempertimbangkan semua risiko dan 
dampak S&E yang relevan dari proyek, termasuk isu-isu yang teridentifikasi dalam SEP 2 hingga 8, 
dan pihak-pihak yang akan terdampak oleh risiko dan dampak tersebut . Peraturan dan perundang-
undangan yang berlaku yang berkaitan dengan aspek S&E, termasuk undang-undang yang 
diberlakukan di Indonesia menurut hukum internasional juga akan dipertimbangkan.  

6. Risiko dan dampak akan dianalis is dalam lingkup wilayah yang terpengaruh oleh proyek. 
Wilayah yang terpengaruh ini meliputi:  

(i) Lokasi utama proyek dan fasilitas -fasilitas terkait yang dibangun atau dikelola oleh klien 
(termasuk kontraktor), seperti koridor dari kabel transmisi, jaringan pip a, kanal, terowongan, 
akses dan pengalihan jalan, area pembuangan, dan asrama pekerja; 

(ii) Fasilitas -fasilitas terkait (Associated Facilities) yang tidak dibiayai tetapi menjadi bagian dari 
proyek (pembiayaan dapat diberikan secara terpisah oleh klien atau pih ak ketiga, termasuk 
pemerintah), serta kelangsungan dan keberadaan fasilitas tersebut bergantung pada 
proyek serta barang dan jasa yang dihasilkan oleh fasilitas -fasilitas tersebut dalam 
mendukung keberhasilan proyek;  

                                                        
7   Kebijakan khusus proyek ini adalah persyaratan yang berdiri sendiri, dan tidak dimaksudkan untuk mempengaruhi (atau yang  

mengharuskan perubahan) kebijakan yang ada, yang mungkin telah ditetapkan klien untuk yang tidak terkait dengan proyek, 
kegiatan bisnis , atau untuk kegiatan-kegiatan perusahaan pada tingkatan yang lebih tinggi.  
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(iii)  Daerah-daerah yang potensial terdampak oleh dampak kumulatif dari pengembangan 
proyek yang direncanakan lebih lanjut, proyek atau kondisi yang ada saat itu , dan 
perkembangan proyek lain yang secara realisti s didefinisikan pada saat penilaian S&E 
dilakukan; 

(iv) Daerah yang berpotensi terpengaruh oleh dampak dari pembangunan yang tidak 
direncanakan, namun dapat diprediksi , yang diakibatkan oleh proyek dimana hal tersebut 
dapat terjadi dikemudian hari atau di lokasi yang berbeda. Wilayah yang terpengaruh  ini 
tidak termasuk dampak potensial yang akan terjadi tanpa adanya proyek atau terlepas dari 
proyek; dan 

(v) Dampak tidak langsung dari proyek terhadap keanekaragaman hayati atau jasa ekosistem  
(ecosystem services), dimana penghidupan masyarakat bergantung pada ekosistem 
tersebut.  

7. Risiko dan dampak juga akan dianalisis untuk tahapan-tahapan utama dari siklus proyek, 
yaitu tahap  pra-konstruksi, konstruksi, operasi dan  tahap penonaktifan  atau penutupan 
(decommissioning). Bilamana relevan, penilaian juga akan mempertimbangkan peran dan kapasitas  
dari pihak ketiga (seperti pemerintah pusat dan daerah, kontraktor dan pemasok), sejauh mana pihak 
tersebut  menimbulkan  risiko untuk proyek, dan mengingat  bahwa klien harus mengelola risiko dan 
dampak tersebut sesuai dengan kontrol dan pengaruh klien terhadap kegiatan dari pihak ketiga  
tersebut . Dampak-dampak yang terkait  dengan rantai pasokan akan dipertimbangkan dimana 
sumberdaya yang digunakan oleh proyek bersifat sensitif secara ekologis, atau dalam kasus dimana 
biaya tenaga kerja yang rendah menjadi sebuah faktor didalam daya saing barang yang dipasoknya. 
Penilaian juga akan mempertimbangkan potensi dampak lintas batas, seperti polusi udara, atau 
polusi terhadap saluran pembawa (waterways) internasional, serta dampak global, seperti emisi gas 
rumah kaca (GRK). 

8. Penilaian akan menyajikan dan mengevaluasi isu -isu secara memadai, akurat dan objektif 
yang disiapkan oleh tenaga ahli yang berkualitas dan berpengalaman. Untuk proyek yang memiliki 
dampak merugikan signifikan  atau dampak teknis yang kompleks, klien dapat dibantu tenaga a hli 
eksternal dalam proses penilaian tersebut .  

9. Tergantung pada tipe proyek , sifat besaran dan risiko serta dampak, proyek mungkin akan 
membutuhkan penilaian dampak S&E dengan skala penuh, atau penilaian S&E yang hanya terbatas 
atau terfokus , atau penerapan langsung pada tapak lingkungan , standar polusi, kriteria desain atau 
standar konstruksi. Jika proyek melibatkan aktivitas bisnis yang telah ada, audit terhadap S&E 
mungkin perlu dilakukan untuk melihat bagian yang perlu mendapatkan perhatian khusus. Jenis 
masalah/ isu, risiko dan dampak yang akan dinilai, dan ruang lingkup pelibatan para pemangku 
kepentingan dapat sangat bervariasi, tergantung dari sifat  dan ukuran proyek, lokasi dan tahapan 
pembangunan. 

10. Proyek dengan potensi dampak negatif signifikan yang beragam, tidak berbalik (irreversible), 
atau belum pernah terjadi sebelumnya  (unprecedented), akan dinilai  dampak sosial dan lingkungannya 
secara komprehensif. Kajian ini akan mencakup penilaian alternatif secara teknis dan layak secara 
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keuangan8 terhadap sumber dampak tersebut, serta dokumen-dokumen yang melatarbelakangi 
penentuan tindakan yang di usulkan tersebut . Dalam situasi luar biasa, penilaian secara regional, 
sektoral dan strategis mungkin  diperlukan. 

11. Penilaian dengan lingkup yang lebih kecil dapat dilakukan untuk proyek dengan dampak yang 
terbatas  yang jumlahnya sedikit , dampak site tertentu secara umum, dampak yang berbalik 
(reversible) dan secara umum dapat ditang ani melalui tindakan mitigasi.  

12. Proyek dengan dampak minimal atau tidak merugikan, tidak termasuk dalam penilaian lebih 
lanjut  di luar yang sudah teridentifikasi.  

13. Sebagai bagian dari penilaian, klien akan mengidentifikasi individu dan kelompok yang 
mungkin terdampak, secara berbeda atau tidak proporsional, oleh proyek karena status mereka yang 
dirugikan  atau rentan9. Dimana kelompok yang diindentifikasi sebagai kelompok yang dirugikan a tau 
kelompok rentan, klien akan mengusulkan dan menerapkan tindakan yang berbeda sehingga dampak 
negatif tidak menimpa individu atau kelompok tersebut  secara tidak  proporsional  dan mereka tidak 
dirugikan dalam berbagi manfaat dan peluang/kesempatan  dalam pembangunan.  

1.3. Program Pengelolaan 

14. Dengan mempertimbangkan temuan dari hasil Penilaian S&E dan hasil konsul tasi dengan 
masyarakat ter dampak, klien akan menyusun dan mengelola program untuk memitigasi dan 
meningkatkan kinerja serta tindakan untuk  menangani risiko  dan dampak S&E yang telah 
diidentifikasi (program pengelolaan). 

15. Program pengelolaan terdiri dari kebijakan operasi onal, prosedur dan penerapannya. Program 
ini dapat diterapkan secara umum di seluruh organisasi klien atau pada lokasi, fasilitas dan kegiatan -
kegiatan yang spesifik . Langkah dan tindakan untuk mengatasi dampak dan risiko yang teridentifikasi 
akan bermanfaat untuk menghindari dan menceg ah dampak melalui minimalisasi , mitigasi, atau 
kompensasi yang layak secara teknis maupun finansial . Jika risiko -risiko dan dampak tidak dapat 
dihindari atau dicegah, maka langkah -langkah dan tindakan mitigasi akan diidentifikasi sehingga 
proyek tetap dapat beroperasi dengan mematuhi peraturan perundang -undangan yang berlaku, dan 
memenuhi prasyaratan SEP 1 sampai 8. Tingkat perincian dan kerumitan dari program serta tindakan 
dan upaya yang diprioritaskan ini akan sepadan dengan risiko dan dampak -dampak proyek.  

                                                        
8  Kelayakan teknis adalah berdasarkan pada upaya dan tindakan yang diusulkan yang dapat dilaksanakan dengan keahlian, 

peralatan dan bahan-bahan yang tersedia secara ekonomi, mempertimbangkan faktor lokal yang ada seperti iklim, geografi, 
demografi, infrastruktur, keamanan, tata kelola, kapasitas dan keandalan operasional. "Kelayakan finansial" didasarkan pada 
pertimbangan komersial, termasuk besaran biaya tambahan yang relatif besa r untuk mengadopsi tindakan dan 
dibandingkan dengan biaya investasi, operasi dan pemeliharaan proyek dan apakah biaya tambahan ini membuat proyek 
menjadi tidak layak kepada klien . 

9  Status ini mungkin berasal dari ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pendapat politik atau pendapat individu, atau 
asal usul, atau kelahiran, atau status lainnya dari orang atau ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, Klien juga har us 
mempertimbangkan faktor -faktor seperti jenis kelamin, kesukuan, budaya, penyakit, cacat fisik atau mental, kemiskinan atau 
kerugian ekonomi, dan ketergantungan pada sumber daya alam yang unik. 
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16. Program akan mendefinisikan hasil yang ingin dicapai sejauh mungkin secara terukur dengan 
beberapa elemen, seperti indikator kinerja, target atau kriteria yang diterima yang dapat dipantau 
selama periode waktu yang ditentukan, dan dengan estimasi sumb erdaya dan tanggung jawab dalam 
pelaksanaannya. Memahami adanya dinamika dari proses pembangunan dan pelaksanaan proyek, 
program tersebut haruslah responsif terhadap  terhadap perubahan-perubahan dari kondisi proyek, 
kejadian yang tidak terduga dan hasil pe mantauan.  

1.3.1 Rencana Tindakan 

17. Apabila klien mengidentifikasi tindakan mitigasi spesifik yang diperlukan agar proyek 
mematuhi undang -undang dan peraturan yang berlaku serta untuk  memenuhi persyaratan SEP 1 
sampai SEP 8, maka klien akan menyiapkan sebuah Rencana tindakan. Upaya dan tindakan ini akan 
mencerminkan hasil konsultasi mengenai risiko dan dampak negatif S&E dan upaya serta tindakan 
yang diusulkan untuk menangani hal ini. Rencana tindakan dapat berupa penjelasan singkat tentang 
langkah-langkah mit igasi rutin terhadap serangkaian rencana spesifik 10. Rencana tindakan akan: 

(i) Menjelaskan tindakan yang diperlukan untuk menerapkan berbagai langkah upaya mitigasi 
atau tindakan perbaikan yang akan dilakukan;  

(ii) Prioritas tindakan -tindakan tersebut;  

(iii)  Termasuk jangka waktu pelaksanaan;  

(iv) Pengungkapan kepada PAP; 

(v) Menjelaskan jadwal dan mekanisme pelaporan kepada pihak luar atas pelaksanaan 
Rencana Tindakan klien.  

1.4.  Kapasitas dan Kompetensi Organisasi  

18. Klien akan menyusun, memelihara dan memperkuat , bilamana perlu, sebuah struktur 
organisasi, dengan menjelaskan peran, tanggung jawab dan wewenang untuk melaksanakan program 
pengelolaan, termasuk Rencana Tindakan. Personel khusus, termasuk perwakilan dari pengelola yang 
memiliki pengetahuan, ketrampilan dan penga laman yang diperlukan dalam melakukan pekerjaan nya, 
termasuk pengetahunan terkini te ntang persyaratan yang sesuai dengan peraturan di Indonesia, 
termasuk batas tanggung jawab dan wewenang yang jelas dan perlu direncanakan. Tanggung jawab 
S&E yang utama harus ditentukan dengan jelas dan dikomunikasikan dengan benar ke personel yang 
relevan dan ke bagian organisasi yang lain.  Dukungan dari manajemen yang memadai, departemen 
sumber daya manusia serta keuangan yang memadai akan memberikan kesinambungan capaian 
kinerja S&E yang efektif dan berkelanjutan.  

                                                        
10 Sebagai contoh: Rencana Tindakan Pemukiman Kembali, Rencana Tindakan Keanekaragaman Hayati, Rencana Pengelolaan 

Bahan Berbahaya & Beracun, Rencana Kesiapsiagaan dan Tanggap Darurat, Rencana Kesehatan dan Keselamatan 
Masyarakat, dan Rencana Masyarakat Adat. 
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19. Proses identifikasi risiko dan dampak S&E akan mencakup evaluasi dan presentasi yang 
memadai, akurat dan obyektif , yang disusun oleh profesional yang berkompeten.  

1.4.1 Pelatihan 

20. Klien akan melatih karyawan dan para kontraktor yang bertanggung jawab langsung dalam 
kegiatan yang berkaitan dengan kinerja S&E sehingga mereka akan memiliki pengetahuan dan 
ketrampilan yang diperlukan dalam melakukan pekerjaan mereka, termasuk pengetahunan terkini 
terhadap ketentuan-ketentuan dalam  peraturan di negara tuan rumah dan kewajiban yang sesuai 
dengan persyaratan pada SEP 1 hingga 8. Pelatihan juga akan membahas upaya dan tindakan khusus 
spesifik yang dipersyaratkan dalam program pengelolaan, termasuk rencana tindakan, metode yang 
dipersyarakatkan untuk melaksanakan tindakan perbaikan secara  kompeten dan efisien.  

1.5.  Kesiapsiagaan dan Tanggap Darurat  

21. Apabila proyek melibatkan  elemen-elemen fisik, aspek, dan fasilitas yang  diidentifikasi secara 
khusus yang kemungkinan besar  menimbulkan dampak , maka klien harus menyusun dan memelihara 
sistem kesiapsiagaan dan tanggap darurat yang merupakan bagian dari SEMS, berkolaborasi dengan 
pihak ketiga yang terkait dan rele van, untuk merespon  kecelakaan dan situasi darurat yeng terkait 
dengan proyek untuk mencegah dan memitigasi bahaya apapun bagi manusia dan/atau lingkungan. 
Persiapan ini termasuk mengidentifikasi area -area dimana kecelakaan dan situasi darurat yang 
mungkin te rjadi; masyarakat dan orang yang mungkin akan terdampak ; prosedur tanggap darurat ; 
penyediaan peralatan dan sumber daya; pihak yang bertanggungjawab ; komunikasi ; termasuk  
dengan PAP dan pelatihan berkala untuk memastikan efektivitas  dari proses tanggap darurat. 
Kegiatan kesiapsiagaan dan tanggap darurat secara periodik akan dikaji dan di revisi jika diperlukan, 
untuk merefleksikan perubahan kondisi.  

1.6. Keterlibatan Pemangku Kepentingan dan Mekanisme Penanganan 
Keluhan  

22. Hubungan yang kuat, saling membangun dan responsif  antara klien IIF dengan PAP adalah 
hal yang penting dalam mencapai keberhasilan proyek  dalam mengelola dampak S&E. Oleh karena 
itu, keterlibatan pemangku kepentingan merupakan dasar dalam mencapai tujuan t ersebut. 

23. Keterlibatan pemangku kepentingan merupakan sebuah proses yang berkelanjutan dengan 
melibatkan bermacam tingkatan elemen, mulai dari analisis dan perencanaan pemangku 
kepentingan, pengungkapan dan penyebaran informasi, konsultasi dan partisipasi, mekanisme 
pengaduan dan pelaporan berkelanjutan kepada masyarakat terdampak. Sifat, frekuensi , dan tingkat 
usaha dalam melibatkan pemangku kepentingan dapat sangat bervariasi dan disesuaikan dengan 
risiko dan dampak proyek serta tahapan dari proyek tersebut.  

1.6.1 Analisis dan Rencana Keterlibatan Pemangku Kepentingan  

24. Klien IIF akan mengidentifik asi berbagai pemangku kepentingan yang mungkin 
berkepentingan terhadap kegiatan mereka dan memper timbangkan  bagaimana melakukan 
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komunikasi eksternal yang dapat memfasilitasi dialog dengan para pemangku kepentingan. Klien 
akan mengidentifikasi masyarakat te rdampak dan akan mematuhi persyaratan yang relevan. Apabila 
berlaku, Rencana Pelibatan Pemangku Kepentingan (Stakeholder Engagement Plan ) akan disusun dan 
dilaksanakan sesuai dengan risiko dan dampak proyek serta tahapan proyek,  dan disesuaikan dengan 
karakteristik dan kepe ntingan PAP. Jika dimungkinkan, rencana tersebut akan mencakup tindakan 
yang sesuai bagi mereka yang diidentifikasi sebagai orang yang dirugikan dan yang termasuk 
kelompok rentan. Bila proses keterlibatan pemangku kepentingan hanya bergantung pada perwakilan 
masyarakat, maka klien perlu melakukan upaya yang masuk akal untuk memverifikasi bahwa orang 
tersebut memang mewakili pandangan PAP dan mereka dapat diandalkan untuk ber komitmen dalam 
hal mengkomunikasikan hasil konsul tasi kepada konstituen mereka.  

1.6.2 Pengungkapan  

25. Pengungkapan informasi yang relevan dengan proyek akan membantu PAP dan pemangku 
kepentingan memahami risiko, dampak dan kesempatan dari proyek  tersebut . Dimana klien yang telah 
melakukan proses Penilaian S&E, akan mengungkapkan dokumen penilaian tersebut  secara terbuka. 
Klien akan memberikan akses kepada PAP mengenai informasi yang terkait dengan tujuan, sifat dan 
skala proyek, durasi rencana kegiatan/proyek dan potensi risiko dan dampak kepada masyarakat  
bilamana diperlukan . Untuk proyek-proyek dengan dampak S&E yang merugikan, pengungkapan 
informasi harus dilakukan di awal proses penilaian S&E dan pada setiap kesempatan sebelum 
konstruksi pro yek dimulai dan dilakukan secara berkelanjutan.  

1.6.3 Konsultasi  

26. Jika PAP dapat terkena dampak yang merugikan dari suatu proyek, klien akan melakukan 
proses konsultasi dengan cara memberikan kesempatan kepada masyarakat terdampak untuk 
mengemukakan pandangan mereka terkait risiko dan dampak proyek serta tindakan mitigasi nya, 
termasuk menimbang dan menanggapinya. Konsultasi yang efektif adalah proses dua arah yang  
harus: 

(i) Berdasarkan pada pengungkapan informasi yang relevan dan memadai sebelumnya, 
termasuk draf dokumen dan rencana -rencana; 

(ii) Dimulai sejak awal proses Penilaian S&E; 

(iii)  Akan fokus  pada risiko dan dampak yang merugikan berkaitan dengan  S&E dan 
perencanaan usaha-usaha mitigasi dan kegiatan  yang direncanakan untuk mengatasi hal 
tersebut;  

(iv) Akan dilakukan secara berkelanjutan seiring dengan risiko dan dampak yang timbul. Proses 
konsultasi akan dilakukan dengan cara yang inklusif dan sesuai budaya; dan  

(v) Bebas dari manipulasi, gangguan, pemaksaan dan intimidasi dari pihak luar.  
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27. Klien akan menyesuaikan proses konsultasi dengan menggunakan bahasa yang digunakan 
oleh PAP, proses mengambil keputusan  mereka dan kebutuhan kelompok -kelompok yang dirugikan 
dan rentan. 

28. Untuk proyek dengan dampak negatif signifikan  terhadap PAP, proses konsultasi harus 
memastikan terjadinya Keputusan Bebas, Didahulukan dan Diinformasikan  (KBDD /  Free, Prior, 
Informed Consent - FPIC)  dan proses fasilitasi terhadap mereka. Partisipasi yang terbuka perlu dikelola 
dalam sebuah konsultasi yang berulang, yang dapat mendorong klien agar bisa menyertakan 
pandangan PAP ke dalam penyusunan keputusan klien, terutama untuk hal -hal yang sangat 
berpengaruh kepada mereka secara langsung, seperti upaya-upaya mitigasi, bagi hasil keuntungan 
dan peluang-peluang, serta masalah pelaksanaan. Klien harus mendokumentasikan prosesnya, 
terutama pada upaya yang dilakukan untuk menghindari atau mengurangi risiko dan dampak yang 
merugikan PAP. 

29. Proses konsultasi harus menangkap pandangan laki -laki dan perempuan dan mencerminkan 
perbedaan kepentingan antara laki -laki dan perempuan mengenai dampak, mekanisme mitigasi dan 
keuntungan/manfaat proyek . 

1.6.4 Mekanisme Penanganan Keluhan 

30. Klien akan menanggapi kekhawatiran PAP terkait dengan proyek . Jika klien mengantisipasi 
risiko dan dampak negatif yang sedang menimpa PAP, klien akan menyusun mekanisme keluhan 
untuk menerima dan memfasilitasi penyelesaian masalah dan keluhan PAP atas kinerja S&E klien. 
Mekanisme penanganan keluhan harus disesuaikan dengan risiko dan dampak negatif yang akan 
menimpa PAP sebagai pengguna utamanya. Keluhan harus ditangani dengan segera, menggunakan 
proses yang dapat dimengerti dan transparan sesuai dengan budaya dan  mudah untuk diakses oleh 
semua segmen PAP dan tanpa biaya dan retribusi. Mekanisme tersebut tidak menghalangi akses 
terhadap proses perbaikan yudisial atau administrasi. Klien akan menginformasikan kepada PAP 
tentang mekanisme ini didalam proses keterliba tan pemangku kepentingan . 

1.7. Pemantauan dan Peninjauan 

31. Sebagai salah satu elemen dalam sistem pengelolaan, klien akan menyiapkan prosedur untuk 
memantau dan mengukur efektivitas  dari program pengelolaan. Selain mencatat informasi yang 
relevan untuk melacak kinerja dan menetapkan kendali operasional, klien perlu menggunakan 
mekanisme yang dinamis, seperti inspeksi dan audit, mana yang relevan, untuk memverifikasi 
kepatuhan dan kemajuan terhadap hasil yang  diinginkan. Struktur or ganisasi memerlukan orang -
orang dengan kemampuan yang memadai dalam mengawasi program pemantauan dan menerima 
hasil penilaian berkala terhadap efektivitas program pengelolaan, berdasarkan pengumpulan dan 
analisis data yang sistemati s. Untuk proyek yang menimbulkan dampak signifikan , yang beragam, 
tidak berbalik (irreversible) atau yang belum pernah terjadi sebelumnya  (unprecedented), maka klien 
akan disarankan untuk melibatkan ahli eksternal yang berkualitas dan berpengalaman untuk 
memverifikasi informasi hasil pemantauan. Tingkat pemantauan harus sepadan dengan risiko dan 
dampak proyek dan terhadap persyaratan dan kepatuhan yang menjadi kewajiban proyek. 
Pemantauan harus disesuaikan berdasarkan dengan pengalaman dan umpan balik kiner ja. Klien akan 
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mendokumentasikan hasil pemantauan dan mengidentifikasi serta menunjukkan tindakan perbaikan 
dan pencegahan yang diperlukan dalam program pengelolaan yang telah diperbaiki. Klien akan 
menerapkan tindakan perbaikan dan pencegahan serta menind aklanjuti tindakan tersebut untuk 
memastikan kehandalannya.  

1.8. Pelaporan 

32. Klien akan menyediakan laporan berkala yang menjelaskan kemajuan pelaksanaan Rencana 
Tindakan terkait dengan isu-isu yang mencakup risiko atau dampak yang berlangsung kepada  PAP, 
serta isu-isu lain yang menjadi perhatian masyarakat yang sudah diidentifikasi pada saat proses 
konsultasi atau dari pengaduan/keluhan masyarakat. Jika program pengelolaan menghasilkan 
perubahan atau penambahan terhadap usaha -usaha mitigasi dijelaskan dalam Rencana Tindakan 
terkait isu -isu yang menjadi perhatian  PAP. Frekuensi laporan ini akan proporsional dengan 
kekhawatiran masyarak at terdampak, namun sekurang -kurangnya setahun sekali.
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PRINSIP 2 (SEP 2):  TENAGA KERJA DAN KONDISI KERJA  

33. SEP 2 pada dasarnya memperkenalkan bahwa konsep perlindungan terhadap hak -hak dasar 
para pekerja harus sejalan dengan pertumbuhan ekonomi. Melalui sebuah hubungan pekerja  ͮ
manajemen yang konstruktif , dan dengan memperlakukan para pekerja secara adil dan menyediakan 
kondisi kerja yang aman dan sehat, klien akan mendapatkan keuntungan -keuntungan yang nyata 
(tangible). Kegagalan dalam membangun dan menjalin hubungan pekerja  ͮ manajemen, dapat 
melemahkan komitmen serta semangat pekerja, dan pada akhirnya dapat membahayakan 
keberlangsungan proyek itu sendiri.  

34. Adapun penerapan Prinsip ini akan ditentukan pada saat proses Penilaian S&E dilakukan, 
sementara pelaksanaan dari tindakan -tindakan  yang perlu dilakukan agar memenuhi persyaratan -
persyaratan yang terdapat di dalam Prinsip ini, dikelola melalui sebuah SEMS yang dimiliki oleh klien 
IIF. Persyaratan-persyaratan terkait penilaian dan pengelolaan sistem dijelaskan lebih lanjut pada SEP 
1. Persyaratan-persyaratan yang dijelaskan di dalam Prinsip ini disusun berdasarkan sejumlah 
perjanjian internasional yang telah melalui proses negosiasi melalui International Labour Organization 
(ILO) dan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB)11. 

35. Adapun kata ;pekerja΄ yang dimaksud dalam Prinsip ini adalah karyawan dari klien IIF atau 
pengembang, termasuk juga tipe pekerja yang non -karyawan. Penerapan Prinsip ini akan bergantung 
kepada jenis pekerja, sebagai berikut: 

¶ Karyawan: Seluruh persyaratan-persyaratan Prinsip  ini, kecuali persyaratan-persyaratan 
yang terdapat dalam Bagian 2.4. Pekerja Non-Karyawan dan Bagian 2.5. Rantai Pasokan, 
harus diterapkan ;  

¶ Pekerja yang non-karyawan: harus menerapkan sesuai dengan persyaratan-persyaratan 
di Bagian 2.4. Pekerja Non-Karyawan. 

36. Untuk isu-isu yang terkait dengan Rantai Pasokan 12 dijelaskan di Bagian 2.5. Rantai Pasokan. 

 

                                                        
11  Konvensi-konvensi tersebut adalah:  

  ILO Convention 87 on Freedom of Association and Protection of the Right to Organize ; 
  ILO Convention 98 on the Right to Organize and Collective Bargaining; 

ILO Convention 29 on Forced Labour; 
ILO Convention 105 on the Abolition of Forced Labour ; 
ILO Convention 138 on Minimum Age (of Employment) ; 

  ILO Convention 182 on the Worst Forms of Child Labour; 
  ILO Convention 100 on Equal Remuneration; 
  ILO Convention 111 on Discrimination (Employment and Occupation) ; 
  United Nations Convention on the Rights of the Child, Article 32.1 ; 
    UN Convention on the Protection of the Rights of all Migra nt Workers and Members of their Families . 

12  Rantai pasokan didefinisikan baik pasokan pekerja maupun barang untuk sebuah siklus produk atau jasa.  
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2.1.  Kondisi Kerja dan Pengelolaan Hubungan Pekerja 

2.1.1 Kebijakan dan Prosedur terkait Sumber Daya Manusia 

37. Penerapan kebijakan dan prosedur terkait sumber daya manusia dari klien IIF, akan 
disesuaikan dengan ukuran perusahaannya maupun jumlah karyawan dimana pengelolaannya sesuai 
dengan persyaratan dalam Prinsip ini. Di dalam kebijakan ini, klien IIF akan menye diakan informasi 
kepada para karyawan terkait hak -hak mereka berdasarkan undang-undang maupun peraturan terkait 
ketenagakerjaan yang berlaku, termasuk hak-hak terkait upah dan tunjangan. Kebijakan ini harus jelas 
dan dapat dimengerti oleh karyawan serta ak an dijelaskan atau dapat diakses oleh setiap karyawan 
sebelum dipekerjakan.  

2.1.2 Hubungan Kerja 

38. Klien IIF akan mendokumentasikan serta mengkomunikasikan kepada seluruh karyawan dan 
pekerja yang dikontrak secara langsung oleh klien IIF terkait kondisi kerj a dan perjanjian kerja 
termasuk hak mereka terkait upah dan tunjangan . 

2.1.3 Kondisi Kerja dan Perjanjian Kerja 

39. Dimana klien IIF merupakan bagian dari sebuah perjanjian kerja bersama (PKB) dengan 
organisasi pekerja, perjanjian tersebut haruslah dijunjung tinggi oleh klien IIF. Apabila tidak terdapat 
PKB, atau perjanjian tersebut tidak mengatur hal -hal terkait kondisi kerja dan perjanjian ker ja 
(diantaranya upah dan tunjangan, waktu kerja, pengaturan serta kompensasi lembur, cuti terkait sakit, 
melahirkan, liburan atau hari libur), klien IIF akan menyediakan kondisi kerja dan perjanjian kerja yang 
sekurang-kurangnya memenuhi persyaratan peratu ran nasional.  

40. Klien IIF akan mengidentifikasi pekerja migran dan harus memastikan bahwa mereka 
dipekerjakan melalui kebijakan/kontrak kerja  dengan ketentuan dan syarat  yang sama dengan para 
pekerja non-migran yang melakukan pekerjaan sejenis.  

41. Klien akan membuat dan  menerapkan kebijakan terkait kualitas serta pengelolaan akomodasi 
dan penyediaan fasilitas dasar , jika akomodasi disediakan kepada para pekerja. Penyediaan 
akomodasi tersebut diberikan secara konsisten sesuai dengan prinsip-prinsip  tanpa diskrimi nasi dan 
kesetaraan kesempatan. Pengaturan akomodasi hendaknya tidak membatasi kebebasan gerakan 
pekerja atau pembentukan  asosiasi/organisasi . 

2.1.4 Serikat Pekerja  

42. Hukum nasional  di Indonesia telah mengakui hak -hak pekerja untuk membentuk dan 
bergabung dengan organisasi pekerja atas pilihan mereka secara kolektif tanpa campur tangan dan 
tawar-menawar. Dalam hal tersebut, klien IIF akan mematuhi hukum nasional tersebut. Klien IIF tidak 
akan membatasi alternatif cara pekerja untuk mengungkapkan keluhan mereka dan melindungi hak -
hak mereka terkait kondisi kerja dan ketentuan kerja. Klien tidak boleh beru paya untuk mempengaruhi 
atau mengendalikan mekanisme ini.  
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43. Klien IIF tidak akan menghambat para pekerja untuk membentuk atau bergabung dengan 
organisasi pekerja atas pilihan mereka atau dari tawar -menawar secara kolektif dan tidak akan 
mendiskriminasikan  atau membalas kepada para pekerja yang berpartisipasi, atau berusaha untuk 
berpartisipasi, dalam organisasi tersebut dan melakukan tawar -menawar secara kolektif. Klien IIF 
akan terlibat dengan perwakilan pekerja tersebut. Organisasi pekerja diharapkan dapat mewakili 
pekerja secara adil di tempat kerjanya.  

2.1.5 Non-Diskriminasi dan Kesetaraan Kesempatan  

44. Klien IIF tidak akan membuat keputusan  ketenagakerjaan berdasarkan karakteristik pribadi 
yang tidak sesuai dengan persyaratan yang melekat pada pekerjaan. Hubungan kerja Klien IIF akan 
berdasarkan prinsip  kesetaraan kesempatan dan perlakuan yang adil dan tidak akan membedakan 
(diskrimasi) terkait dengan aspek hubungan kerja, termasuk proses rekrutmen dan  mempekerjakan, 
kompensasi (termasuk upah dan tunjangan), kondisi kerja dan ketentuan ketenagakerjaan, a kses 
untuk pelatihan, promosi, pemutusan hubungan kerja atau pensiun, dan disiplin. Klien akan 
melakukan upaya untuk mencegah serta menyikapi adanya pelecehan, intimidasi, dan/atau 
eksploitasi, terutama terhadap wanita. Prinsip -prinsip non-diskriminasi ini  juga berlaku untuk pekerja 
migran. 

45. Klien IIF akan mengikuti peraturan  non-diskriminasi yang berlaku  di Indonesia. Apabila 
undang-undang tersebut  belum ada, klien IIF akan memenuhi Prinsip ini. Upaya-upaya perlindungan 
dan bantuan khusus untuk mem perbaiki diskriminasi di masa lalu atau seleksi untuk pekerjaan 
khusus berdasarkan persyaratan yang melekat pada pekerjaan tersebut, tidak dianggap sebagai 
perlakuan diskriminatif . 

2.1.6 Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) 

46. Klien IIF akan menyusun sebuah rencana PHK, termasuk mitigasi dampak negatif dari proses 
PHK terhadap karyawan untuk mengantisipasi pengurangan sejumlah pekerjaan atau pelepasan 
sejumlah karyawan secara signifikan.  Rencana tersebut harus berdasarkan Prinsip non-diskriminasi 
dan akan tercermin dari proses konsultasi klien IIF dengan karyawan, organisasi mereka dan , apabila 
dianggap perlu, dengan pemerintah.  

2.1.7 Mekanisme Penanganan Keluhan  

47. Klien IIF akan meyediakan sebuah mekanisme penanganan keluhan untuk para pekerja (dan 
organisasi mereka, apabila ada) terkait dengan hal -hal yang memerlukan perhatian di tempat kerja. 
Klien IIF akan menginformasikan kepada para pekerja terkait mekanisme pe nanganan keluhan pada 
saat mereka dipekerjakan, dan dokumen tersebut mudah untuk diakses oleh para pekerja. Mekanisme 
ini harus melibatkan jajaran manajemen perusahaan yang sesuai dan penanganan yang tepat, 
menggunakan proses yang mudah dimengerti dan tran sparan yang memberikan umpan balik atas 
keluhan secara tepat, tanpa adanya imbal/balas jasa. Mekanisme ini juga harus mengakomodasi 
keluhan anonim untuk  diangkat  dan diselesaikan. Mekanisme ini tidak boleh menghalangi hukum 
lainnya atau pemulihan administr atif yang mungkin ada berdasarkan hukum atau melalui prosedur 
arbitrase yang ada, atau pengganti mekanisme pengaduan yang ada dalam PKB.  
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2.2. Perlindungan Tenaga Kerja   

2.2.1 Pekerja Anak 

48. Klien IIF tidak akan mempekerjakan anak-anak dengan cara yang eksploitatif secara ekonomi 
atau cenderung berbahaya atau yang mengganggu pendidikan anak, atau membahayakan kesehatan 
anak atau perkembangan fisik, mental, spiritual, moral, atau sosial. Klien akan mengidentifikasi 
keberadaan semua orang (pekerja) yang berusia di bawah 18 tahun. Di mana hukum nasional memiliki 
ketentuan untuk mempekerjakan anak di bawah umur, maka klien IIF akan mengikuti hukum -hukum 
yang berlaku tersebut. Anak-anak berusia di bawah 18 tahun tidak boleh dipekerjakan untuk jenis -
jenis pekerjaan yang berbahaya. Seluruh jenis pekerjaan yang melibatkan anak -anak di bawah 18 
tahun harus dilakukan penilaian risiko yang tepat serta dilakukan pemantauan secara berkala terkait 
kondisi kesehatan, kondisi tempat kerja serta waktu kerjanya.  

2.2.2 Pekerja Paksa  

49. Klien IIF dilarang menggunakan kerja paksa dalam bentuk apa pun, yang terdiri dari pekerjaan 
atau layanan yang tidak dilakukan secara sukarela oleh seseorang yang berada di bawah ancaman 
kekerasan atau penalti. Ini mencakup segala jenis kerja sukarela atau wajib, seperti kerja kontrak  
tanpa upah, kerja terikat akitab hutang atau pengaturan kontrak kerja serupa. Klien IIF tidak akan 
mempekerjakan orang yang diperdagangkan (perdagangan orang)13. 

2.3. Kesehatan dan Keselamatan Kerja  

50. Klien IIF akan menyediakan lingkungan kerja yang aman dan sehat bagi para pekerja, dengan 
memperhitungkan risiko yang melekat di sektor industrinya serta memperhatikan jenis -jenis bahaya 
spesifik yang  terdapat di dalam lingkungan pekerjaan klien IIF, termasuk bahaya fisik, kimia, biologi 
serta radiasi dan ancaman khusus bagi kau m wanita. Klien akan mengambil langkah -langkah untuk 
mencegah terjadinya kecelakaan, cedera, dan penyakit yang timbul dari, te rkait dengan, atau terjadi 
dalam perjalanan kerja dengan meminimalkan, sejauh dapat dipraktikkan secara wajar penyebab dari 
bahaya tersebut. Dengan cara yang konsisten dengan Praktik Industri Internasional yang Baik  (Good 
International Industry Practice - GIIP)14, klien akan membahas hal-hal seperti identifikasi potensi 
bahaya bagi pekerja, terutama yang mengancam jiwa, tindakan pencegahan dan perlindungan, 
termasuk modifikasi, penggantian , atau penghilangan kondisi atau zat berbahaya; pelatihan pekerja; 
dokumentasi dan pelaporan kecelakaan kerja, penyakit dan insiden; dan pengaturan pencegahan, 
kesiapsiagaan dan tanggap darurat.  

                                                        
13  Perdagangan orang adalah perekrutan, pengiriman, pemindahan, penampungan, atau penerimaan seseorang, dengan 

ancaman atau penggunaan kekerasan atau bentuk -bentuk lain dari pemaksaan, penculikan, penipuan, kebohongan atau 
penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga 
memperoleh persetujuan dari ora ng yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam Negara 
maupun antar Negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksploitasi. Wanita dan anak -anak biasanya 
rentan terhadap perdagangan orang.  

14  Didefinisikan sebagai pelatihan atas keterampilan profesi, ketekunan, kebijaksanaan dan tinjauan ke masa depan yang 
sewajarnya diharapkan dari para profesional yang terampil dan berpengalaman dibidangnya apabila dilibatkan dan 
dihadapkan dalam keadaan yang sama secara global. 
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2.4. Pekerja Non-Karyawan  

51. Untuk tujuan dari Prinsip ini, ;pekerja non-karyawan΄ mengacu pada pekerja yang (i) dikontrak 
langsung oleh klien, atau dikontrak melalui kontraktor atau perantara lainnya; dan (ii) pekerja yang 
langsung berhubungan dengan fungsi penting terhadap produk atau jasa klien untuk durasi yang 
substantive. Klien akan menyusun kebijakan dan prosedur untuk mengelola dan memantau kinerja 
pekerja tersebut terkait dengan persyaratan Prinsip ini. Ketika klien IIF mempekerjakan pekerja non -
karyawan secara langsung, klien IIF akan menggunakan upaya yang wajar secara komersial untuk 
menerapkan persyaratan Prinsip ini, kecual i untuk Bagian 2.1.1. Kebijakan dan Prosedur terkait 
Sumber Daya Manusia, Bagian 2.1.6. PHK, dan Bagian 2.5. Rantai Pasokan. Sehubungan dengan 
kontraktor atau perusahaan perantara (outsourcing company) untuk pengadaan pekerja non-karyawan, 
klien IIF akan menggunakan upaya yang wajar secara komersial untuk: (i) memastikan bahwa 
kontraktor atau perantara tersebut merupakan perusahaan yang legal dan bereputasi  baik 
(terkemuka); dan (ii) mengharuskan kontr aktor atau perantara tersebut menerapkan persyaratan 
Prinsip ini kecuali Bagian 2.1.1 Kebijakan dan Prosedur terkait Sumber Daya Manusia, Bagian 2.1.6. 
PHK, dan Bagian 2.1.7. Mekanisme Keluhan. 

52. Pekerja non-karyawan harus memiliki akses kepada mekanisme  penanganan keluhan. Klien 
harus memperpanjang fungsi mekanisme penanganan keluhan untuk mencakup pekerja non -
karyawan dalam kasus apabila perusahaan dimana mereka dipekerjakan tidak memiliki mekanisme 
penanganan keluhan. 
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2.5. Rantai Pasokan 

53. Dampak negatif  yang terkait dengan rantai pasokan harus dipertimbangkan, dimana biaya 
tenaga kerja rendah merupakan faktor utama dalam daya saing terhadap produk/jasa yang 
disediakan. Klien harus mengetahui serta memberi perhatian khusus terkait adanya pekerja anak da n 
kerja paksa di rantai pasokan utama 15, agar konsisten dengan Bagian 2.2.1. Pekerja Anak dan Bagian 
2.2.2. Pekerja Paksa di atas. Jika terindikasi/teridentifikasi adanya kasus pekerja anak atau kerja 
paksa, klien akan mengambil langkah yang tepat untuk melakukan tindakan perbaikan. Klien akan 
memantau rantai pasokan utamanya secara terus menerus untuk mengidentifikasi adanya perubahan 
signifikan  dalam rantai pasokan dan jika terdapat risiko baru atau i nsiden terkait pekerja anak 
dan/atau kerja paksa yang teridentifikasi, klien akan mengambil langkah yang tepat untuk 
mengatasinya.  

54. Sejauh yang berlaku, relevan dan memungkinkan, klien akan memperkenalkan prosedur dan 
langkah-langkah mitigas i untuk memastikan bahwa pemasok utama dalam rantai pasokan 
mengambil langkah -langkah untuk mencegah atau untuk memperbaiki situasi yang membahayakan 
jiwa jika ada risiko yang tinggi terhadap masalah keselamatan  yang signifikan  terkait dengan rantai 
pasokan pekerja. Kemampuan klien untuk sepenuhnya mengatasi risiko ini akan tergantung pada 
tingkat kontrol atau pengaruh pengelolaan klien kepada pemasok utama. Apabila proses perbaikan 
ini tidak memungkinkan, klien akan mempertimbangkan untuk mengganti rantai pasokan utama 
proyek dari waktu ke waktu dengan pemasok yang bisa menunjukkan bahwa mereka mematuhi 
Prinsip ini .

                                                        
15  Pemasok utama adalah para pemasok yang, secara berkelanjutan, menyediakan barang atau bahan penting untuk proses 

bisnis inti proyek.  
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PRINSIP 3 (SEP 3): PENCEGAHAN DAN PENGURANGAN 
POLUSI, DAN PERUBAHAN IKLIM 

55. SEP 3 menyadari bahwa peningkatan kegiatan ekonomi dan urbanisasi sering kali 
menghasilkan peningkatan polusi  baik di udara, air, maupun tanah, serta akan mengkonsumsi sumber 
daya yang jumlahnya terbatas sehingga dapat mengancam masyarakat dan lingkungan baik pa da 
tingkat lokal, regional, maupun global 16. Selain itu, konsensus global yang berkembang menyatakan 
bahwa konsentrasi atmosfer saat ini dan proyeksi Gas Rumah Kaca (GRK) ke depan akan dapat 
mengancam kesehatan dan kesejahteraan masyarakat saat ini dan untuk generasi yang akan datang. 
Pada saat yang sama, penggunaan sumber daya dan pencegahan polusi  yang lebih efisien dan 
efektif 17 serta teknologi maupun praktik penghindaran dan mitigasi  emisi GRK serta mitigasi menjadi 
lebih mudah diakses dan dapat dicapai di hampir semua bagian di dunia. 

56. Prinsip ini  menggarisbawahi pendekatan pada tingkat proyek agar efisiensi sumber daya dan 
pencegahan polusi serta pengendaliannya sejalan dengan teknologi dan penerapan  yang diterima  
secara internasional. Selain itu, Prinsip ini juga mendorong kemampuan sektor swasta untuk 
mengintegrasikan teknologi tersebut dan pe nerapannya, sejauh penggunaan teknologi tersebut  layak 
secara teknis , layak secara finansial , dan hemat biaya, dalam konteks bahwa proyek tersebut 
bergantung pada ketersediaan sumber daya dan keterampilan secara komersial .   

57. Penerapan Prinsip ini ditetapkan dari proses identifikasi risiko dan dampak aspek S&E. 
Sedangkan implementasi tindakan  untuk memenuhi persyaratan Prinsip ini , dikelola melalui SEMS 
yang dimiliki para  klien. Persyaratan penilaian dan sistem pengelolaan telah diuraikan dalam SEP 1.  

3.1. Persyaratan Umum 

58. Selama periode desain, konstruksi, operasi , dan penonaktifan  proyek (siklus hidup proyek) , 
klien akan mempertimbangkan kondisi lingkungan sekitar dan menerapkan efisiensi sumber daya 
serta prinsip dan teknik pencegahan polusi yang paling tepat  untuk mengindari , atau jika upaya 
menghindari  tersebut tidak memungkinkan, maka upaya selanjutnya adalah meminimalkan atau 
mengurangi dampak negatif  terhadap kesehatan manusia dan lingkungan dengan tetap layak secara 
teknis dan finansial serta hemat biaya18. Prinsip-prinsip dan teknik yang diterapkan selama siklus 

                                                        
16  Untuk keperluan Prinsip ini, istilah ;polusi΄ digunakan untuk merujuk pada polutan berbahaya & beracun maupun  polutan 

yang tidak berbahaya & beracun baik dalam bentuk padat, cair, atau bentuk gas, serta mencakup bentuk -bentuk lain seperti 
bau yang tidak sedap, kebisingan, getaran, radiasi, energi elektromagnetik, dan dampak visual potensial termasuk cahaya.  

17  Untuk keperluan Prinsip ini, istilah ;pencegahan polusi΄ tidak berarti menghilangkan emisi secara absolut, tapi lebih pada 
upaya penghindaran (avoidance) pada sumbernya apabila memungkinkan, dan, apabila tidak memungkinkan, maka upaya 
selanjutnya  adalah meminimalkan  polusi hingga terpenuhinya  tujuan Prinsip ini.  

18  Kelayakan teknis didasarkan pada apakah langkah -langkah dan tindakan yang diusulkan dapat dilaksanakan dengan  
keterampilan, peralatan, dan bahan yang tersedia secara komersial, dengan mempertimbangkan faktor -faktor lokal seperti 
iklim, geografi, infrastruktur, keamanan, pemerintahan, kapasitas dan kehandalan operasional yang berlaku. Kelayakan 
finansial didasarkan pada pertimbangan komersial, termasuk besarnya penamba han biaya secara relative untuk 
mengadopsi langkah -langkah dan tindakan tersebut dibandingkan dengan biaya investasi, operasional, dan pemeliharaan 
proyek. 
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hidup proyek akan disesuaikan dengan bahaya dan risiko masing-masing proyek dan konsisten 
dengan Praktek Industri Internasional yang Ba ik (Good International Industry Practice - GIIP)19, seperti 
tercermin dalam berbagai sumber yang diakui secara internasional, terma suk dari IFC Environmental, 
Health and Safety Guidelines (EHS Guidelines).    

3.1.1 Pencegahan Polusi, Pelestarian Sumber Daya dan Efisiensi Energi  

59. Klien harus menghindari pelepasan polutan atau, jika penghindaran  tidak dapat dilakukan, 
meminimalkan atau mengendalikan intensitas atau jumlah pelepasannya. Hal ini berlaku  untuk 
pelepasan polutan untuk keadaan yang rutin, non -rutin ataupun yang tidak disengaja dengan potensi 
dampak lokal, regional, maupun lintas batas 20. Selain itu, klien harus memeriksa dan memasukkan 
upaya melestarikan sumber daya dan efisiensi energi dalam operasinya dengan menerapkan langkah -
langkah yang layak secara teknis dan finansial serta hemat biaya21 untuk meningkatkan efisiensi 
dalam penggunaan energi, air, dan sumber daya yang lain, serta bahan-bahan masukan lainnya, 
dengan fokus pada area-area yang dianggap sebagai kegiatan bisnis utama .  Langkah-langkah 
tersebut akan memadukan prinsip-prinsip prod uksi yang lebih bersih ke dalam desain produk dan 
proses produksi dengan tujuan melestarikan sumber bahan baku, energi, dan air.    

3.1.2 Limbah  

60. Klien akan menghindari  adanya limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) maupun yang tidak 
berbahaya yang dihasilkan dari kegiatannya. Jika tidak dapat dihindari, klien akan mengurangi limbah, 
memulihkan dan menggunakan kembali limbah yang dihasilkan dengan cara yang aman bagi 
kesehatan manusia dan lingkungan. Apabila limbahnya tidak dapat dipulihkan atau digunakan 
kembali, maka klien akan mengolah, menghancurkan, atau membuangnya dengan cara yang ramah 
lingkungan serta melakukan pengendalian yang tepat dari emisi dan residu yang dihasilkan dari 
penanganan dan pengolahan limbah tersebut. Jika limbah yang dihasilkan dianggap berbahaya 22, 
klien akan mengadopsi alternatif dengan Praktek Industri Internasional yang Baik  - GIIP untuk 
pembuangannya yang ramah lingkungan dan  mematuhi batasan -batasan yang berlaku untuk 
perpindahan lintas batas 23. Ketika pembuangan limbah B3 dilakukan oleh pihak ketiga, klien akan 
menggunakan kontraktor dari perusahaan terkemuka dan memiliki   lisensi yang legal lisensi dari 
badan pemerintah terkait serta memiliki  dokumen manisf es/rantai barang bukti  (chain of custody) 

                                                        
19  GIIP didefinisikan sebagai latihan keterampilan, ketekunan, kehati -hatian, dan pandangan ke depan yang profesional yang 

diharapkan dari profes sional yang terampil dan berpengalaman yang terlibat dalam jenis usaha dan dalam situasi yang sama 
atau serupa secara global atau regional. Hasil dari pelatihan tersebut diharapkan bahwa proyek menggunakan teknologi 
yang paling tepat dalam situasi proyek te rtentu.  

20  Sebagai referensi untuk polutan lintas batas, termasuk yang tercakup dalam Konvensi Long-Range Trans-boundary Air 
Pollution.  

21  Efektivitas biaya ditentukan berdasarkan modal dan biaya operasional serta manfaat finansial dari  tindakan yang telah 
dipertimbangkan selama umur pengukuran  jangka waktu tindakan . Untuk tujuan Prinsip ini, tindakan efisiensi sumber daya 
atau pengurangan emisi GRK dianggap menghemat biaya jika diharapkan dapat memberikan pengembalian investasi 
dengan peringkat risiko setidaknya sebanding dengan proyek itu sendiri.  

22  Seperti yang didefinisikan oleh konvensi internasional atau peraturan daerah.  

23  Pergerakan lintas-batas bahan berbahaya harus konsisten dengan hukum nasional, regional dan internasional, te rmasuk 
Konvensi Basel tentang Pengawasan Perpindahan lintas batas Limbah Berbahaya dan Pembuangannya dan Konvensi 
London tentang Pencegahan Pencemaran Laut dengan Pembuangan Limbah dan Bahan Lain. 
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sampai ke tujuan akhir. Klien harus memastikan apakah tempat pembuangan berlisensi tersebut 
beroperasi dengan mengacu pada standar yang dapat diterima, apabila klien akan menggunakan 
lokasi tersebut. Jika hal ini tidak terjadi, klien harus mengurangi limbah yang dikirim ke lokasi tersebut 
dan mempertimbangkan alternati f opsi pembuangan, termasuk kemungkinan mengembangkan 
fasilitas pemulihan atau pembuangan sendiri di lokasi  proyek. 

3.1.3 Pengelolaan Bahan Berbahaya & Beracun (B3) 

61. Klien akan menghindari  atau, jika penghindaran  tidak memungkinkan, meminimalkan atau 
mengendalikan pelepasan B3 yang dihasilkan dari produksi, transportasi, penanganan, penyimpanan , 
dan penggunaan untuk kegiatan proyek. Klien akan menghindari pembuatan, perdagangan, dan 
penggunaan bahan kimia dan bahan berbahaya, serta tunduk pada larangan internasional atau bahan -
bahan yang secara bertahap dihilangkan ( phase-out). Bahan tersebut bersifat B3  karena toksisitasnya 
yang tinggi terhadap makhluk hidup, lamanya zat tersebut  berada di lingkungan (Persistensi 
Lingkungan - Environmental persistence), potensi bioakumulasi, atau potensi untuk penipisan lapisan 
ozon24, dan pertimbangan bahan pengganti yang tidak berbahaya untuk bahan kimia ataupun bahan 
tersebut.  

3.1.4 Kesiapsiagaan dan Tanggap Darurat  

62. Klien akan merespon terhadap gangguan proses, kecelakaan, dan situasi darurat lainnya 
dengan cara yang sesuai dengan risiko operasional dan kebutuhan untuk mencegah konsekuensi 
potensi negatifnya. Kesiapsiagaan ini mencakup rencana pelatihan, sumber daya, tanggung jawab, 
komunikasi, prosedur, dan aspek lain yang diperlukan untuk menanggapi keadaan darurat terkait 
dengan bahaya proyek secara efektif . Persyaratan tambahan pada kesiapan dan tanggap darurat 
dijelaskan dalam SEP 4. 

3.1.5 Petunjuk Teknis 

63. Klien akan merujuk kepada EHS Guideline versi terbaru ketika mengevaluasi dan memilih 
teknik pencegahan dan pengendalian polusi untuk proyek mereka. Pedoman ini menjelaskan tingkat 
kinerja dan langkah-langkah yang biasanya diterima dan berlaku untuk proyek -proyek. Ketika 
peraturan pemerintah berbeda dari tingkat dan langkah -langkah yang tertuang dalam IFC EHS 
Guideline maka yang dipakai atau digunakan oleh klien adalah aturan yang lebih ketat. Jika tingkat 
peraturan atau tindakan yang  kurang ketat atau yang dirasa lebih tepat untuk suatu situasi proyek 
tertentu, maka klien wajib memberikan alasan yang lengkap dan terinci untuk setiap tingkatan 
alternatif yang diusulkan. Alasan ini akan menunjukkan bahwa pilihan untuk setiap tingkatan kinerja 
adalah konsisten dengan persy aratan keseluruhan Prinsip ini.  

3.2. Pertimbangan Kondisi Ambien  

                                                        
24  Konsisten dengan tujuan dari Konvensi Stockholm tentang Bahan Pencemar Organik Persisten dan Protokol Montreal 

mengenai Bahan-bahan yang Merusak Lapisan Ozon. Pertimbangan serupa berlaku untuk kelas -kelas pestisida tertentu 
dalam aturan Organisasi Kesehatan  Dunia (WHO).   
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64. Untuk mengatasi dampak proyek yang merugikan pada kondisi ambien yang ada 25, klien akan: 
(i) mempertimbangkan sejumlah faktor, termasuk terbatasnya kapasitas tampung lingkungan 
(assimilative capacity)26 yang ada sekarang, penggunaan lahan saat ini dan di masa yang akan datang. 
seberapa dekat proyek dengan daerah yang sensitif secara ekologi atau kawasan lindung, serta 
potensi dampak kumulatif yang konsekuensinya tidak p asti dan tidak dapat diubah ; dan (ii) apabila 
proyek memiliki potensi menghasilkan  emisi yang signifikan di daerah yang kualitas udaranya sudah 
terdegradasi, klien akan mengedepankan strategi untuk menghindari atau, bila penghindaran  tidak 
memungkinkan, meminimalkan atau mengurangi pelepasan polutan, termasuk strategi yang 
berkontribusi kepada perbaikan kondisi ambien. Strategi ini mencakup, namun tidak terbatas pada, 
evaluasi tentang alternatif lokasi proyek dan pengurangan emisi  (emissions offsets). 

65. Jika dalam catatan waktu, pernah terjadi kontaminasi  polusi dalam  tanah atau air tanah, klien 
akan berusaha untuk menentukan siapa yang memiliki kewajiban hukum untuk mengelola 
kontaminasi tersebut karena kewajiban tersebut akan beragam sesuai dengan berbagai keadaan. 
Klien dapat juga memikul tanggung jawab tersebut  karena belum ada atau lambatnya penanganan 
hal tersebut  pada masa lalu, atau mungkin sudah mengambil tanggungjawab ini pada saat 
pengambilan-alihan lahan tersebut. Dalam kasus lain, kontaminasi mungkin telah diidentifikasi dan 
sudah ada ketentuan hukum untuk melindungi klien dari tanggung jawab tersebut ketika  klien 
mengambil alih lahan tersebut. Jika ditentukan bahwa klien bertanggung jaw ab secara hukum, maka 
kewajiban ini akan diselesaikan sesuai dengan undang-undang nasional, atau jika tidak ada, dengan 
mengacu pada Good International Industry Practice (GIIP).27 

3.3. Gas Rumah Kaca (GRK) 

66. Klien akan mengedepankan pengurangan emisi GRK proyek dengan cara yang sesuai dengan 
sifat dan skala operasi serta dampak proyek.  

67. Selama pembangunan atau operasional proyek yang diperkirakan akan atau saat ini 
menghasilkan GRK dalam jumlah yang signifikan, klien akan  menghitung emisi langsung dari fasi litas 
yang dimiliki atau  yang di bawah kendali dalam batas fisik proyek serta emisi tidak langsung terkait 
dengan penggunaan energi tetapi di  luar lokasi proyek. Kuantifikasi dan pemantauan emisi gas rumah 
kaca akan dilakukan setiap tahun sesuai dengan met odologi 28 yang diakui secara internasional. 
Selain itu, klien akan mengevaluasi pilihan -pilihan yang layak secara teknis dan finansial serta hemat 
biaya untuk mengurangi atau mengimbangi  emisi GRK yang terkait dengan proyek selama 
perancangan dan operasional proyek. Opsi ini mungkin termasuk, namun tidak terbatas pada, 
pembiayaan karbon, peningkatan efisiensi energi, penggunaan sumber energi terbarukan, perubahan 

                                                        
25  Seperti udara, air permukaan dan air tanah, dan tanah.  

26  Kapasitas lingkungan untuk menyerap beban tambahan dari polutan untuk tetap di bawah ambang batas risiko yang tidak 
dapat diterima bagi kesehatan manusia dan lingkungan.  

27  Hal ini mungkin membutuhkan koordinasi dengan pemerintah pusat dan daerah, masyarakat, dan penyumbang kontaminasi, 
dan setiap penilaian mengikuti pendekatan berbasis risiko yang konsisten dengan GIIP sepert yang tercermin dalam 
Pedoman EHS. 

28  Metodologi pendug aan disediakan oleh Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC), berbagai organisasi internasional,  
dan lembaga pemerintah yang relevan.  
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desain proyek, pengurangan emisi, dan adopsi langkah-langkah mitigasi lainnya seperti penguranga n 
emisi larian ( fugitive) dan pengurangan pembakaran gas suar (flaring). 

68. Pentingnya kontribusi proyek terhadap emisi GRK bervariasi antar sektor industri. Ambang 
batas untuk Prinsip ini adalah 25.000 ton CO 2 ekuivalen per tahun untuk emisi agregat dari sumber 
langsung dan sumber tidak langsung dari listrik yang dibeli untuk digunakan sendiri. Hal ini atau 
ambang batas serupa akan berlaku untuk sektor industri atau kegiatan seperti energi, transportasi, 
indust ri berat, pertanian, kehutanan, dan pengelolaan limbah untuk membantu mempromosikan 
kesadaran dan pengurangan emisi.  

69. Apabila nilai ambang atas tidak terpenuhi,  maka klien akan menyiapkan, dan IIF akan 
memantau , sebuah rencana berkala berisikan langkah-langkah untuk mengurangi emisi gas rumah 
kaca dari waktu ke waktu, dengan mempertimbangkan sumber daya klien serta kelayakan secara 
teknis dan finansial juga hemat biaya.  

3.4. Konsumsi Air  

70. Ketika proyek menggunakan air dalam jumlah yang signifikan, kl ien harus mengambil 
langkah-langkah untuk menghindari atau mengurangi penggunaan air sehingga konsumsi air proyek 
tidak menyebabkan dampak negatif yang signifikan k epada yang lain, selain juga menerapkan 
persyaratan efisiensi sumber daya dari Prinsip ini. Langkah -langkah tersebut termasuk, namun tidak 
terbatas pada, tindakan  pelestarian penggunaan air yang layak secara teknis dalam operasional klien, 
penggunaan alternatif pasokan air, meng imbangi konsumsi air untuk mengurangi total permintaan  
sumber daya air ke dalam pasokan yang tersedia, serta evaluasi alternatif lokasi proyek.   

3.5. Penggunaan dan Pengelolaan Pestisida 

71. Apabila diperlukan, klien akan merumuskan dan menerapkan pendekatan Pengelolaan Hama 
Terpadu (PHT) dan/atau Pengelolaan Vektor Terpadu (PVT) dengan target pengendalian serangan 
hama yang merugikan secara ekonomi dan pengendalian vektor penyakit yang  berdampak buruk 
secara signifikan bagi kesehatan masyarakat. Pr ogram PHT dan PVT klien akan mengintegrasikan 
penggunaan informasi  hama dan lingkungan secara terkoordinasi, bersamaan dengan penerapan 
metode pengendalian hama yang ada, termasuk prakt ik-prakt ik budidaya, biologi, genetik, dan sebagai 
upaya terakhir secara kimiawi, untuk mencegah kerusakan yang signifikan secara ekonomi akibat 
hama dan/atau penularan penyakit kepada manusia maupun hewan.  

72. Ketika kegiatan pengelolaan hama harus menggunakan pestisida kimia, klien akan memilih 
pestisida kimia yang tingkat to ksisitasnya rendah bagi manusia, namun efektif terhadap spesies 
target, serta memiliki efek minimal pada spesies non -target dan lingkungan. Ketika klien memilih 
pestisida kimia, seleksi akan didasarkan pada persyaratan bahwa pestisida harus dikemas dalam 
wadah yang aman, diberi label yang jelas untuk penggunaan yang aman dan tepat, dan pestisida 
diproduksi oleh pabrik berlisensi yang dikeluarkan oleh badan pengatur yang relevan.  

73. Klien akan merancang batasan penggunaan pestisida untuk (i) menghindari kerusak an 
musuh alami dari hama sasaran, dan apabila penghindaran  tidak memungkinkan, diminimalkan, serta 



 IIF- Sistem Pengelolaan Sosial dan Lingkungan 

Draft Bahasa v.02 05012021 24 

 

(ii) menghindari risiko yang terkait dengan perkembangan resistensi hama dan vektor, dan apabila 
penghindaran tidak memungkinkan, maka harus diminimalkan. Selain itu, pestisida akan ditangani, 
disimpan, digunakan, dan dibuang sesuai dengan Kode Etik Internasional dari FAO (Food and 
Agriculture Organization) untuk Distribusi dan Penggunaan Pestisida atau  dengan Praktek Industri 
Internasional yang Baik  - GIIP lainnya. 

74. Klien tidak akan membeli, menyimpan, menggunakan, manghasilkan, atau 
memperdagangkan produk yang masuk dalam kategori WHO untuk Klasifikasi Rekomendasi 
Pestisida pada Kelas Bahaya Ia (amat sangat berbahaya); atau Ib (sangat berbahaya). Klien tidak akan 
membeli, menyimpan, menggunakan, membuat atau memperdagangkan pestisida Kelas II (cukup 
berbahaya), kecuali proyek memiliki kontrol yang tepat pada pembuatan, pengadaan, atau distribusi  
dan/atau penggunaan bahan kimia tersebut. Bahan kimia ini seharusnya tidak dapat diakses oleh 
personil tanpa dibekali dengan pelatihan, peralatan, dan fasilitas yang cukup untuk menangani, 
menyimpan, menerapkan, dan membuang produk ini secara benar.
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PRINSIP 4 (SEP 4): KESEHATAN MASYARAKAT, 
KESELAMATAN, DAN KEAMANAN  

75. SEP 4 mengidentifikasi bahwa kegiatan proyek, peralatan, dan infrastruktur sering kali 
membawa manfaat bagi masyarakat termasuk menciptakan lapangan kerja, jasa, dan peluang untuk 
pembangunan ekonomi. Meskipun demikian , proyek juga dapat meningkatkan potensi paparan risiko 
dan dampak kepada masyarakat yang timbul dari perubahan iklim, kecelakaan akibat penggunaan 
peralatan, kegagalan struktural, dan pelepasan Bahan Beracun dan Berbahaya (B3). Masyarakat juga 
dapat terpengaruh oleh dampak terhadap sumber daya alam mereka, paparan penyakit, dan 
penggunaan personil keamanan. Selain mengakui peran otoritas publik dalam mempromosikan  aspek 
kesehatan, keselamatan dan keamanan masyarakat, Prinsip ini berperan sebagai bentuk tanggung 
jawab dari klien untuk menghindari atau meminimalkan risiko dan dampak terhadap kesehatan 
masyarakat, keselamatan, dan keamanan yang mungkin timbul dari kegiatan yang terkait dengan 
proyek, terutama kepada kelompok rentan. Tingkat risiko dan dampa k yang dijelaskan dalam Prinsip 
ini mungkin lebih besar pada proyek-proyek yang terletak di daerah konflik dan pasca konflik.  

76. Penerapan SEP ini ditetapkan selama proses penilaian aspek S&E, sedangkan pelaksanaan 
yang dianggap perlu dari SEP ini dikelola me lalui SEMS. Persyaratan penilaian dan sistem 
pengelolaan diuraikan dalam SEP 1.   

77. Prinsip ini membahas potensi risiko dan dampak terhadap masyarakat  terdampak  (Project 
Affacted People - PAP) dari kegiatan proyek. Standar kesehatan dan keselamatan kerja terdapat dalam 
SEP 2, dan standar lingkungan untuk mencegah dampak pada kesehatan manusia dan lingkungan 
akibat pencemaran terdapat di SEP 3. 

4.1. Persyaratan Kesehatan dan Keselamatan Masyarakat  

4.1.1 Persyaratan Umum  

78. Klien akan melakukan evaluasi risiko dan dampak terhadap aspek kesehatan dan 
keselamatan PAP selama proses desain, konstruksi, operasi, dan penonaktifan  proyek (decommission) 
dan akan menetapkan langkah-langkah pencegahan untuk mengatasi risiko dan dampak yang 
teridentifikasi tersebut. Langkah -langkah ini akan mendukung  terlebih dahulu  upaya pencegahan atau 
penghindaran risiko dan dampak dibanding  upaya pengurangan dan minimalisasi risiko dan 
dampak.p 

79. Ketika proyek menimbulkan risiko atau dampak negatif  pada kesehatan dan keselamatan 
PAP, klien akan menginformasikan  rencana tindakan dan informasi la in yang terkait dengan proyek 
sehingga memungkinkan PAP dan instansi pemerintah terkai t untuk memahami risiko dan dampak 
tersebut, dan akan melibatkan PAP dan lembaga-lembaga terkait  secara berkelanjutan sesuai dengan 
persyaratan dalam SEP 1. 
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4.1.2 Infrastruktur dan Peralatan Keselamatan  

80. Klien akan merancang, membangun, mengoperasikan, dan menonaktifkan  elemen atau 
komponen struktural proyek sesuai dengan Good International Industry Practice (GIIP)29 dengan 
mempertimbangkan risiko keselamatan bagi pihak ketiga atau  PAP, dan akan memberikan 
pertimbangan khusus terhadap potensi paparan akibat bencana alam, terutama pada kondisi dimana 
elemen struktural dapat diakses oleh PAP atau dimana kegagalan proyek dapat mengakibatkan 
cedera pada masyarakat. Elemen struktural akan  dirancang dan dibangun oleh profesional yang 
berkualitas, berpengalaman, dan disertifikasi atau disetujui oleh pihak yang berwena ng atau 
profesional yang berkompeten. Apabila elemen atau komponen struktural, seperti bendungan , 
bendungan tailing, atau kolam abu, terletak di lokasi dengan risiko tinggi, dan kegagalan atau 
kerusakan tersebut dapat mengancam keselamatan masyarakat, klien akan melibatkan seorang atau 
lebih tenaga ahli yang relevan dan berpengalaman dalam proyek serupa, terpisah dari pi hak yang 
bertanggung jawab atas d esain, konstruksi, operasi dan kegiatan penonaktifan , untuk melakukan 
peninjauan secepat mungkin dalam pengembangan proyek dan sepanjang tahapan disain, konstruksi, 
dan pasca operasi. Untuk proyek yang mengoperasikan peralatan bergerak yang melalui  jalan umum 
dan infrastruktur  yang lain, klien akan berusaha mencegah terjadinya insiden dan kecelakaan yang 
terkait dengan pengoperasian peralatan tersebut.  

4.1.3 Pengelolaan Bahan Berbahaya & Beracun (B3) dan Aspek Keselamatan  

81. Klien akan menghindari atau meminimalkan potensi paparan bahaya material B3 terhadap 
masyarakat yang mungkin dihasilkan dari suatu proyek. Apabila terdapat  potensi  paparan bahaya B3 
bagi masyarakat (termasuk para pekerja dan keluarganya), terutama yang dapat membahayakan jiwa, 
klien akan melakukan tindakan khusus untuk menghindari atau meminimalkan paparan terhadap 
masyarakat dengan memodifikasi, mengganti, atau menghilangkan kondisi atau zat yang 
menyebabkan bahaya tersebut. Apabila B3 merupakan bagian dari infrastruktur atau komponen 
proyek yang telah ada, klien akan melakukan tindakan khusus saat melakukan kegiatan penonaktifan  
untuk mencegah paparan kepada masyarakat. Selain itu, klien akan melakukan upaya yang tepat  
secara komersial untuk mengendalikan keselamatan dari pengangkutan B3 serta transportasi  dan 
pembuangan limbah B3 dan akan menerapkan langkah-langkah untuk menghindari atau 
mengendalikan paparan pestisida terhadap  masyarakat seperti yang dalam Bagian 3.1.3. 
Pengelolaan B3 dan Bagian 3.5. Penggunaan dan Pengelolaan Pestisda yang diuraikan dalam SEP 3. 

4.1.4 Isu-isu Lingkungan dan Sumber Daya Alam  

82. Klien akan menghindari atau meminimalkan dampak negatif  yang disebabkan karena 
bencana alam, seperti tanah longsor atau banjir yang dapat timbul dari perubahan penggunaan lahan 
karena kegiatan proyek. 

                                                        
29 Didefinisikan  sebagai pelaksanaan keterampilan, ketekunan, kehati -hatian dan pandangan ke depan yang biasanya dan 

diharapkan dari profesional terampil dan berpengalaman yang terlibat dalam jenis usaha yang sama di bawah situasi yang 
serupa di seluruh dunia . 
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83. Klien juga akan menghindari atau meminimalkan dampak negatif dari kegiatan proyek t erkait 
dengan kualitas tanah, air, dan sumber daya alam lainnya yang digunakan oleh PAP. 

4.2.  Jasa Ekosistem  

84. Dampak langsung proyek terhadap jasa ekosistem dapat menyebabkan risiko dan dampak 
negatif bagi kesehatan dan keselamatan  PAP. Jasa ekosistem tersebut  terbatas untuk jasa 
penyediaan dan pengaturan, berkenaan dengan SEP ini dan sebagaimana didefinisikan  dalam SEP 
630. Penurunan jumlah  atau kerusakan sumber daya alam, seperti dampak negatif  pada kualitas, 
kuantitas, dan ketersediaan air bersih 31 dapat menyebabkan risiko dan dampak terhadap kesehatan. 
Jika sesuai dan memungkinkan , klien akan mengidentifikasi risiko dan dampak potensial pada jasa 
ekosistem utama yang mungkin diperburuk oleh perubahan iklim. Klien akan menerapkan langkah -
langkah mit igasi sesuai dengan SEP 6 untuk dampak yang tidak dapat dihindari dan SEP 5 untuk 
penggunaan dan hilangnya akses masyarakat terhadap jasa penyediaan.   

  

                                                        
30  Misalnya , perubahan penggunaan lahan atau hilangnya daerah penyangga alami seperti lahan basah, mangrove, dan hutan 

dataran tinggi yang mengurangi dampak bahaya alam seperti banjir, tanah longsor, dan kebakaran, dapat menyebabkan 
peningkatan kerentanan dan risiko yang terkait dengan keselamatan masyarakat dan dampaknya. 

31 Air bersih adalah contoh penyediaan ja sa ekosistem.  
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4.3. Paparan Masyarakat terhadap Penyakit  

85. Klien akan menghindari atau meminimalkan potensi paparan masyarakat terhadap sesuatu 
yang terkait dengan penyakit yang ditularkan melalui air, berbasis air, melalui vektor, dan penyakit 
menular lain yang diakibatkan oleh kegiatan proyek, dengan mempertimba ngkan paparan yang 
berbeda terhadap kelompok rentan yang memiliki sensitivitas lebih tinggi. Apabila suatu penyakit 
spesifik bersifat endemik pada masyarakat di wilayah yang dipengaruhi oleh proyek, klien didorong 
untuk mencari peluang selama siklus h idup proyek untuk memperbaiki kondisi lingkungan yang dapat 
membantu mengurangi pengaruh yang diakibatkan proyek.  

86. Klien akan menghindari atau meminimalkan pe nyebaran penyakit menular yang mungkin 
terkait dengan masuknya tenaga kerja proyek baik sementara a tau permanen. 

4.4. Kesiapsiagaan dan Tanggap Darurat  

87. Klien akan menilai potensi risiko dan dampak dari kegiatan proyek dan menginformasikan 
potensi bahaya yang signifikan kepada PAP dengan cara yang sesuai dengan budaya setempat . Klien 
juga akan membantu dan berkolaborasi dengan masyarakat dan pemerintah daerah  setempat dalam 
kesiapsiagaan untuk merespon  situasi darurat  secara efektif , terutama jika partisipasi dan kolaborasi 
mereka diperlukan untuk menanggulangi  situasi darurat tersebut. Jika pemerintah daerah kurang 
atau tidak memiliki kapasitas dalam melakukan tanggap darurat secara efektif, klien akan berperan 
aktif dalam kesiapsiagaan dan tanggap darurat terhadap keadaan darurat yang terkait dengan proyek 
tersebut. Klien akan mendokumentasikan kegiatan , sumber daya, dan pembagian tanggung jawab 
untuk  kesiapsiagaan dan tanggap darurat  serta akan mengungkapkan informasi yang sesuai dalam 
rencana tindakan atau dokumen terkait  yang lain kepada PAP dan instansi pemerintah terkait.  

4.5. Persyaratan Personil Keamanan  

88. Jika klien secara langsung mempekerjakan karyawan atau karyawan kontrak atau kontraktor 
untuk memberikan  jasa keamanan untuk melindungi personil dan  properti , maka klien akan menilai 
risiko yang ditimbulkan akibat pengaturan keamana n tersebut  di dalam maupun di luar lokasi proyek . 
Dalam membuat pengaturan tersebut, klien akan dipandu oleh prinsip proporsionalitas, praktik 
internasional yang baik dalam hal perekrutan,  peraturan perilaku, pelatihan, penyediaan perlengkapan, 
dan pemantauan personil  tersebut, dan hukum yang berlaku. Klien akan melakukan penyelidikan yang 
wajar untuk memastikan bahwa penyedia jasa keamanan tersebut tidak terlibat dalam pelanggaran 
di masa lalunya, serta akan melatih mereka secara memadai dalam penggunaan kekuatan (dan bila 
diperlukan, senjata api) dan perilaku yang sesuai terhadap peke rja dan PAP, dan mengharuskan 
mereka untuk bertindak sesuai dengan hukum yang berlaku. Klien tidak akan mendukung penggunaan 
kekerasan kecuali bila digunakan untuk tujuan  pencegahan (preventive) dan pertahanan (defensive) 
yang sebanding dengan sifat dan ti ngkat ancaman. Mekanisme pengaduan harus memastikan PAP 
untuk menyampaikan pengaduan tentang pengaturan keamanan dan tindakan dari petugas 
keamanan. 

89. Jika petugas keamanan pemerintah dikirim untuk memberikan layanan keamanan bagi klien, 
klien akan menilai r isiko yang timbul dari penggunaan petugas tersebut, dan mendorong otoritas 
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publik yang relevan tersebut untuk mengungkapkan pengaturan keamanan untuk fasilitas klien 
kepada publik, dengan fokus pada masalah keamanan.  

90. Klien akan mempertimbangkan  dan, apabila perlu menyelidiki tuduhan yang kredibel terhadap 
tindakan petugas keamanan yang melanggar hukum atau kasar, mengambil tindakan (atau mendesak 
pihak-pihak yang tepat untuk mengambil tindakan) untuk mencegah kejadian itu terulan g kembali, 
dan apabila sesuai, melaporkan tindakan yang tidak sesuai hukum dan kasar tersebut kepada otoritas 
publik.
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PRINSIP 5 (SEP 5): PENGADAAN TANAH DAN PEMUKIMAN 
KEMBALI SECARA TIDAK SUKARELA 

 

91. Pemukiman kembali secara tidak sukarela  merujuk kepada pemindahan fisik (karena relokasi, 
atau kehilangan tempat bernaung), dan berpindahnya kegiatan ekonomi (hilangnya aset atau akses 
yang mengakibatkan hilangnya sumber penghasilan atau penghidupan) sebagai akibat dari kegiatan 
proyek yang membutuhkan tanah 32. Pemukiman kembali dianggap tidak sukarela atau terpaksa  
ketika masyarakat terdampak  (PAP) tidak memiliki hak untuk menolak pengadaan tanah sehingga 
mengakibatkan terjadi pemindahan. Hal ini dapat muncul pada kasus; (i) pengadaan tanah y ang 
mengikuti undang -undang yang berlaku, atau pembatasan pemanfaatan  lahan yang didasari oleh 
kekuasaan negara33, (ii) jika negosiasi antara pembeli dan pemilik tanah gagal, maka pihak pembeli 
dapat mengambil tanah, atau menerapkan pembatasan pemanfaatan tanah dengan keabsahan 
hukum.   

92. Jika tidak  dikelola dengan baik, maka pemukiman kembali secara tidak sukarela  akan 
mengakibatkan kesusahan dan pemiskinan yang berlarut -larut bagi PAP dalam jangka panjang, serta 
kerusakan lingkungan, dan tekanan sosial di wilayah  dimana mereka ditempatkan. Untuk alasan -
alasan inilah, maka pemukiman kembali secara tidak sukarela  harus dihindari atau paling tidak 
diminimalkan.  Meskipun demikian, jika hal itu tidak dapat dihindari, maka perlu ada upaya -upaya 
mitigasi dampak -dampak yang tidak diinginkan dari anggota masyarakat yang tergusur dan 
masyarakat tempatan ( host communities)34 dengan membuat rencana yang dirancang dan 
dilaksanakan dengan baik pula. Pengalaman menunjukkan bahwa keterlibatan langsung dari klien 
dalam proses pemukiman kembali dapat membuahkan hasil yang efektif secara biaya, efisien, dan 
pelaksanaan proyek menjadi  tepat waktu, serta menghasilkan upaya -upaya yang lebih kreatif dalam 
memperbaiki penghidupan masyarakat yang terdampak proyek.  

93. Pemukiman kembali melalui negosiasi dapat membantu menghindari penggusuran tanah 
secara paksa dengan menggunakan perundang-undangan Pemerintah. Pemukiman kembali dengan 
negosiasi dapat dicapai dengan memberikan kompensasi yang adil dan sesuai, serta insentif atau 
manfaat lainnya kepada PAP, dan dengan memitigasi/mengurangi risiko asimetri k informasi dan 
posisi  tawar. Klien didorong untuk mengedepankan upaya-upaya negosiasi sukarela ini jika 
memungkinkan, bahkan ketika sebetulnya mereka punya upaya -upaya hukum untuk memperoleh 
tanah tanpa persetujuan pemiliknya.  

94. Berlaku atau tidaknya Prinsip ini ditetapkan  selama proses Penilaian S&E, sedangkan 
penerapan tindakan yang diperlukan untuk memenuhi persyaratan SEP dikelola melalui SEMS milik 
klien. Penilaian tentang sistem pengelolaan S&E telah dijelaskan di dalam SEP 1.  

                                                        
32  Pengadaan tanah termasuk pembelian tanah langsung dan pembelian atas hak penggunaannya, seperti ROW.  

33  Pembatasan ini termasuk pembatasan akses terhadap pemanfaatan atas wilayah konservasi.  

34  Masyarakat penerima  adalah semua masyarakat yang menerima orang-orang atau kelompok yang tergusur . 
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95. Prinsip ini diterapkan kepada pemindahan fisik atau  kegiatan ekonomi akibat dari beberapa 
tipe transaksi tanah berikut ini;  

¶ Tipe I: hak atas tanah dan hak pemanfaatan tanah  (hak guna lahan) untuk sebuah proyek 
sektor swasta melalui pengambilalihan atau prosedur dan peraturan wajib lainnya;  

¶ Tipe II: hak atas tanah atau hak pemanfaatan  tanah untuk proyek swasta yang diambil 
melalui perundingan dengan pemilik tanah atau, dengan mereka yang memiliki hak 
hukum atas tanah, termasuk mereka yang memiliki hak atas tanah komunal atau tanah 
adat yang diakui oleh negara, yang jika negosiasi 35 gagal maka upaya pengambilalihan 
tanah melalui proses wajib  akan dilakukan;  

¶ Tipe III: situasi proyek dimana pembatasan secara tidak sukarela diberlakukan yang 
membatasi kelompok -kelompok masyarakat untuk  dapat mengakses sumberdaya alam 
atau kehilangan akses kepada pemanfaatan sumberdaya yang biasanya dimiliki melalui 
hak-hak tradisionalnya 36; 

¶ Tipe IV: situasi proyek yang menggusur anggota masyarakat  atau orang-orang yang 
tidak memiliki hak hukum atas tanah atau hak pemanfaatan 37; atau, 

¶ Tipe V: pembatasan akses dan pemanfaatan tanah, atau sumber -sumberdaya lain 
termasuk properti komunal dan sumberdaya alam seperti misalnya sumberdaya 
peraiaran laut, dan air tawar, hasil hutan kayu dan non-kayu, tanaman obat, wilayah 
berburu dan meramu, serta area penggembalaan, dan berkebun38. 

96. Prinsip ini tidak diterapkan atas pemukiman kembali akibat transaksi sukarela (antara lain; 
transaksi melalui  mekanisme pasar dimana pemilik tanah  tidak berkewajiban untuk menjual tanahnya 
dan pembeli tidak dapat memaksa pemilik dengan menggunakan prosedur wajib) . Prinsip ini juga tidak 
diterapkan kepada proyek yang tidak mengubah tata guna lahan sehingga tidak berdampak kepada 
penghidupan masyarakat atau kelompok masyarakat 39.  

97. Di dalam situasi dimana proyek memberi dampak yang tidak diinginkan terhadap ekonomi, 
sosial, atau lingkungan, yang diakibatkan oleh faktor lain diluar dampak dari pengadaa n tanah (seperti 

                                                        
35 Negosiasi ini bisa dilakukan oleh pihak swasta yang membutuhkan tanah atau oleh sebuah agen. Dalam kasus proyek swasta 

dimana pengadaan tanahnya dilakukan oleh pemerintah, maka negosiasi bisa dilakukan oleh pemerintah atau oleh pihak 
swasta yang bertinda k sebagai agen dari pemerintah . 

36 Dalam situasi ini, masyarakat terdampak biasanya tidak memiliki kepemilikan secara formal. Hal ini termasuk juga pada 
lingkungan perairan tawar dan laut . Prinsip ini juga berlaku ketika suatu kawasan keanekaragaman yang terkait proyek atau 
secara legal ditetapkan sebagai kawasan penyangga namun pembebasannya tidak dilakukan oleh klien.  

37 Sementara itu mungkin b eberapa orang tidak memiliki hak hukum atas tanah y ang mereka kuasai, Prinsip ini mensyaratkan 
bahwa aset-aset non-tanah harus dipertahankan, digantikan, atau dikompensasi; relokasi berikut aturan -aturan penggunaan 
tanah; dan mengembalikan penghidupan masyarakat.  

38 Aset sumber daya alam yang dimaksud dala m Prinsip ini setara dengan jasa penyediaan yang diberikan oleh ekosistem 
sebagaimana dipaparkan di dalam SEP 6. 

39 Dampak-dampak yang lebih umum terhadap masyarakat atau kelompok, yang dimuat di dalam SEP 1. Sebagai contoh,  
terganggunya akses kepada deposit  (cadangan) mineral yang biasa dilakukan oleh penambang tradisional.  



 IIF- Sistem Pengelolaan Sosial dan Lingkungan 

Draft Bahasa v.02 05012021 32 

 

hilangnya akses atas aset atau sumber daya alam, atau pembatasan atas pemanfaatan tata guna 
lahan), maka dampak itu perlu dihindari, diminimalkan, dimitigasi atau dikompensasi sebagaimana 
disyaratkan dalam SEP 1. Jika dampak ini berkembang  menjadi dampak  signifikan  yang tidak 
diinginkan selama proyek berlangsung, maka klien perlu untuk mempertimbangkan penerapan SEP 5, 
meskipun tidak ada unsur pengambilan tanah dan penggusuran masyarakat.   

5.1. Persyaratan Umum 

5.1.1 Rancangan Proyek  

98. Klien perlu untuk mempertimbangkan rancangan alternatif lain yang layak, untuk dapat 
menghindar i, atau paling tidak meminimalkan dampak dari pemindahan fisik maupun ekonomi, 
bersamaan dengan upaya menyeimbangkan biaya dan keuntungan/manfaat lingkungan dan sosial, 
serta finansial , dengan memperhatikan dampak-dampak kepada PAP yang miskin dan rentan.  

5.1.2 Kompensasi dan Manfaat Bagi Anggota Masyarakat yang Tergusur 

99. Jika penggusuran tidak dapat dihindari, klien akan menawarkan kompensasi secara penuh 
dan pendampingan dalam bentuk lain kepada PAP, agar dapat meningkatkan taraf kehidupan mereka 
atau paling tidak memulihkan penghidupan mereka. Standar untuk kompensasi yang diberikan akan 
dilakukan secara transparan dan konsisten dengan proyek. Jika penghidupan dari anggota 
masyarakat  yang tergusur masih bergantung pada tanah, atau tanah dimiliki secara kolektif, maka 
klien sebaiknya menawarkan kompensasi yang berbasis pada tanah juga, jika hal itu memungkinkan. 
Klien hanya berhak untuk mendapatkan lahan/tanah ketika kompensasi sudah dibayarkan 40. Klien 
akan memberikan peluang bagi masyarakat atau anggota masyarakat tergusur untuk mengambil 
manfaat dari pembangunan proyek.  

5.1.3 Konsultasi 

100. Setelah pengungkapan semua informasi  yang relevan, klien akan berkonsultasi dan 
memfasilitasi partisipasi  PAP termasuk  kepada masyarakat tempatan  yang telah mendapat 
informasi . Proses ini seharusnya dilakukan sebagai bagian dari pelibatan pemangku kepentingan 
seperti yang dijelaskan dalam SEP 1. Dalam hubungannya dengan pemukiman kembali dan proses 
pemulihan penghidupan, jika memungkinkan, klien akan menerapkan proses pembuatan keputusan 
yang memuat pilihan dan alternatif. Pengungkapan  informasi mengenai proyek akan terus dilakukan 
selama pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi dari pembayaran kompensasi, aktivitas pemulihan 
penghidupan, dan upaya pemukiman kembali, untuk mencapai hasil akhir yang konsisten dengan 
yang dipersyaratkan dalam Prinsip ini.  

                                                        
40 Pada beberapa kasus dimana klien tidak mungkin untuk membayar semua kompensasi sebelum memperoleh kepemilikan 

tanah (misalnya jika pemilik tanah yang sebelumnya sedang berseteru), kepemilikan tanah sebaiknya diidentifikasikan dan 
disetujui berdasarkan kasu snya, dan dana kompensassinya sebaiknya tetap disediakan, contohnya, melalui setoran ke 
rekening penampungan sebelum dilakukan pemindahan.   
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5.1.4 Mekanisme Penanganan Keluhan  

101. Klien akan membuat sebuah mekanisme penanganan keluhan sebagaimana dipersyaratkan 
dalam SEP 1, untuk menerima dan mengatasi persoalan -persoalan mengenai kompensasi dan 
relokasi yang disampaikan  oleh masyarakat tergusur  atau anggota masyarakat tempatan, termasuk 
mekanisme alternatif yang ditujukan untuk menyelesaikan perselisihan dengan cara adil.   

5.1.5 Perencanaan dan Pelaksanaan Pemukiman Kembali dan Pemulihan Penghidupan  

102. Jika pemukiman kembali secara tidak sukarela tidak dapat dihindari, baik sebagai akibat dari 
pengambilalihan atau dengan cara negosiasi, maka klien harus melakukan sensus untuk memperoleh 
data basis sosial ekonomi yang akurat, untuk menjadi alat bantu iden tifikasi atas orang-orang yang 
tergusur oleh proyek, dan untuk menentukan siapa -siapa yang layak mendapatkan kompensasi dan 
pendampingan, dan juga untuk mencegah munculnya anggota masyarakat  yang tidak berhak 
menuntut kompensasi. Jika prosedur pemerintah m engabaikan hal ini, klien perlu untuk menentukan 
sebuah batas waktu mengenai orang -orang yang berhak. Informasi berkaitan dengan batas waktu 
akan didokumentasikan dan dise barkan kepada masyarakat di wilayah proyek berada.  

103. Jika PAP menolak kompensasi yang d itawarkan sebagaimana telah dipersyaratkan dalam 
Prinsip ini, sehingga, pengambilalihan atas nama prosedur hukum dapat berlangsung, klien perlu 
untuk mencoba peluang -peluang dengan cara bekerjasama dengan pemerintah, dan jika 
diperbolehkan, klien dapat memainkan peran aktif dalam merencanakan dan melaksanakan program 
pemukiman kembali dan melakukan pemantauan .  

104. Rencana Pemukiman Kembali (Resettlement Action Plan - RAP) dan/atau rencana pemulihan 
penghidupan kembali dan pelaksanaannya dianggap selesai ketika  dampak-dampak yang tidak 
diinginkan akibat proyek telah ditanggapi dan diselesaikan sesu ai dengan apa yang direncanakan dan 
yang menjadi tujuan dari Prinsip ini. Klien harus mendokumentasikan semua transaksi pengadaan 
tanah, kompensasi , dan informasi  relokasinya. Klien juga harus membuat prosedur untuk mem antau 
dan mengevaluasi pelaksanaan dari rencana tersebut , serta membuat tindakan perbaikan jika 
diperlukan. Sebuah pemukiman kembali dianggap sudah selesai jika dampak pemindahan 
masyarakat telah dil akukan sesuai cara yang konsisten dan obyektif sesuai dengan Prinsip ini. 
Evaluasinya paling tidak mencakup hal -hal berikut ini:  

¶ Kajian atas upaya mitigasi yang berhasil dilaksanakan oleh klien;  

¶ Perbandingan hasil  pelaksanaan dengan tujuan yang telah disepakati ; dan 

¶ Kesimpulan apakah proses pemantauan bisa diselesaikan.  

5.2. Pemindahan 

105. Orang-orang yang tergusur dapat diklasifikasikan sebagai orang yang; (i) memiliki hak hukum 
formal atas tanah yang mereka duduki, (ii) tidak memiliki hak hukum atas tan ah, tetapi memiliki klaim 



 IIF- Sistem Pengelolaan Sosial dan Lingkungan 

Draft Bahasa v.02 05012021 34 

 

atas tanah yang diakui oleh undang -undang nasional 41, (iii) tidak memiliki hak hukum atas tanah 
ataupun klaim diatasnya42   

106. Pengadaan tanah untuk proyek dapat berdampak pada pemindahan fisik dan juga kegiatan 
ekonomi masyarakat  sehingga ada persyaratan-persyaratan yang perlu diterapkan atas mereka  
mungkin berlaku .  

5.2.1 Pemindahan Fisik 

107. Jika proyek melibatkan pemindahan secara fisik, maka klien harus membuat RAP. Rencana 
tindakan ini ditujukan untuk memitigasi dampak negatif dari pemindahan tersebut , mengidentifikasi 
peluang-peluang pengembangan, menata pemukiman kembali dengan jadwal , dan kompensasi untuk 
semua kategori PAP 

108. Jika orang-orang yang tinggal di wilayah proyek harus pindah ke lokasi lain, maka klien akan; 
(i) menawarkan kepada mereka pilihan-pilihan pengganti yang layak, termasuk kompensasi uang yang 
cukup atau untuk bermukim kembali di tempat yang layak, dan (ii) memberikan bantuan berkaitan 
dengan relokasi yang diperlukan oleh orang -orang yang tergusur terutama perhatian khusus bagi 
mereka yang miskin dan rentan. Alternatif perumahan dan/atau kompensasi tunai harus diberikan 
sebelum mereka dipindahkan. Pemukiman baru bagi mereka yang tergusur seharusnya memiliki 
kondisi -kondisi yang lebih baik. Klien harus menghormati lembaga -lembaga sosial dan budaya milik 
kelompok yang tergusur maupun yang dimiliki masyarakat tempatan .  

109. Dalam kasus pemindahan kategori nomor (i) dan (ii), klien akan menawarkan pilihan -pilihan 
properti sebagai pengganti yang nilainya setara atau lebih tinggi, atau untuk lokasi yang baru tersebut 
memiliki karakteristik yang lebih baik, dan memiliki manfaat l ebih, atau kompensasi tunai secara 
penuh sesuai nilai yang berlaku dan layak43.  

110. Dalam pemindahan kategori (iii) , klien akan menawarkan pilihan perumahan yang layak huni 
dengan jaminan kepemilikan  sehingga anggota masyarakat tergusur dapat menetap secara legal 
tanpa risiko tergusur lagi. Jika ada anggota masyarakat  tergusur yang memiliki atau men empati  
bangunan, maka klien akan memberikan kompensasi kepada mereka atas hilangnya asset selain 
tanah, yang dapat berupa bangunan rumah atau perbaikan lain yang menyangkut tanah, dalam jumlah 
nilai atau biaya penggantian penuh, yang akan diberikan kepada mereka yang telah teridentifikasi 
sebelum jatuh waktu tanggal penutupan  (cut-off date). Kompensasi dalam bentuk non-tunai dapat 
diberikan yang setara dengan kompensa si tunai jika memungkinkan. Berdasarkan konsultasi dengan 
orang tergusur, klien akan memberikan pendampingan yang cukup bagi mereka agar dapat 
                                                        
41 Klaim semacam ini bisa muncul dari bentuk kepemilikan yang berlawanan atau dari hukum adat atau tradisi . 

42 Misalnya adalah orang-orang yang menduduki secara ilegal dan bersifat oportuni s, dan merupakan pendatang baru yang 
mencari keuntungan ekonomi tidak lama sebelum tanggal penentuan.  

43 Pembayaran kompensasi secara tunai untuk aset yang hilang menjadi tepat ketika; (a) penghidupannya tidak berbasis pada 
tanah, (b) penghidupannya berbasis pada tanah tetapi tanah yang diambil oleh proyek adalah merupakan bagian tanah yang 
kecil dari aset -aset terdampak dan juga tanah -tanah tinggalan yang layak secara ekonomi; atau (c) adanya pasar tanah yang 
aktif, perumahan dan ketenagakerjaan, dimana orang -orang yang terpindahkan memanfaatkan pasar -pasar tersebut dan ada 
cukup tersedianya lahan dan perumahan. Tingkat kompensasi tunainya seharusnya cukup memadai untuk mengga ntikan 
hilangnya tanah dan aset lain dalam jumlah yang setara atau penuh sesuai harga pasaran setempat.   
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memulihkan  standar kehidupannya kembali di lokasi  yang baik44. Klien tidak diwajibkan untuk 
memberi kompensasi atau mendampingi mereka yang merambah masuk ke dalam area proyek 
sesudah ditetapkannya tangga l penutupan.  

111. Jika terdapat orang -orang dari Masyarakat Adat  terkena pemindahan fisik dari tanah -tanah 
adat atau tanah ulayatnya yang dimanfaatkan, m aka klien akan menerapkan Prinsip ini dan juga 
Prinsip 7 (SEP 7). 

112. Klien tidak boleh melakukan penggusuran paksa 45 kecuali sesuai ketentuan Perundangan 
Indonesia dan yang dipersyaratan dari Prinsip ini.  

5.2.2 Pemindahan Ekonomi 

113. Jika pengadaan tanah untuk proyek mengakibatkan hilangnya pendapatan atau penghidupan, 
terlepas dari apakah PAP juga mengalami pemindahan fisik atau tidak, maka klien akan memenuhi 
persyaratan berikut:   

¶ Memenuhi kompensasi kepada orang-orang yang terpindahkan atas aset dan aksesnya 
secara menyeluruh;  

¶ Pada situasi dimana pembebasan lahan atau pembatasan pemanfaatan lahan 
berdampak kepada bangunan komersial, maka kompensasi diberikan kepada pemilik 
bisnis yang terkena dampak berupa pembiayaan untuk membangun kembali usahanya 
di tempat lain dan kehilangan pe ndapatannya selama masa transisi, dan biaya transfer 
serta pemasangan ulang yang diperlukan, mesin-mesin dan peralatan lain nya; 

¶ Memberikan propert i pengganti (misalnya, lokasi untu k kegiatan pertanian  atau 
komersial ) yang setara atau melebihi dari nilai asal, dengan penggantian penuh, kepada 
orang-orang yang memiliki hak atau klaim atas tanah dengan bukti kepemilikan yang sah 
menurut undang -undang;  

¶ Mengompensasi PAP secara ekonomi tapi tidak memiliki hak hukum atas tanah atas 
aset yang hilang (misalnya tanaman, bangunan irigasi, dan penambahan lain atas tanah), 
diluar tanah, penggantiannya secara penuh. Klien tidak diharuskan untuk memberikan 
kompensasi atau membantu pemukim yang o portunistik yang melanggar batas area 
proyek setelah tenggat waktu;   

¶ Memberikan tambahan pendampingan (fasilitas kredit, pelatihan, peluang kerja) dan 
peluang-peluang lain untuk memperbaiki atau paling tidak memulihkan kapasitas 
mereka untuk mendapatkan penghasilan, tingkat produksinya, dan standar kehidupan 

                                                        
44 Pemindahan penduduk informal (yang tidak mempunyai hak) di wilayah urban seringk ali ada timbal -balik penggantinya. 

Sebagai contoh, keluarga-keluarga yang terelokasi mungkin memperoleh jaminan kepemilikan , tetapi mungkin mereka tidak 
mendapatkan keuntungan dari sisi lokasi . 

45 Penggusuran paksa: adalah sebuah tindakan pemindahan secara permanen diluar kehendak individu, keluarga dan/atau 
komunitas dari tanah atau rumahnya yang telah menjadi tempat huniannya, tanpa memberikan perlindungan secara hukum 
dan perlindungan lainnya.   
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secara ekonomi, kepada orang-orang yang terpindahkan secara ekonomi dimana 
sumber penghidupannya sangat terdampak , sebagai berikut :  

Á Bagi orang-orang yang penghidupannya mengandalkan tanah, penggantian tanah 
dengan kombinasi beberapa potensi lain yang produktif, dan loka si yang bagus, 
serta faktor -faktor lain yang lebih baik atau paling tidak setara dengan yang telah 
hilang;  

Á Bagi orang-orang terdampak yang penghidupannya mengandalkan sumber daya 
alam atau sumber lainnya, klien akan mengupayakan diantaranya akses kep ada 
sumber daya secara keberlanjutan, atau memberikan akses kepada beberapa 
alternatif sumber daya lain yang sekiranya setara untuk dapat memberikan 
penghidupan. Manfaat dan kompensasi yang diasosiasikan dengan pemanfaatan 
sumber daya alam bisa dilakukan secara  kolektif , daripada diberikan kepada 
individu atau rumah tangga ;  

Á Jika pada situasi tertentu, klien tidak mampu memberikan ganti rugi berupa tanah 
atau sumber daya yang setara sebagaimana dipaparkan di atas, klien akan 
memberikan alternatif lain yang mengh asilkan pendapatan (misalnya, fasilitas 
kredit, pelatihan, tunai, atau peluang kerja).  

¶ Memberikan bantuan pada masa transisi kepada mereka yang secara ekonomi 
terpindahkan, sebagaimana diperlukan, didasari pada perhitungan yang sesuai dengan 
waktu yang dibutuhkan bagi mereka untuk dapat memulihkan kapasitas mendapatkan 
penghasilan kembali, tingkat produksinya, dan standar penghidupan .  

114. Jika ada anggota dari Masyarakat Adat  terpindahkan secara ekonomi (tapi tidak terpindahkan 
secara fisik) se bagai akibat dari pengadaan tanah bagi proyek, maka klien akan menerapkan 
persyaratan-persyaratan dalam Prinsip ini sebagaimana dijelaskan dalam SEP 7.  

5.3. Kewajiban Sektor Swasta terhadap Program Pemukiman Kembali 
yang Diprakarsai Pemerintah 

115. Jika pengadaan tanah dan pemukiman kembali merupakan kewajiban pemerintah, maka klien 
akan berkerjasama dengan Lembaga pemerintah yang terkait sejauh diizinkan oleh pemerintah, untuk 
mencapai tujuan yang dikehendaki dan konsisten dengan Prinsip ini. Selanjutnya , jika kapasitas 
pemerintah terbatas dalam hal ini, maka klien akan memainkan peran aktif di tahap perencanaan 
pemukiman kembali, pelaksanaannya serta pemantauannya, sebagaimana dideskripsikan pada 
paragraf-paragraf berikut ini.   
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116. Untuk proyek tipe 2 dan 346 yang melibatkan adanya pembebasan tanah dan pemindahan 
pemukiman, tipe dokumen yang dibutuhkan adalah sebuah uji tuntas ( due diligence) atau audit lahan, 
yang diikuti dengan tindakan perbaikan.  

117. Pada contoh transaksi tipe I (pengadaan tanah atau prosedur hukum lainnya oleh 
pemerint .ah) yang melibatkan pemindahan fisik  atau ekonomi , dan transaksi tipe II (melalui negosiasi) 
yang mengakibatkan pemindahan fisik, maka klien akan melakukan identifikasi dan memaparkan 
upaya pemukiman kembali dari pemerintah. Jik a upaya-upaya tersebut  tidak memenuhi persyaratan 
dari Prinsip ini, maka klien akan membuat  sebuah Supplementary Resettlement Plan atau Rencana 
Pelengkap untuk Pemukiman Kembali (atau sebuah kerangka kerja) yang bersamaan dengan 
dokumen-dokumen yang disiap kan oleh lembaga pemerintah terkait, yang diusahakan untuk sesuai 
persyaratan Prinsip ini (yaitu tertera pada Persyaratan Umum, dan persyaratan untuk pemindahan 
fisik dan ekonomi di atas). Klien perlu untuk memuat didalamnya hal -hal berikut:  

(i) Identifikasi anggota PAP dan bentuk dampak-dampaknya; 

(ii) Deskripsi dari aktivitas yang dilakukan atas nama regulasi, termasuk mengenai hak orang -
orang terdampak yang bisa diberikan berdasarkan hukum yang sesuai dan perundangan 
yang berlaku;  

(iii)  Tindakan pelengkap yang diusulkan yang berisi upaya menjembatani kesenjangan antara 
hak-hak kompensasi yang diberikan dan yang dipersyaratkan dalam Prinsip ini; dan  

(iv) Pelaksanaan kewajiban finansial dari pihak lembaga pemerintah/atau klien dalam 
pelaksanaan rencana pelengkap pemukiman kembali.  

118. Dalam transaksi tipe II yang mengakibatkan perpindahan kegiatan ekonomi (tapi tidak secara 
fisik), maka klien akan mengidentifikasi dan memaparkan prosedur -prosedur yang menjadi kewajiban 
lembaga pemerintah yang bertanggungjawab , yang digunakan untuk membayar komp ensasi kepada 
PAP. Jika prosedur-prosedur tersebut  tidak sesuai dengan persyaratan dalam Prinsip ini, maka klien 
akan membuat sendiri prosedur untuk melengkapi apa yang sudah dimilik i pemerintah.  

119. Jika diizinkan oleh lembaga pemerintah yang bertanggungjawab, klien akan bekerjasama 
dengan lembaga terkait  untuk; (i) melaksanakan rencana dan prosedur sebagaimana dipaparkan pada 
paragraf di atas, (ii) mem antau kegiatan pemuk iman kembali yang dilakukan pemerintah hingga 
aktitivas tersebut selesai.  

5.4.  Prosedur Pengadaan Tanah di dalam Konteks Indonesia 

120. Prinsip-prinsip di atas memberikan panduan yang menyeluruh. Panduan khusus mengenai  
masalah yang terkait dengan penerapan Pr insip ini di Indonesia terdapat di  dalam dokumen terpisah 

                                                        
46  Tipe 1 ͮ  Proyek/Peminjam pada tahap awal persiapan atau pr oyek belum dibangun. Tipe 2  ͮProyek/Peminjam dalam tahap 

pembangunan (konstruksi) atau dengan fasilitas yang telah dibangun dan belum beroperasi. Tipe 3  ͮProyek/Peminjam 
telah mencapai COD. 
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(Dokumen Pendukung). Untuk tujuan operasional, SED IIF harus memastikan bahwa SEP 5 dan 
dokumen tersebut terpenuhi.  
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PRINSIP 6 (SEP 6):  KONSERVASI KEANEKARAGAMAN HAYATI 
DAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM 
 

121. SEP 6 menyadari bahwa melindungi dan melestarikan keanekaragaman hayati47, 
mempertahankan  jasa ekosistem, serta mengelola sumberdaya alam secara berkelanjutan 
merupakan hal yang fundamental dalam pembangunan yang berkelanjutan. Prinsip ini mencerminkan 
tujuan dari melestarikan k eanekaragaman hayati  dan mendorong penggunaan sumberdaya alam 
(SDA) terbarukan dengan cara-cara yang berkelanjutan. Prinsip ini juga membahas bagaimana klien 
dapat menghindari atau memitigasi ancaman kepada keanekaragaman hayati yang timbul dari 
beroperasinya kegiatan klien dan juga membahas bagaimana mengelola SDA terba rukan. 

122. Berlaku atau tidaknya Prinsip ini ditetapkan melalui sebuah proses Penilaian S&E, adapun 
pelaksaaan dari tindakan yang dipandang perlu untuk memenuhi persyaratan ini dikelola melalui 
SEMS yang dimiliki klien. Penilaian dan persyaratan dari sistem pengelolaan tersebut dijelaskan pada 
SEP 1. 

123. Berdasarkan pada penilaian risiko dan dampak serta kerentanan dari keanekaragaman hayati 
dan keberadaan SDA, persyaratan dari Prinsip ini berlaku untuk semua habitat , baik yang sudah 
mengalami gangguan sebelumnya atau yang belum, apakah secara hukum dilindungi atau tidak, dan 
dampak potensialnya  pada atau tergantung pada jasa ekosistem dimana klien mempunyai kontrol 
secara langsung atau pengaruhnya sangat  signifikan . 

124. Apabila upaya menghindari dampak pada keanekaragaman hayati dan jasa ekosistem tidak 
memungkinkan, maka upaya untuk meminimalkan serta memulihkan dampak keanekaragaman 
hayati dan jasa ekosistemnya harus dilakukan. Pendugaan dampak proyek terhadap 
keanekaragaman hayati dan jasa ekosistem untuk jangka panjang mengharuskan klien untuk 
mengadopsi prakt ik pengelolaan yang adaptif dalam pelaksanaan tindakan mitigasi dan pengelolaan 
yang responsif kepada kondisi -kondisi yang berubah dan hasil dari pemantauan selam a siklus hidup 
proyek.   

6.1. Perlindungan dan Pelestarian Keanekaragaman Hayati  

125. Untuk menghindari atau meminimalkan dampak kepada keanekaragaman hayati di wilayah 
pengaruh proyek, klien akan mengkaji dampak penting proyek pada semua tingkatan 
keanekaragaman hayati sebagai bagian terpadu dari proses Penilaian S&E. Penilaian ini akan 
mempertimbangkan perbedaan nilai terkait dengan keanekaragaman hayati oleh para pemangku 
kepentingan, dan juga mengidentifikasi dampak pada jasa ekosistem. Penilaian akan fokus  pada 

                                                        
47  Keanekaragaman hayati didefinisikan sebagai kondisi dari berb agai macam organisme hidup dari seluruh sumber daya 

termasuk, antara lain, terestrial, laut dan ekosistem perairan lainnya serta ekologi yang kompleks di mana mereka menjadi 
bagiannya; termasuk keanekaragaman dalam spesies, antara spesies dan ekosistem . 
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ancaman utama terhadap keanekaragaman hayati, termasuk perusakan habitat dan serbuan spesies 
asing. 

126. Hirarki mitigasi dari perlindungan dan pelestarian  keanekaragaman hayati meliputi 
Penggantian Keanekaragaman Hayati (biodiversity offsets), yang dapat dipertimbangkan hanya 
setelah tindakan menghindari, meminimalkan, dan memulihkan (restoration) sudah dilakukan secara 
tepat 48.  

127. Sebuah upaya penggantian keanekaragaman hayati harus  dirancang dan diterapkan untuk 
mencapai sebuah hasil 49 kelestarian yang terukur, dimana secara rasional diharapkan tindakan 
tersebut tidak akan mengurangi kondisi  keanekaragaman hayati (no net loss of biodiversity) dan 
apabila memungkinkan menghasilka n kondisi keanekargamanan hayati yang lebih baik dari 
sebelumnya (net gain of biodiversity)50. Meskipun demikian, untuk habitat kritis dipersyara tkan untuk 
memberikan hasil yang lebih baik dari yang sebelumnya. Sebuah Upaya penggantian 
keanekaragaman hayati harus dirancang dengan prinsip sepadan atau menjadi lebih baik dan 
dilaksanakan sesuai dengan kelaziman dan praktik yang ada pada saat ini. Tenaga ahli eksternal yang 
memiliki pengetahuan dan pengalaman yang mumpuni tentang perancangan penggantian  
keanekaragaman hayati harus terlibat didalam pelaksanaan pen gembangan kompensasi ini.  

6.2. Habitat  

128. Habitat didefinisikan sebagai sebuah unit geografi terestrial , perairan tawar atau laut , atau 
udara yang mendukung organisme hidup serta interaksinya dengan lingkungan abiotik. Untuk tujuan 
pelaksanaan dari Prinsip ini, habitat dibagi menjadi habitat termodifikasi, habitat alami , dan habitat 
kritis.  

129. Perusakan habitat dianggap sebagai ancaman utama dalam mempertahankan 
keanekaragaman hayati. Habitat dapat dibagi kedalam habitat alami (yaitu wilayah daratan dan 
perairan, dengan komunitas biologi yang sebagian besarnya terbentuk dari tumbuhan dan hewan asli 
daerah tersebut, dan dimana secara substansial, aktivitas manusia nya tidak mengubah area-area 
fungsi ekologis primernya) dan habitat termodifikasi (dimana secara nyat a telah terjadi perubahan 

                                                        
48  Penggantian Keanekaragaman Hayati (Biodiversity offsets ) adalah hasil dari tindakan konservasi yang terukur dimana 

tindakan tersebut dirancang untuk meng ompensasi residu dampak  signifikan  yang merugikan pada keanekaragaman hayati 
akibat pembangunan suatu  proyek namun residu dampak masih ada, meskipun tindakan menghindari , minimalisasi dan 
restorasi yang tepat telah dilakukan.  

49  Hasil konservasi yang terukur untuk keanekaragaman hayati harus dilakukan secara in -situ dan dengan skala geografis yang 
sesuai (misalnya, lokal, tingkat lansekap, nasional, regional).  

50  Prinsip sepadan atau lebih baik (“like-for-like or better” principle) menunjukkan bahwa penggantian keanekaragaman hayati 
harus dirancang untuk melestarikan nilai keanekaragaman hayati yang setara dengan yang terdampak oleh proyek ( an in-
kind offset). Namun, dalam situasi tertentu, area keanekaragaman hayati yang akan terkena dampak proyek mungkin bukan 
prioritas nasional maupun lokal, dan mungkin ada area lain yang memiliki keanekaragaman hayati dengan nilai serupa yang 
menjadi prioritas lebih tinggi untuk konservasi dan pemanfaatan yang berkelanjutan serta dalam kondisi ancaman yang 
akan segera terjadi atau membutuhkan perlindungan atau pengelolaan yang efektif. Dalam situasi ini, mungkin tepat untuk 
mempertimbangkan sebuah tindakan out -of-kind offset yang melibatkan upaya trading -up (misal ketika penggantian 
tersebut menargetkan keanekaragaman hayati dengan prioritas yang lebih tinggi daripada yang terkena dampak proyek 
tersebut) yang sesuai dengan persyaratan dari habitat kritis didalam Prinsip ini.  
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pada habitat alami, yang seringkali ditandai dengan adanya pengenalan spesies tumbuhan dan hewan 
baru, seperti wilayah pertanian). Kedua tipe habitat tersebut dapat mendukung peran penting dari 
keanekaragaman hayati di seluruh tin gkatan, termasuk spesies endemik maupun spesies yang 
terancam punah.  

6.2.1 Habitat Termodifikasi 

130. Suatu habitat mungkin terdiri dari spesies tumbuhan dan/atau hewan yang bukan asli dari 
daerah tersebut  dalam proporsi yang cukup besar, dan/atau dimana kegia tan manusia secara 
substansial telah mengubah sebuah fungsi ekologis primer dan komposisi spesies 51, yang mungkin 
meliputi wilayah -wilayah yang dikelola untuk pertanian, hutan produksi industri, zona reklamasi 52 
pantai dan reklamasi lahan basah.  

131. Prinsip ini berlaku untuk wilayah dengan habitat yang telah temodifikasi  secara signifikan  
termasuk yang mempunyai nilai keanekaragaman hayati yang penting, seperti yang ditentukan dalam  
proses identifikasi risiko dan dampak dalam SEP 1. Klien akan melakukan upaya meminimalkan 
konversi atau degradasi dari habitat termodifikasi tersebut, dan juga akan mengidentifikasi peluang 
untuk memperbaiki habitat dan melindungi serta me lestarikan  kenakeragaman hayati sebagai bagian 
dari operasional klien.   

6.2.2 Habitat Alami 

132. Habitat Alami adalah suatu daerah yang terdiri dari sekumpulan spesies tumbuhan dan/atau 
hewan asli daerah tersebut, dan/atau dimana kegiatan manusianya tidak mengubah fungsi ekologis 
primernya dan komposisi spesies daerah tersebut.  

133. Dalam daerah habitat ala mi, klien tidak akan secara signifikan mengubah atau menurunkan 
kualitas 53 habitat tersebut secara signifikan, kecuali kondisi -kondisi di  bawah ini telah dipenuhi, yaitu:  

¶ Tidak ada alternatif yang tersedia baik dari sisi teknis maupun biaya;  

¶ Manfaat keseluruhan proyek lebih besar daripada biaya, termasuk biaya lingkungan dan 
keanekaragaman hayati;  dan  

¶ Segala konversi atau degradasi dimitigasi secara tepat sesuai dengan hirarki mitigasi.  

                                                        
51  Diluar habitat yang sudah dikonversi untuk antispasi sebuah p royek.  

52  Reklamasi digunakan dalam konteks sebagai sebuah proses untuk menyediakan lahan baru dari laut atau wilayah perairan 
lainnya untuk pemanfaatan  yang produktif.  

53  Konversi atau degradasi yang signifikan adalah: (i) penghapusan atau penurunan kualitas yang parah dari keutuhan habitat 
yang disebabkan oleh perubahan jangka panjang dalam penggunaan lahan atau air; atau (ii) modifikasi habitat yang secara 
substansial mengurangi kemampuan habitat untuk mempertahankan populasi spesies asli yang layak . 
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134. Apabila memungkinkan, tindakan  mitigasi akan dirancang untuk mencegah menurunnya 
kondisi keanekaragaman hayati (no net loss of biodiversity), dan mungkin termasuk sebuah kombinasi 
dari tindakan -tindakan, seperti:  

¶ Identifikasi dan perlindungan dari area yang disediakan proyek untuk upaya pelestarian 
(set-aside)54; 

¶ Restorasi dari habitat selama beroperasinya kegiatan dan pasca operasi;  

¶ Mengganti kehilangan keragaman hayati dengan menciptakan/membangun sebuah 
wilayah ekologis yang setara untuk dikelola keanekaragaman hayatinya 55; 

¶ Meminimalkan penyekatan/fragmentasi hab itat (misalnya  pembuatan  koridor biologi).  

6.2.3 Habitat Kritis 

135. Habitat kritis adalah sebuah habitat baik alami dan termodifikasi yang patut mendapat 
perhatian khusus. Habitat kritis mencakup area -area dengan nilai keanekaragaman hayati tinggi 56, 
termasuk habitat yang dibutuhkan untuk keberlangsungan hidup dari spesies langka dan spesies 
yang terancam punah 57; daerah yang memiliki kepentingan khusus untuk spesies endemik atau 
spesies dengan rentang terbatas; lokasi kritis tempat singgah hewan -hewan yang bermigrasi; daerah 
yang secara global sangat signifikan untuk mendukung kelestarian suatu spesies atau sejumlah 
kumpulan spesies individu; a rea-area dengan kumpulan spesies yang unik atau yang terkait dengan 
proses evolusi penting atau menyediakan jasa ekosist em utama; dan daerah-daerah yang memiliki 
keanekaragaman hayati yang signifikan penting secara sosial, ekonomi, atau budaya bagi masyarakat 
lokal. 

136. Dalam wilayah habitat kritis , klien tidak akan melakukan kegiatan proyek apapun kecuali telah 
memenuhi persyaratan sebagai berikut:  

¶ Tidak ada alternatif lain yang memungkinkan untuk pembangunan proyek tersebut di 
daerah habitat termodifikasi atau habitat alami di wilayah tersebut;  

¶ Tidak ada dampak negatif  yang dapat diukur terhadap kemampuan habitat kritis didalam  
mendukung populasi spesies atau fungsi habitat kritis;  dan 

                                                        
54  ;Set-aside  ́ adalah lahan disuatu daerah atau wilayah yang masih dibawah kontrol pengelolaan, namun diluar wilayah 
pembangunan dan menjadi lahan untuk lokasi pelaksanaan tindakan perbaikan konservasi. ;Set-asides΄ kemungkinan 
memiliki nilai yang signif ikan dan / atau menyediakan jasa ekosistem yang signifikan baik pada tingkat lokal, nasional dan 
/atau regional. Pendekatan atau metodologi yang diakui secara internasional (misal Nilai Konservasi Tinggi, perencanaan 
konservasi yang sistematis) dapat digun akan untuk menentukan lokasi tersebut.   

55  Klien akan menghormati penggunaan keanekaragaman hayati yang sedang berlangsung oleh Masyarakat Adat atau 
masyarakat tradisional.  

56  Seperti daerah yang memenuhi kriteria klasifikasi World Conservation Union (IUCN). 

57  Seperti yang didefinisikan dalam Red List IUCN untuk Spesies yang Terancam atau sebagaimana yang didefinisikan dalam 
undang-undang nasional.  
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¶ Tidak ada pengurangan populasi 58 apapun dari spesies yang terancam punah atau 
spesies langka59. 

137. Bila klien dapat memenuhi persyaratan diatas untuk habitat kritis, klien akan menjelaska n 
strategi mitigasinya didalam sebuah Rencana Tindakan Keanekaragaman Hayati (Biodiversity Action 
Plan – BAP). Tujuan utama dari BAP adalah untuk mencapai hasil yang lebih baik  dari sebelumnya 
(net gain of biodiversity)60 dari nilai keanekaragaman hayati.  

6.3. Kawasan Lindung Secara Hukum 

138. Dalam kondisi  dimana lokasi proyek berada dalam wilayah kawasan lindung 61 yang diatur 
dalam perundangan, atau wilayah yang dikenali secara internasional, maka persyaratannya adalah:  

¶ Bertindak sesuai dengan rencana pengelolaan kawasan lindung yang sudah ditetapkan;  

¶ Melakukan konsultasi dengan sponsor dan pengelola kawasan lindung, masyarakat 
lokal, dan pemangku kepentingan utama yang lain mengenai proyek yang diusulkan ini;  
dan 

¶ Jika sesuai, melaksanakan program tambahan untuk mempromosikan dan 
meningkatkan tujuan dari kelestarian kawasan lindung tersebut.  

6.4. Serbuan Spesies Asing 

139. Pengenalan/pemasukan  yang disengaja atau tidak disengaja dari spesies flora dan fauna 
asing atau yang bukan asli ke suatu wilayah dimana spesies asing tersebut itu biasanya tidak 
ditemukan, akan dapat menjadi ancaman yang signifikan bagi keanekaragaman hayati, karena 
beberapa spesies asing dapat menjadi bersifat invasif, menyebar dengan cepat , dan berkompetisi 
secara luar biasa.  

140. Pihak klien tidak  akan dengan sengaja mengenalkan spesies asing baru apapun (yang saat 
ini tidak sedang disiapkan/dikembangkan di negara atau diwilayah proyek) kecuali jika hal ini 
dilakukan sesuai dengan kerangka kerja peratura n yang ada untuk pengenalan tersebut, jika kerangka 

                                                        
58  Pengurangan bersih (Net reduction) didefinisikan sebagai kehilangan individu tunggal atau kumulatif y ang berdampak 

kepada spesies untuk bertahan selama beberapa generasi atau dalam jangka waktu yang lama  pada skala global dan/atau 
regional/nasional. Skala pengurangan bersih potensial (yaitu global dan/atau regional/nasional) didasarkan pada daftar 
spesies dalam Daftar Merah IUCN (Red List IUCN) dan/atau daftar regional/nasional. Spesies yang terdaftar di Daftar Merah 
IUCN (global) dan daftar nasional/regional, pengurangan bersih akan didasarkan pada populasi nasional/regional.  

59  Seperti yang didefinisika n dalam Daftar Merah IUCN untuk Spesies yang Terancam Punah atau sebagaimana yang 
didefinisikan dalam undang -undang nasional.  

60  Keuntungan bersih (Net gains: berarti bahwa ada lebih banyak keuntungan daripada kerugian karena pembangunan sebuah 
proyek) dapat dicapai melalui sebuah penggantian keanekaragaman hayati ( biodiversity offset ) dan/atau melalui 
pelaksanaan program-program in-situ untuk memperbaiki dan melindungi dan mengkonservasi keanekaragaman hayati . 

61  Sebuah wilayah yang mungkin ditujukan se bagai kawasan lindung berdasarkan peraturan untuk berbagai macam tujuan. 
Prinsip ini mengacu pada kawasan yang secara hukum yang diperuntukan untuk perlindungan atau konservasi 
keanekaragaman hayati, termasuk wilayah yang diusulkan oleh pemerintah untuk tu juan tersebut.   
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kerja tersebut ada, atau tergantung pada sebuah kajian risiko (sebagai bagian dari Penilaian S&E) 
untuk menentukan potensi perilaku invasif. Klien tidak akan dengan sengaja mengenalkan spesies 
asing apapun dengan risiko perilaku invasif yang tinggi atau spesies invasif yang sudah diketahui 
sebelumnya, dan akan melakukan suatu tindakan yang tepat untuk  mencegah pengenalan baik yang 
disengaja maupun yang tidak disengaja.    

6.5. Pengelolaan Jasa Ekosistem  

141. Jasa ekosistem  adalah manfaat yang diperoleh orang-orang/ang gota masyarakat  dan bisnis  
dari ekosistem , yang dikategorikan dalam empat jasa, yaitu:  

(i) Jasa penyediaan adalah merupakan produk yang diperoleh orang-orang dari ekosistem;  

(ii) Jasa pengaturan adalah manfaat yang diperoleh orang-orang dari pengaturan sesuatu 
proses dalam ekosistem;  

(iii)  Jasa budaya adalah manfaat non -material yang diperoleh orang-orang  dari ekosistem; dan 

(iv) Jasa pendukung yang merupakan proses alami dalam menjaga jasa -jasa lainnya. 

142. Nilai dari jasa ekosistem oleh manusia seringkali didukung oleh adanya keanekaragaman 
hayati. Oleh karena itu, dampak negatif  terhadap keanekaragaman ini serin gkali memberikan 
pengaruh yang merugikan juga kepada jasa ekosistem.  

143. Bila dari proses identifikasi risiko dan dampak,  terindikasi  bahwa proyek kemungkinan besar 
memberikan dampak negatif pada jasa ekosistem, klien akan menerapkan sebuah kajian yang 
sistem atis untuk mengidentifikasi jasa ekosistem yang utama. Jasa ekosistem yang diprioritaskan 
ada dua hal, yaitu: 

(i) Jasa dimana operasional proyek kemungkinan besar akan berdampak dan karenanya itu 
akan memberikan dampak yang merugikan bagi masyarakat; dan/atau  

(ii) Jasa yang proyeknya bergantung langsung pada operasinya (misalnya air).  

144. Dalam kasus dimana dampak terhadap jasa ekosistem prioritas tidak terhindarkan, maka 
klien akan meminimalkan  dampak dan melakukan langkah -langkah mitigasi untuk menjaga nilai dan 
fungs inya. Untuk dampak kepada jasa ekosistem utama  dimana proyek sangat bergantung padanya, 
klien harus meminimalkan dampak tersebut dan melakukan upaya untuk meningkatkan efisensi 
sumberdaya didalam operasionalnya (seperti yang dijelaskan dalam SEP 3). Untuk tambahan 
penjelasan terkait jasa ekosistem dapat dilihat dalam SEP 4, 5, 7 dan 8. 

6.6. Rantai Pasokan 

145. Dalam hal klien membeli produk utama dari wilayah dimana terdapat risiko yang signifikan 
dari habitat alami dan/ atau habitat yang telah berubah fungsi  tersebut, maka klien akan mengevaluasi  
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pemasok utamanya. Klien akan melakukan verifikasi, sebagai bagian dari SEMS, dengan tujuan 
sebagai berikut:  

(i) Mengidentifikasi sumber dari pasokan dan tipe habitatnya;  

(ii) Melakukan penilaian yang terus menerus dari rantai  pemasok utama klien;  

(iii)  Membatasi pengadaan dari pemasok yang berkontribusi secara signifikan terhadap 
konversi habitat alami dan/atau habitat kritis;  

(iv) Bila memungkinkan, mengganti rantai pemasok klien dari waktu ke waktu ke pemasok yang 
tidak memberikan damp ak signifikan terhadap habitat alami dan/atau habitat kritis,  

146. Kontrol dari klien atas pengaruh pemasok utamanya akan memberikan kontribusi signifikan 
terhadap kemampuan klien dalam menangani masalah rantai pasokan.  
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PRINSIP 7 (SEP 7):  MASYARAKAT ADAT 

147. Berlaku atau tidaknya Prinsip ini ditetapkan selama proses Penilaian S&E, sedangkan 
pelaksanaan tindakan yang diperlukan  dari Prinsip ini dikelola pada SEMS milik klien. Penilaian dan 
persyaratan sistem pengelolaan  diuraikan pada SEP 1.   

148. Tidak ada definisi  yang disepakati  secara umum mengenai konsep Masyarakat Adat  
(Indigenous Peoples - IP). Masyarakat Adat  pada berbagai negara bisa dirujuk dengan beragam istilah 
lain seperti ;etnis asli minoritas΄, ;aborijinal΄, ;suku gunung΄, ;suku bangsa minoritas΄, ;suku-suku 
musim an΄, ;bumi putra΄, atau ;kelompok tribal΄.  

149. Pada Prinsip ini, istilah ͺIndigenous Peoplesͻ atau ͺMasyarakat Adatͻ digunakan dalam arti 
umum yang merujuk pada sebuah kelompok sosial dan budaya yang rentan dan berbeda 
dibandingkan dengan masyarakat dominan serta dalam derajat yang berbeda-beda memiliki 
karakteristik  berikut  :  

¶ Pengakuan atas diri sendiri sebagai bagian dari sebuah kelompok budaya tertentu  dan 
diakui oleh orang atau kelompok lain di sekitarnya ; 

¶ Keterikatan kolektif terhadap habitat geografis  tertentu  atau wilayah leluhur di area 
proyek dan keterikatan terhadap berbagai sumber daya alam di habitat atau wilayah 
tersebut . Karakteristik ini juga mencakup kelompok sosial yang telah kehilangan 
keterikatan kolektif  mereka atas habitat  atau wilayah leluhur tersebut karena 
disingkirkan dengan paksaan, konflik, program  pemukiman kembali dari pemerintah, 
perampasan tanah, bencana alam atau meleburnya wilayah mereka menjadi kawasan 
perkotaan;  

¶ Institusi adat budaya, ekonomi, sosial, atau politik yang terpisah dari masyarakat atau 
budaya dominan ; dan 

¶ Bahasa asli, yang biasanya berbeda dari bahasa resmi nasional  atau regional .  

150. Pertimbangan teknis dan masukan dari para ahli yang kompeten mungkin dibutuhkan u ntuk 
memastikan apakah kelompok masyarakat tertentu dapat dianggap sebagai Masyarakat Adat  
sebagaimana dimaksudkan dalam Prinsip ini .  

7.1  Persyaratan Umum 

7.1.1 Menghindari Dampak yang Merugikan  

151. Melalui proses Penilaian S&E, Klien akan mengidentifikasi  semua kelompok Masyarakat Adat  
yang berpotensi terdampak oleh kegiatan proyek di dalam cakupan wilayah terpengaruh proyek, 
termasuk mengidentifikasi sifat dan tingkatan dampak sosial, budaya (termasuk warisan budaya 62),  

                                                        
62  Persyaratan tambahan untuk Klien terkait perlindungan warisan budaya diatur dalam SEP 8.  
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dan lingkungan bagi kelompok Masyarakat Adat  tersebut, serta menghindari dampak  merugikan bila 
memungkinkan.    

152. Jika berbagai alternatif telah  dikaji  dan penghindaran tidak mungkin dilakukan, maka klien 
perlu meminimalkan, memulihkan, dan/atau memberikan kompensasi atas dampak yang timbul 
dengan cara yang sesuai dengan budaya setempat  dan disesuaikan dengan sifat dan skala dampak 
tersebut, serta tingkat kerentanan Masyarakat Adat  terdampak. Tindakan mitigasi yang akan 
dilakukan klien dirancang dengan adanya partisipasi Masyarakat Adat  yang telah diberi informasi 
mengenai proyek yang bersangkutan dan adanya rencana dengan tata -waktu pelaksanaan misalnya 
Rencana Masyarakat Adat  (Indigenous Peoples Plan - IPP), atau sebuah rencana pembangunan 
masyarakat yang lebih luas  dengan  komponen terpisah khusus untuk Masyarakat Adat.63.  

7.1.2 Partisipasi dan Persetujuan  

153. Klien akan membangun hubungan yang berkesinambungan  dan konsultasi yang bermakna 
(meaningful consultation) dengan  Masyarakat Adat  terdampak  proyek sedini mungkin pada saat  
perencanaan proyek disusun dan sepanjang siklus proyek. Untuk proyek -proyek dengan dampak 
merugikan terhadap Masyarakat Adat , klien perlu memastikan proses konsultasi menerapkan Prinsip 
Keputusan Bebas, Didahulukan dan Diinformasikan (KBDD /  Free, Prior, Informed Consent - FPIC) dan 
memfasilitasi proses partisipasi  Masyarakat Adat  terkait dengan dampak langsung dari , misalnya 
usulan masyarakat terkait upaya mitigasi, pengembangan mekanisme berbagi manfaat dan peluang, 
serta masalah -masalah dalam pelaksanaan proyek.   

154. Proses pelibatan masyarakat perlu dilakukan dengan cara yang dapat diterima oleh budaya 
masyarakat yang bersangkutan  dan setara dengan risiko dan potensi dampak  proyek terhadap 
Masyarakat Adat . Secara khusus, proses pelibatan masyarakat mencakup langkah-langkah berikut 
ini: 

¶ Melibatkan perwakilan lembaga Masyarakat Adat  terkait (misalnya Dewan Adat atau 
Lembaga Desa)), dan juga anggota Masyarakat Adat  terdampak ; 

¶ Terbuka bagi partisipasti dari kelompok perempuan dan laki -laki serta berbagai 
kelompok usia yang sesuai dengan budaya setempat;  

¶ Memberikan waktu yang cukup bagi Masyarakat Adat  dalam proses membuat 
keputusan 64. 

155. Memfasilitasi Masyarakat Adat  untuk dapat mengekspresikan pandangan, kekhawatira n, dan 
usulan dengan cara dan bahasa yang mereka pilih sendiri,  tanpa manipulasi  atau campur tangan  dari 

                                                        
63  Perumusan perencanaan yang layak membutuhkan bantuan tenaga ahli. Sebuah rencana pengembangan masyarakat bisa 

saja lebih tepat apabila Masyaraka t Adat diintegrasikan dengan masyarakat terdampak yang lebih luas.  

64  Meskipun tidak selalu, proses pembuatan keputusan internal umumnya berdasarkan keputusan kolektif. Dalam 
pengambilan  keputusan tersebut mungkin akan ada ketidaksepakatan, dan keputusan mungkin akan ditentang oleh pihak -
pihak lain dalam sebuah komunitas. Dengan demikian proses konsultasi harus cukup sensitif terhadap dinamika tersebut  
dan memberikan waktu yang cukup untuk proses pembuatan keputusan internal itu terjadi dengan adanya persetujuan dari 
mayoritas partisipan.   
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luar, tanpa paksaan dan tanpa intimidasi; serta memastikan bahwa proyek mempunyai mekanisme 
penanganan keluhan masyarakat  yang secara budaya bisa diterima oleh Masyarakat Adat  yang 
bersangkutan  sebagaimana diuraikan di SEP 1.   

156. Prinsip KBDD berlaku pada fase perancangan proyek, pelaksanaan proyek, dan pada 
perumusan hasil-hasil yang diharapkan  berkaitan dengan dampak  proyek terhadap Masyarakat Adat . 
Terdapat setidaknya tiga kondisi untuk berlakunya Prinsip KBDD, yaitu: (i) Jika proyek melakukan 
pengembangan untuk tujuan komersial dari sumber daya alam milik Masyarakat Adat  yang berada 
dalam wilayah adat mereka; (ii) jika proyek melakukan pemindahan fisik terhadap Masyarakat Adat  
yang mengakibatkan terjadinya dampak merugikan terhadap identita s, budaya, dan penghidupan 
mereka; dan (iii) jika proyek memanfaatkan sumber daya budaya dan pengetahuan tradisional milik 
Masyarakat Adat  untuk tujuan komersial . Apabila Proyek melakukan salah satu dari ketiga kondisi 
tersebut, maka klien perlu bekerjasama dengan tenaga ahli eksternal untuk membantu mendampingi 
proses identifikasi risiko dan dampak proyek terhadap Masyarakat Adat . Persetujuan dalam konteks 
ini merujuk pada ekspresi kolektif dari kelompok Masyarakat Adat  terdampak  yang diungkapkan 
sebagai bentuk dukungan masyarakat luas terhadap sebuah Proyek. Ekspresi kolektif ini bisa 
disampaikan  melalui individu -individu  anggota Masyarakat Adat  dan/atau perwakilan Masyarakat  
Adatyang diakui. Oleh karena itu, untuk mendapatkan KBDD, tidak diperlukan adanya persetujuan dari 
semua individu anggota Masyarakat Adat . KBBD tetap bisa dicapai meskipun ada individu -individu 
atau kelompok dalam Masyarakat Adat yang secara terbuka menyatakan ketidaksetujuan  mereka 
terhadap Proyek. Hal-hal berikut perlu untuk didokumentasikan:  

¶ Proses kerjasama yang saling menguntungkan antara klien dan Masyarakat Adat  
terdampak, dan  

¶ Bukti adanya kesepakatan antara pihak-pihak tersebut sebagai hasil dari negosiasi.   

7.1.3 Mitigasi dan Manfaat Pembangunan 

157. Melalui proses KBDD dengan Masyarakat Adat  terdampak, Klien akan berusaha 
mengidentifikasi upaya -upaya mitigasi  sesuai dengan hirarki mitigasi sebagaimana diuraikan pada 
SEP 1 termasuk identifikasi peluang-peluang yang sesuai dengan budaya masyarakat dan manfaat 
pembangunan proyek yang berkelanjutan. Peluang-peluang tersebut sebaiknya sebanding dengan 
dampak proyek, dengan tujuan untuk memperbaiki taraf hidup dan penghidupan masyarakat dengan 
cara-cara yang sesuai dengan budaya setempat , dan mendukung keberlanjutan  jangka panjang dari 
pengelolaan sumberdaya alam yang menjadi tumpuan hidup Masyark aat Adat. Klien akan 
mendokumentasikan upaya mitigasi dan manfaat pembangunan  proyek, dan mewujudkannya bagi 
Masyarakat Adat  terdampak dalam jangka waktu yang sesuai dan dengan cara yang adil.   

158. Hukum, pranata dan adat istiadat dari Masyarakat Adat  terdampak menjadi pertimbangkan 
dalam penentuan, pemenuhan dan pembagian kompensasi dan bentuk pembagian manfaat lainnya . 
Pihak yang layak mendapat kompensasi bisa berupa kelompok atau individu, atau kombinasi 
keduanya. Jika penguasaan atas sumberdaya, aset, dan proses pembuatan keputusan lebih 
ditentukan oleh kolektivitas masyarakat , maka  klien perlu memastikan bahwa manfaat dan 
kompensasi diterima masyarakat secara kolektif dan memperhitungkan adanya perbedaan 
kebutuhan linta s generasi.  
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159. Beberapa faktor dapat digunakan oleh klien untuk menentukan bagaimana Masyarakat Adat  
terdampak dapat memperoleh manfaat  dari proyek. Faktor-faktor ini termasuk, tapi tidak terbatas 
kepada, karakteristik proyek, konteks proyek dan tingkat kerentanan masyarakat. Klien perlu 
menciptakan peluang -peluang yang ditujukan untuk memenuhi tujuan dan preferensi Masyarakat 
Adat termasuk untuk meningkatkan taraf hidup dan penghidupan mereka dengan cara yang sesuai 
dengan budaya masyarakat . Klien juga perlu mendorong keberlanjutan jangka panjang dari 
pemanfaatan sumber daya alam yang menjadi tumpuan hidup Masyarakat Adat .  

7.2. Persyaratan Khusus 

160. Karena Masyarakat Adat  secara khusus mungkin rentan terhadap hal-hal yang berkaitan 
dengan proyek seperti yang akan dipaparkan di bawah ini, persyaratan -persyaratan berikut ini  juga 
akan berlaku pada kondisi -kondisi ini selain Persyaratan Umum seperti sudah dijabarkan di atas. J ika 
ada Persyaratan Khusus yang perlu diterapkan, klien perlu menggunakan bantuan tenaga ahli untuk 
membantu  dalam  melakukan proses Penilaian. 

7.2.1 Dampak terhadap Tanah-Tanah Adat yang Digunakan  

161. Masyarakat Adat  seringkali mempunyai keterikatan erat terhadap tanah adat dan 
sumberdaya alam di atasnya. Meskipun t anah-tanah adat ini seringkali tidak berada di bawah 
kepemilikan legal menurut hukum nasional , tetapi penggunaan tanah-tanah ini, termasuk untuk 
penggunaan musiman atau gilir -balik oleh Masyarakat Adat  untuk penghidupan, budaya, seremonial 
atau spiritual yang membentuk identitas dan komunitas mereka, seringkali bisa dibuktikan dan 
didokumentasikan.   

162. Jika klien merencanakan lokasi proyek atau mengembangkan sumberdaya alam untuk tujuan 
komersial berada di wilayah adat yang digunakan Masyarakat Adat , dan proyek tersebut berpotensi 
menimbulkan dampak merugikan 65 terhadap penghidupan, kegiatan-kegiatan budaya, ritual , dan 
spiritual yang menjadi identitas Masyarakat Adat  yang bersangkutan, maka klien harus menghormati 
penggunaan tanah ters ebut oleh Masyarakat Adat  dan klien perlu melakukan hal -hal berikut;  

¶ Klien akan mendokumentasikan upaya -upayanya untuk menghindari atau paling tidak 
meminimalkan luasan tanah adat yang digunakan untuk kegiatan proyek; 

¶ Klien akan mendokumentasikan upaya -upayanya untuk menghindari atau paling tidak 
meminimalkan dampak -dampak proyek terhadap sumberdaya alam dan area alamiah 
yang penting bagi Masyarakat Adat  (seperti hilangnya akses pada sumber daya atau 
aset atau adanya pembatasan atas pemanfaatan tanah akibat keberadaan proyek ); 

¶ Klien akan mengidentifikasi dan mengkaji seluruh kepemilikan dan pemanfaatan 
tradisional atas sumberdaya sebelum dilakukannya pembelian atau sewa tanah; dan 

                                                        
65  Dampak merugikan tersebut bisa termasuk hilangnya akses atas aset atau sumberdaya, atau adanya pembatasan atas  

pemanfaatan lahan akibat dari aktivitas proyek.  
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¶ Sumberdaya milik  Masyarakat Adat  akan didokumentasi kan oleh tenaga ahli yang akan 
bekerjasama dengan Masyarakat Adat  terdampak tanpa berprasangka apapun terkait 
dengan klaim-klaim masyarakat atas tanah mereka 66. Penilaian perlu dilakukan melalui 
proses inklusif gender dan secara khusus memperhatikan  peran perempuan dalam 
pengelolaan dan pemanfataan sumberdaya;  

¶ Masyarakat Adat  terdampak akan diinformasikan mengenai hak -hak mereka atas tanah 
menurut hukum nasional, termasuk semua perundangan nasional mengenai hak dan 
pemanfaatan  sumberdaya secara tradisional ;  

¶ Klien akan menawarkan kepada Masyarakat Adat  terdampak  paling tidak sebuah 
kompensasi dan proses  legal jika proyek mencakup pengembangan tanah  adat dan 
sumberdaya di dalamnya untuk tujuan komersial. Klien juga  perlu mengembangkan 
berbagai peluang pembangunan berkelanjutan yang sesuai dengan budaya setempat, 
termasuk:  

Á Klien akan memberikan kompensasi berbasis lahan, atau kompensasi yang setimpal  
sebagai pengganti kompensasi uang tunai 67;  

Á Ketika proyek mengakibatkan hilangnya akses atas tanah dan hilangnya sumber 
daya alam akibat pengadaan tanah, maka klien akan memastikan bahwa 
Masyarakat Adat  terdampak akan tetap dapat mengakses sumber daya alam yang 
tersedia, mengidentifikasi pengga ntian yang setara dengan sumber daya tersebut  
atau memberikan kompensasi dan alternatif penghidupan;  

Á Ketika proyek akan memanfaatkan sumber daya yang merupakan tumpuan 
identitas dan penghidupan Masyarakat Adat , maka klien perlu memastikan bahwa 
akan ada pembagian hasil yang adil dari pemanfaatan sumberdaya alam tersebut ; 
dan 

Á Klien akan memberikan Masyarakat Adat  terdampak akses, pemanfaatan dan 
singgahan sementara pada tanah yang sedang dikerjakan untuk proyek dengan 
tetap mempertimbangkan aspek keselamatan, kesehatan, dan keamanan.  

¶ Klien harus memiliki niat  yang baik dalam bernegosiasi dengan Masyarakat Adat  
terdampak  dan mendokumentasikan partisipasi  dan persetujuan  Masyarakat Adat  
sebagai sebuah bentuk keberhasilan dari proses negosiasi.   

                                                        
66  Sementara Prinsip ini mensyaratkan perlunya pembuktian dan dokumentasi dari pemanfaatan lahan, Klien juga perlu 

menyadari bahwa tanah tersebut mungkin sedang dalam kondisi pemanfaatan alternatif yang dirancang oleh pemerintah 
atau instansi yang berwenang lainnya.   

67  Jika, dalam beberapa kondisi  klien tidak mampu memberikan lahan pengganti, maka klien akan memberikan verifikasi. 
Dalam hal ini, klien akan memberikan bentuk kompensasi selain -tanah berupa peluang untuk mendapatkan penghasilan 
alternatif sebagai bentuk pembe rian kompensasi non tunai kepada masyarakat adat.   
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7.2.2 Relokasi Masyarakat Adat dari Tanah dan Sumberdaya Alam yang Dimiliki secara 
Tradisional atau Dimanfaatkan secara Adat 

163. Klien akan mempertimbangkan alternatif rancangan proyek untuk menghindari relokasi 
Masyarakat Adat  dari tanah adat  mereka dan sumber daya alam di dalamnya yang dimiliki secara 
komunal 68. Jika relokasi tidak terhindarkan, maka klien tidak akan melanjutkan proyek tersebut , 
kecuali jika KBDD telah dicapai sebagaimana dipaparkan di atas. Setiap relokasi Masyarakat Adat  
akan dilakukan konsisten dengan Perencanaan dan Implementasi Pemukiman Kembali dengan 
mengikuti ketentuan dari SEP 5. Jika memungkinkan, Masyarakat Adat  yang direlokasi  harus bisa 
kembali ke tanah adat  mereka jika alasan relokasi tidak ada lagi.  

7.2.3 Warisan Budaya Penting  

164. Klien akan memprioritaskan untuk menghindari adanya dampak proyek terhadap  warisan 
budaya penting 69 yang esensial bagi identitas dan/atau budaya, upacara adat, dan aspek spiritual dari 
Masyarakat Adat . Jika penghindaran ini tidak bisa dilakukan, maka klien perlu mendapatkan 
persetujuan melalui  KBDD dari Masyarakat Adat  terdampak.  

165. Jika sebuah proyek merencanakan untuk memanfaatkan warisan budaya, seperti 
pengetahuan, temuan-temuan lokal, atau praktik -praktik Masyarakat Adat  untuk tujuan komersial, 
maka klien harus memberitahu Masyarakat Adat  terdampak mengenai: (i) hak-hak Masyarakat Adat  
menurut hukum nasional ; (ii) ruang lingkup dan sifat dari  pengembangan proyekkomersial  yang 
direncanakan; (iii) konsekuensi  yang bisa terjadi akibat dari pengembangan proyek; dan (iv) 
persetujuan dari masyarakat melalui Prinsip KBDD. Klien juga perlu memastikan adanya pembagian 
hasil yang adil dan setara dari komersialisasi sumber budaya tersebut.  

                                                        
68  Jika anggota Masyarakat Adat terdampak memiliki sertifikat hak milik tanah individual, atau jika ada peraturan perundangan 

nasional yang mengakui keberadaan tanah adat bagi individual, maka proses akan tetap mengikuti persyaratan SEP 5 
dibandingkan peraturan perundangan tersebut.  

69  Warisan Budaya Penting termasuk bentang alam dengan nilai budaya dan atau nilai spiritual seperti makam keramat, badan 
air dan aliran air keramat, dan juga batu dan pohon keramat.  
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PRINSIP 8 (SEP 8):  BENDA DAN WARISAN BUDAYA 

166. SEP 8 mengakui pentingnya warisan budaya bagi generasi sekarang dan masa depan. 
Konsisten dengan dengan Konvensi Tentang Perlindungan Warisan Budaya dan Alam Dunia 
(Convention Concerning the Protection of the World Cultural and Natural Heritage), Prinsip  ini bertujuan 
untuk melindungi warisan budaya yang tidak tergantikan dan untuk memberikan panduan kepada 
klien dalam menjaga warisan budaya pada operasi bisnisnya. Selain itu , persyaratan Prinsip  ini 
terhadap proyek yang menggunakan warisan budaya didasarkan pada standar yang ditetapkan oleh  
Konvensi Tentang Keanekaragaman Hayati  (Convention on Biological Diversity). 

167. Berlaku atau tidaknya Prinsip  ini ditetapkan  melalui proses Penilaian S&E, sedangkan 
pelaksanaan yang dianggap perlu dari Prinsip ini dikelola melalui SEMS yang dimiliki oleh  klien. 
Persyaratan penilaian dan sistem pengelolaan diuraikan dalam SEP 1. 

168. Untuk tujuan Prinsip ini, konsep warisan budaya mengacu pada:  

(i) Bentuk warisan budaya yang nyata (berwujud /tangible )70, seperti benda, struktur, dan situs 
berwujud yang memiliki nilai arkeologis (prasejarah), paleontologis, sejarah, budaya, seni, 
dan nilai religius ; 

(ii) Lingkungan alami yang unik atau benda nyata/berwujud yang memilki nilai budaya, seperti 
hutan  batu, danau, dan air terjun yang dikeramatkan ; dan 

(iii)  Bentuk budaya yang tidak nyata/tidak berwujud  (intangible)  yang diusulkan untuk 
digunakan untuk tujuan komersia l, seperti pengetahuan budaya, serta inovasi dan praktik -
praktik  masyarakat yang  merepresentasikan  gaya hidup tradisional. Persyaratan Prinsip ini 
berlaku untuk semua warisan budaya terlepas apakah secara hukum warisan tersebut telah 
dilindungi atau sudah dirusak sebelumnya. Prinsip ini tidak berlaku untuk warisan budaya  
milik Masyarakat Adat ; SEP 7 secara khusus memberikan penjelasan terkait persyaratan 
ini.  

8.1. Perlindungan Warisan Budaya pada Rancangan dan Pelaksanaan 
Proyek 

8.1.1 Praktik yang Diakui Internasional 

169. Selain mematuhi peraturan nasional yang relevan mengenai perlindungan warisan budaya, 
termasuk peraturan nasional yang menerapkan kewajiban negara di bawah Konvensi mengenai 
Perlindungan Warisan Budaya dan Alam Dunia dan hukum internasional lain  yang relevan, klien akan 
melindungi dan mendukung warisan budaya dengan melakukan praktik perlindungan yang diakui 

                                                        
70  Warisan budaya yang nyata/berwujud  (tangible)  dianggap sebagai sumber daya yang unik dan seringkali tidak terbarukan 

yang memiliki nilai budaya, ilmiah, spiritual, atau keagamaan dan mencakup objek yang dapat dipindahkan atau tidak 
bergerak, situs, struktur, kelompok struktur, fitur alami, atau lanskap yang memiliki arkeologis, paleontologis, nilai sejara h, 
arsitektur, agama, estetika, atau budaya lainnya.  
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secara internasional, pelaksanaan studi lapangan, dan pendokumentasi an warisan budaya. Ketika 
proses penilaian risiko dan dampak dari proyek mengidentifikasi kan kemungkinan adanya dampak 
proyel terhadap warisan budaya, klien perlu menggunakan tenaga ahli yang mempunyai kualifikasi 
dan berpengalaman untuk membantu dalam Penilaian. 

8.1.2 Prosedur Penemuan Tak Terduga  

170. Klien bertanggung jawab untuk menempatkan lokasi dan desain proyek untuk menghindari 
kerusakan signifikan terhadap warisan budaya. Jika lokasi yang diusulkan untuk proyek terletak di 
kawasan yang memungkinkan ditemukan benda warisan budaya, baik saat konstruksi maupun 
operasi, klien akan melaksanakan Prosedur Penemuan Tak Terduga (Chance Find Procedures)71 yang 
disusun  melalui Penilaian S&E. Klien tidak akan mengganggu aset bersejarah yang ditemukan hingga 
dibuat penilaian oleh tenaga ahli  yang kompeten serta tindakan yang sesuai dengan persyaratan 
Prinsip ini. 

8.1.3 Konsultasi 

171. Jika sebuah proyek berdampak kepada warisan budaya, klien akan berkonsultasi dengan 
masyarakat terdampak yang menggunakan atau telah menggunakan warisan budaya terse but untuk 
tujuan -tujuan budaya dalam jangka waktu yang sudah lama. Klien akan berkonsultasi dengan 
masyarakat terdampak  untuk mengidentifikasi pentingnya warisan budaya dan menjadikannya 
acuan bagi proses pengambilan keputusan. Konsultasi juga perlu melib atkan Instansi Pemerintah 
baik pusat maupun daerah yang relevan dan memiliki kewenangan terkait perlindungan warisan 
budaya. 

8.1.4 Akses Masyarakat  

172. Jika di lokasi proyek terdapat warisan budaya atau kegiatan proyek membatasi akses 
masyarakat terhadap wari san budaya yang digunakan atau telah digunakan oleh masyarakat untuk 
tujuan -tujuan budaya dalam jangka waktu yang sudah lama, Klien perlu memberikan akses 
berkelanjutan atau jalur alternatif berdasarkan konsultasi di atas dengan tetap mempertimbangkan 
aspek kesehatan, keselamatan dan keamanan.    

8.1.5 Pemindahan Warisan Budaya yang Dapat Direplikasi 

173. Pada kasus ketika proyek yang berdampak pada warisan budaya yang nyata/ berwujud 
(tangible) yang dapat direplikasi 72 (tetapi tidak kritis), klien akan menerapkan langkah -langkah mitigasi 

                                                        
71  Prosedur temu lapor aset bersejarah adalah prosedur yang spesifik pada setiap proyek yang menguraikan tindakan yang 

harus diambil jika sebelumnya tidak diketahui ada warisan budaya yang ditemukan.  

72  Warisan budaya yang dapat direplikasi adalah bentuk warisan budaya yang nyat a/berwujud yang dapat dipindahkan ke 
lokasi lain atau dapat digantikan oleh struktur atau fitur alami yang serupa dimana nilai budaya dapat ditransfer dengan 
tindakan yang tepat. Klien dapat mempertimbangkan bahwa situs arkeologi atau sejarah dapat ditiru jika nilai budaya 
tersebut terwakili dengan baik didalam situs dan/atau struktur lain.  
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untuk menghindari pemindahan warisan budaya. Bila hal ini tidak dapat dihindari, klien akan 
menerapkan hirarki mitigasi sebagai berikut ini:  

¶ Klien akan meminimalkan dampak merugikan dari proyek dan menerapkan tindakan 
pemulihan setempat ( in-situ). Tindakan pemulihan perlu memastikan adanya 
pemeliharaan nilai dan fungsi warisan budaya, termasuk ekosistem pendukung (sesuai 
dengan persyaratan SEP 6); 

¶ Jika pemulihan di lokasi situs tidak mungkin dilakukan, klien perlu mengembalikan 
fungsi warisan budaya di lokasi yang berbeda, termasuk ekosistem pendukungnya;  

¶ Bila proyek melibatkan pemindahan secara permanen dari artefak dan struktur 
arkeologis dan bersejarah , klien perlu  melaksanakan proses pemindahan sesuai dengan 
persyaratan dalam Prinsip ini; dan  

¶ Klien akan memberikan kompensasi atas hilangnya warisan budaya yang 
nyata/ berwujud (tangible) tersebut ketika  Proyek dapat membuktikan  bahwa upaya 
meminimalkan dampak negatif  serta restorasi untuk mempertahankan nilai dan fungsi 
warisan budaya tidak mungkin dilakukan, serta ketika warisan budaya yang 
nyata/berwujud tersebut digunakan oleh masyarakat terdampak  (PAP) untuk tujuan -
tujuan budaya dalam waktu yang sudah lama.   

8.1.6 Pemindahan Warisan Budaya yang Tidak Dapat Direplikasi 

174. Perlindungan terbaik untuk warisan budaya adalah pelestarian di tempat aslinya, karena 
pemindahan kemungkinan akan mengakibatkan kerusakan warisan budaya  tersebut . Klien tidak akan 
memindahkan warisan budaya yang tidak dapat di replikasi 73, kecuali jika persyaratan berikut 
terpenuhi: 

¶ Tidak ada alternatif yang layak secara teknis atau finansial dari pemindahan warisan 
budaya tersebut ; 

¶ Manfaat keseluruhan proyek lebih b esar daripada kehilangan warisan budaya tersebut; 
dan 

¶ Pemindahan warisan budaya dilakukan dengan teknik terbaik yang tersedia.  

8.1.7 Warisan Budaya Penting 

175. Warisan budaya penting  terdiri dari satu atau kedua jenis warisan budaya berikut ini:  

                                                        
73  Warisan budaya yang tidak dapat direplikasi dapat berhubungan dengan kondisi sosial, ekonomi, budaya, lingkungan, dan 

iklim, kondisi masyarakat masa lalu, kondisi ekologi mereka, strategi adaptif, dan bentuk pengelolaan lingkungan awal, 
dimana (i) warisan budaya unik atau relatif unik selama periode yang diwakilinya, atau (ii) warisan budaya unik atau relatif 
unik dalam menghubungkan beberapa periode di lokasi yang sama. 
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(i) warisan budaya masyarakat yang masih digunakan atau sudah telah digunakan dalam 
jangka waktu yang lama untuk tujuan -tujuan  budaya oleh masyarakat tersebut dan diakui 
secara internasional ; dan 

(ii) kawasan warisan budaya yang dilindungi secara hukum, termasuk warisan budaya yang 
sedang diusulkan oleh pemerintah untuk perlindungan tersebut.  

176. Klien tidak akan mengubah, merusak, atau memindahkan warisan budaya kritis secara 
signifikan. Dalam keadaan luar biasa, ketika dampak sebuah proyek pada warisan budaya kritis tidak 
dapat dihindarkan, klien harus: (i) memenuhi persyaratan Alenia 169 di atas; dan (ii) melakukan 
negosiasi dengan itikad baik dan mendokumentasikan konsultasi yang telah dilaksanakan dan 
partisipasi dari  masyarakat terdampak serta keberhasilan dari negosiasi  tersebut . Klien perlu 
menggunakan tenaga ahli eksternal untuk membantu penilaian dan perlindungan terhadap warisan 
budaya penting  ini. 

177. Kawasan warisan budaya yang dilindungi secara hukum adalah penting bagi perlindungan 
dan konservasi warisan budaya, dan diperlukan tindakan -tindakan  tambahan untuk setiap proyek 
yang mendapatkan izin  berdasarkan hukum nasional yang berlaku di wilayah tersebut . Dalam 
keadaan ketika proyek yang diusulkan berada di dalam kawasan lindung atau zona penyangga yang 
ditetapkan secara legal, selain persyaratan untuk warisan budaya kritis yang disebutkan pada alenia 
di atas, klien perlu memenuhi persyaratan sebagai berikut:  

¶ Mematuhi peraturan  tentang warisan budaya nasional atau lokal atau rencana 
pengelolaan kawasan lindung;  

¶ Berkonsultasi dengan sponsor dan pengelola kawasan lindung, masyarakat lokal dan 
pemangku kepentingan utama lainnya mengenai proyek yang diusulkan; dan  

¶ Melaksanakan program tambahan, jika sesuai, guna mempromosikan dan meningkatkan 
tujuan konservasi kawasan lindung  tersebut . 

8.2. Proyek yang Menggunakan Warisan Budaya 

178. Jika sebuah proyek mengusulkan untuk menggunakan warisan budaya, termasuk 
pengetahuan, inovasi, atau prakt ik-praktik yang merepresentasikan  gaya hidup tradisional pada 
masyarakat lokal untuk tujuan komersial 74, klien perlu menginformasikan kepada masyarakat terkait 
mengenai: 

(i) hak-hak masyarakat  terkait  berdasarkan hukum nasional;  

(ii) lingkup dan sifat pengembangan komersial yang diusulkan; dan  

(iii)  konsekuensi potensial dari pembangunan tersebut.  

                                                        
74  Termasuk, namun tidak terbatas pada, komersialisasi pengetahuan obat tradisional atau teknik tradisional lainnya untuk 

pengolahan tanaman, serat atau logam.  
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179. Klien tidak akan melanjutkan komersialisasi warisan budaya tersebut kecuali klien:  

(i) Melaksanakan sebuah proses konsultasi yang bermakna  (meaningful consultation) dengan 
itika d baik untuk bernegosiasi dengan masyarakat lokal terdampak yang 
merepresentasikan cara hidup tradisional  tersebut ; 

(ii) mendokumentasikan proses konsultasi yang bermakna mereka dan keberhasilan dari 
negosiasi; serta  

(iii)  menyediakan pembagian manfaat yang adil dan merata dari komersialisasi pengetahuan, 
inovasi, atau praktik -praktik cara hidup tradisional, yang sesuai dengan kebiasaan dan 
tradisi masyarakat terkait.  
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LAMPIRAN C. KUALIFIKASI UNTUK KARYAWAN SED IIF 

Manajer Sosial dan Lingkungan (Social and Environmental Manager - SEM) 

Jabatan:  Manajer Sosial dan Lingkungan (SEM) 

Departemen/Divisi:  
Departemen Pengelolaan Risiko/Divisi Sosial dan 
Lingkungan (Social and Environmental Division - SED)  

1. HUBUNGAN PELAPORAN  

Melapor kepada: Direktur Risiko, yang kemudian akan melaporkan kepada Komite Pengelolaan 
Risiko sebagai bagian dari Jajaran Direksi.  

Posisi-posisi berikut melaporkan kepada SEM: Wakil Kepala Pengembangan Bisnis Sosial dan 
Lingkungan (Social and Environmental Business Development - SEBD), Tenaga Ahli Sosial dan 
Lingkungan, Karyawan Administrasi  (bila ada) 

2. TUJUAN PEKERJAAN: 

¶ Memimp in perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan terhadap visi, tujuan, strategi , dan 
rencana kerja SED dalam mendukung tujuan IIF secara keseluruhan.  

¶ Mengawasi kualitas kerja dan memastikan pencapaian tujuan kerja unit.  
¶ Memimpin dan mendukung  divisi ini untuk  inisiatif hubungan eksternal dan internal, 

koordinasi dan konsultasi  
¶ Memimpin dan memberikan bimbingan terkait masalah operasional dan kepatuhan 

terhadap Prinsip -Prinsip Sosial dan Lingkungan (Social and Environmental Principles - SEP) 
IIF. Bekerja dengan masalah-masalah dan isu-isu yang mungkin berisiko tinggi.  

3. HASIL YANG DIHARAPKAN: 

a. Prinsip -Prinsip  
¶ Memimpin, mempromosikan dan memf asilitasi pelaksanaan SEP IIF; 
¶ Mengawasi pelaksanaan Sistem Pengelolaan Sosial dan Lingkungan (Social and 

Environmental Management System  ͮ SEMS) IIF, melaporkan kegiatan pembelajaran dan 
prakt ik-prakt ik yang baik dan merekomendasikan penyempurnaan terhadap SEP IIF; 

¶ Apabila diperlukan, memperbaharui SEP IIF untuk memastikan konsistensi dengan 
persyaratan dari Pemegang Saham Pendiri, undang-undang dan peraturan-peraturan 
Republik Indonesia. 

b. Fungsi Bimbingan  
¶ Memastikan Kebijakan S&E didukung dan dikomunikasikan secara aktif kepada pihak 

internal dan eksternal;  
¶ Memastikan konstribusi dan persetujuan S&E pada uj i tuntas dan Komite Pengelolaan 

Risiko; 
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¶ Menyerahkan memo kepada Direktur Risiko, memberi konfirmasi  ketaatan proyek dengan 
persyaratan yang dikenakan sebagaimana dijabarkan di dalam SEMS, begitu juga ketaatan 
dengan hukum dan/atau kewajiban kontrak dan ketentuan peraturan perundangan yang 
terkait;  

¶ Memantau dan mengukur efekt ivitas program SEMS; 
¶ Mempersiapkan dan memasukkan janji -janji  S&E yang dipersyaratkan ke dalam perjanjian 

pinjaman ; 
¶ Berinteraksi dan berkonsultasi dengan investor dan co-lenders. dan 
¶ Mengembangkan dan memberikan layanan konsultasi untuk para pengembang proyek. 

c. Berbagi Pengetahuan 
Mengarahkan inisiatif pembangunan kapasitas untuk meningkatkan kualitas dari uji tuntas 
pada pengembangan dan pelaksanaan proyek, begitu juga untuk pihak -pihak eksternal.  

d. Pengelolaan Operasional Divisi  
¶ Memimpin operasional harian divisi secara efektif dan memberikan panduan pada isu -isu 

S&E dan SEP IIF; 
¶ Memimpin dan memfasilitasi koordinasi antar divisi secara efektif dan bekerja sama dengan 

komite dan divisi IIF yang lain, serta pemangku kepentingan internal lainnya;  
¶ Menjalankan pengelolaan kinerja divisi, termasuk memotivasi karyawan; dan 
¶ Mengelola alokasi anggaran dan sumber daya divisi.  

e. Pengawasan Karyawan 
¶ Merekrut dan mengatur karyawan untuk SED dan memastikan kualitas keseluruhan dari 

pekerjaan mereka; 
¶ Mengelola kinerja dari karyawan dengan memberikan arahan yang jelas dan pemantauan 

rutin serta memberikan umpan balik mengenai kinerja; dan 
¶ Memberikan pembinaan dan bimbingan pada karyawan dan memastikan pembelajaran dan 

pengembangan karyawan terus berjalan . 

4. KOMPETENSI KUNCI: 

a. Pengetahuan dan Keterampilan Teknis 
¶ Menerapkan pengetahuan dan keterampilan teknis dalam mengelola divisi dan penggunaan 

sumber daya yang efisien;  
¶ Bekerja dengan menggunakan keahlian teknis yang terbaik untuk memastikan  divisi 

mencapai tujuannya; dan  
¶ Menjadi  juru bicara IIF pada area keahliannya. 

b. Pencapaian Hasil 
¶ Memastikan kerja divisi berkontribusi untuk pencapaian hasil IIF;  
¶ Melakukan peninjauan secara berkala guna memastikan pekerjaan dari divisi sesuai dengan 

target; dan 
¶ Menjadi panutan untuk kualitas hasil pekerjaan.  

c. Kerjasama 
¶ Memimpin tim dalam cara yang menunjukkan nilai -nilai dari keberagaman dalam perbedaan 

cara pandang, budaya, kewarganegaraan dan jenis kelamin; dan 
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¶ Mampu menengahi  untuk mencapai penyelesaian konflik . 

d. Belajar dan Berbagi Pengetahuan  
¶ Meminta orang lain untuk menciptakan kesempatan belajar untuk karyawan dan klien; 
¶ Mengkomunikasikan peningkatan dan inovasi yang diharapkan; dan  
¶ Memulai dan membangun jaringan untuk berbagi pengetahuan. 

e. Mengelola Kayawan 
¶ Mengelola kinerja karyawan secara adil dan konsisten serta sesuai dengan kebijakan 

sumber daya manusia IIF; 
¶ Membuat rencana dan melaksanakan pembelajaran dan pengembangan karyawan; 
¶ Mengalokasi pekerjaan secara adil; dan 
¶ Menciptakan lingkungan kerja agar tim mendapatkan keuntungan dari keragaman budaya 

pada perbedaan cara pandang, budaya, kewarganegaraan, dan jenis kelamin. 

f.  Kepemimpinan dan Pemikiran Strategis  
¶ Memfokuskan kerja divisi dalam mencapai tujuan IIF yang re levan; 
¶ Memberikan kontribusi positif untuk pengembangan kebijakan; dan  
¶ Meminta komitmen yang lain untuk mencapai tujuan strategis IIF.  

5. HUBUNGAN KUNCI: 

Pengawas (Direktur Risiko): Rencana kerja, umpan balik kinerja, penilaian hasil kerja dan 
pengembangan pribadi.  

Klien Eksternal: Berbagi pengetahuan dan pengembangan kapasitas, pengembangan kemitraan 
regional dan jaringan eksternal.  

Klien Internal: Dukungan untuk identifikasi dan pengembangan proyek, pemantauan pelaksanaan 
dan kepatuhan, berbagi pengetahuan dan pengembangan kapasitas.  

6. PERSYARATAN PENDIDIKAN: 

Minimal lulusan Sarjana (S -1) di bidang teknik, ilmu terapan, ilmu sosial; lulusan di tingkat pasca 
sarjana atau yang setara lebih diutamakan.  

7. PENGALAMAN YANG RELEVAN DAN PERSYARATAN LAIN: 

¶ Kesesuaian untuk melaksanakan tanggung jawab yang disebutkan di atas pada tingkat 
yang diperlukan; 

¶ Paling tidak 10 tahun pengalaman profesional yang relevan dalam pengelolaan proyek, 
penilaian sosial dan lingkungan, dan pengelolaan, perencanaan dan pelaksanaan S&E. 

¶ Pengetahuan dan pemahaman yang komprehensif terhadap hukum dan peraturan 
perundangan Indonesia yang relevan;  

¶ Teruji memiliki kemampuan pengelolaan dan kualitas kepemimpinan;  
¶ Kemampuan komunikasi secara lisan dan tulisan yang baik dalam Bahasa Inggris dan 

Indonesia; dan 
¶ Pengetahuan dan pemahaman kebijakan S&E dari institusi pembiayaan multilateral.  
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Wakil Kepala Pengembangan Bisnis Sosial dan Lingkungan (SEBD) 

Jabatan:  Wakil Kepala Pengembangan Bisnis Sosial dan Lingkungan (SEBD) 

Departemen/Divisi:  Departemen Risiko/Divisi Sosial dan Lingkungan (SED)  

1. HUBUNGAN PELAPORAN  

Posisi ini mel apor kepada: Manajer S&E (SEM). 

Posisi karyawan berikut ini melapor kepada SEBD: Tenaga Ahli Sosial; Tenaga Ahli Lingkungan; 
Karyawan Administrasi  (bila ada). 

2. TUJUAN PEKERJAAN: 

¶ Mendukung SEM dalam hal perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan dari visi, tujuan, 
strategi dan rencana kerja SED dalam mendukung tujuan IIF secara keseluruhan.  

¶ Mempersiapkan tinjauan, penilaian dan dokumentasi S&E dari proyek baru, m engalokasikan 
sumber daya, contoh Tenaga Ahli Sosial dan Tenaga Ahli Lingkungan untuk mengelola dan 
mempersiapkan inisiatif proyek baru yang potensial.  

¶ Mengawasi kualitas dari pekerjaan dan memastikan pencapaian tujuan dari unit 
pengembangan bisnis.  

¶ Menjaga hubungan baik dengan konsultan S&E, mendukung hubungan eksternal dan 
internal, koordinasi dan inisiatif konsultansi untuk divisi.  

¶ Memantau isu -isu Operasi harian dan penaatan Proyek baru terhadap Prinsip Sosial dan 
Lingkungan (SEP) dari IIF. Bekerja dengan masalah dan isu-isu yang mungkin melibat kan 
risiko tinggi.  

3. HASIL YANG DIHARAPKAN: 

a. Prinsip -prinsip  
¶ Memastikan Proyek telah dinilai, memberikan tindakan mitigasi yang diperlukan serta 

sesuai dengan SEP IIF; 
¶ Mempromosikan dan memfasilitasi pelaksanaan SEP IIF; 
¶ Mengawasi pelaksanaan SEMS IIF, melaporkan pembelajaran yang bisa diambil dan praktik -

praktik yang baik dan merekomendasikan peningkatan pada SEP IIF; dan 
¶ Sesuai kebutuhan, memperbarui SEP IIF untuk memastikan selalu konsisten dengan 

persyaratan dari Pemegang Saham Pendiri serta hukum dan peraturan perundangan 
Republik Indonesia. 

b. Fungsi Panduan  
¶ Memastikan Kebijakan S&E didukung dan dikomunikasikan secara a ktif kepada pihak 

internal dan eksternal;  
¶ Memastikan konstribusi dan persetujuan S&E pada uj i tuntas dan komite pengelolaan risiko; 
¶ Bersama dengan SEM, menyerahkan memo kepada CRO ͮ  Direktur Risiko, memberi 

konfirmasi  ketaatan proyek dengan persyaratan yang dikenakan sebagaimana dijabarkan di 
dalam SEMS, begitu juga ketaatan dengan hukum dan/atau kewajiban kontrak dan 
ketentuan peraturan perundangan yang terkait;  
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¶ Mempersiapkan dan memasukkan janji -janji  S&E yang dipersyaratkan ke dalam fasilit as 
perjanjian pinjaman ; 

¶ Mematangkan tindak perbaikan berdasarkan temuan -temuan dari uji tuntas; dan  
¶ Berinteraksi dan berkonsultasi dengan investor dan co-lenders. 

c. Berbagi Pengetahuan 
Mengarahkan inisiatif pembangunan kapasitas untuk meningkatkan kualitas dari uji tuntas 
pada pengembangan dan pelaksanaan proyek, begitu juga untuk pihak -pihak eksternal.  

d. Pengelolaan Operasional Divisi  
¶ Memimpin operasional unit pengembangan bisnis secara  efektif dan memberikan panduan 

pada isu-isu sosial dan lingkungan dan SEP IIF; 
¶ Memfasilitasi koordinasi unit yang efektif dan bekerja sama dengan komite dan divisi IIF 

yang lain, serta pemangku kepentingan internal yang lain; 
¶ Menjalankan pengelolaan kinerja unit, termasuk memotivasi karyawan; dan 
¶ Mengelola alokasi sumber daya unit.  

e. Pengawasan Karyawan 
¶ Merekrut dan mengatur karyawan untuk SED dan memastikan kualitas keseluruhan dari 

pekerjaan mereka; 
¶ Mengelola kinerja dari karyawanf dengan memberikan arahan yang jelas dan pemantauan 

rutin serta memberikan  umpan balik pada kinerja  karyawan; dan 
¶ Memberikan pembinaan dan bimbingan pada karyawan dan memastikan pembelajaran dan 

pengembangan karyawan terus berjalan  

4. KOMPETENSI KUNCI: 

a. Pengetahuan dan Keterampilan Teknis 
¶ Menerapkan pengetahuan dan keterampilan teknis dalam mengelola unit dan penggunaan 

sumber daya yang efisien;  
¶ Bekerja dengan menggunakan keahlian teknis yang terbaik guna memastikan unit  dapat 

mencapai tujuannya; dan  
¶ Menjadi  juru bicara IIF sesuai dengan keahliannya.  

b. Pencapaian Hasil 
¶ Memastikan kerja unit berkontribusi untuk pencapaian hasil IIF;  
¶ Secara berkala meninjau kemajuan kinerja untuk memastikan kerja unit sesuai dengan 

target; dan 
¶ Menjadi panutan untuk kuali tas hasil pekerjaan.  

c. Kerjasama 
¶ Memimpin tim dalam cara yang menunjukkan nilai -nilai dari keberagaman dalam perbedaan 

cara pandang, budaya, kewarganegaraan dan jenis kelamin; dan 
¶ Mampu menengahi untuk mencapai penyelesaian konflik.  

d. Belajar dan Berbagi Pengetahuan  
¶ Meminta orang lain untuk menciptakan kesempatan belajar untuk karyawan dan klien; 
¶ Mengkomunikasikan peningkatan dan inovasi yang diharapkan; dan  
¶ Memulai dan membangun jaringan untuk berbagi pengetahuan. 
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e. Mengelola Karyawan 
¶ Mengelola kinerja karyawan secara adil dan konsisten dan sesuai dengan kebijakan sumber 

daya manusia IIF; 
¶ Membuat rencana dan melaksanakan pembelajaran dan pengembangan karyawan; 
¶ Mengalokasi pekerjaan secara adil; dan  
¶ Menciptakan lingkungan kerja agar tim mendapatkan keuntu ngan dari keragaman budaya 

pada perbedaan cara pandang, budaya, kewarganegaraan, dan jenis kelamin. 

f.  Kepemimpinan dan Pemikiran Strategis  
¶ Memfokuskan kerja divisi dalam mencapai tujuan IIF yang relevan;  
¶ Memberikan kontribusi positif untuk pengembangan kebi jakan; dan 
¶ Meminta komitmen  yang lain untuk mencapai tujuan strategis IIF.  

5. HUBUNGAN KUNCI: 

Pengawas (SEM): Rencana kerja, umpan balik kinerja, penilaian hasil kerja dan pengembangan 
pribadi.  

Klien Eksternal: Berbagi pengetahuan dan pengembangan kapasitas, pengembangan kemitraan 
regional dan jaringan eksternal.  

Klien Internal: Dukungan untuk identifikasi dan pengembangan proyek, pemantauan pelaksanaan 
dan kepatuhan, berbagi pengetahuan dan pengembangan kapasitas.  

6. PERSYARATAN PENDIDIKAN: 

Minimal  lulusan Sarjana (S-1) di bidang teknik, ilmu terapan, ilmu sosial; lulusan di tingkat pasca 
sarjana atau yang setara lebih diutamakan.  

7. PENGALAMAN YANG RELEVAN DAN PERSYARATAN LAIN: 

¶ Kesesuaian untuk melakukan tanggung jawab tersebut di atas pada tingkat yang diperlukan; 
¶ Setidaknya 7 tahun pengalaman profesional yang berkaitan dengan pengelolaan proyek, 

penilaian sosial dan lingkungan; dan menajemen sosial dan lingkungan, perencanaan dan 
pelaksanaan; 

¶ Memiliki pengetahuan yang komprehensif dan pemahaman ten tang hukum dan peraturan 
Indonesia. 

¶ Teruji memiliki kemampuan pengelolaan dan kualitas kepemimpinan;  
¶ Memiliki keterampilan komunikasi lisan dan tertulis dalam Bahasa Inggris dan Bahasa 

Indonesia yang baik; dan  
¶ Memiliki pengetahuan dan pemahaman kebijakan S&E dari lembaga pembiayaan 

multilateral.  

 

Tenaga Ahli Sosial 

Jabatan:  Tenaga Ahli Sosial 

Departemen/Divisi:  Departemen Pengelolaan Risiko / Divisi Sosial dan Lingkungan (SED) 
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1. HUBUNGAN PELAPORAN: 

Posisi ini melapor Kepada: SEM atau SEDB. 

Posisi karyawan berikut melapor ke Tenaga Ahli Sosial: Karyawan Adiminstrasi  (bila ada). 

2. TUJUAN PEKERJAAN: 

Mempromosikan pelaksanaan SEP IIF terkait SEMS, penilaian sosial, tenaga kerja, pembebasan 
lahan, pemukiman kembali, Masyarakat Adat  dan warisan budaya. 

3. HASIL YANG DIHARAPKAN: 

a. Prinsip -Prinsip  
¶ Mempromosikan dan memfasilitasi pelaksanaan SEP IIF, terkait penilaian sosial, tenaga 

kerja, pembebasan lahan, pemukiman kembali secara paksa, Masyarakat Adat , dan warisan 
budaya bersama sama dengan pengembang proyek; dan  

¶ Melaporkan terkait pembelajaran dan praktek praktek yang baik dan merekomendasikan 
penyempurnaan terhadap SEP IIF.  

b. Bimbingan dan Fungsi Penasihat  
¶ Meninjau kembali laporan -laporan kajian dam pak sosial, rencana tindakan pemukiman 

kembali, rencana pengembangan Masyarakat Adat , rencana pengelolaan ketenagakerjaan, 
rencana pengembangan masyarakat, rencana komunikasi publik, dan memastikan 
kepatuhan dengan kebijakan -kebijakan sosial  IIF; 

¶ Menyusun rencana tidakan perbaikan (Correction Action Plan  ͮ CAP) dan mengusulkan 
kewajiban-kewajiban S&E untuk dimasukkan ke dalam fasilitas pinjaman ; 

¶ Selama penilai proyek, melakukan uji tuntas aspek sosial, melakukan kunjungan lapangan, 
dan membantu dalam konsultasi publik dan pengungkapan pelaksanaan kegiatan untuk 
mendukung pelaksanaan dan memastikan kepatuhan dengan SEP IIF; 

¶ Memantau dan mengawasi jalannya proyek -proyek guna memastikan proyek -proyek 
tersebut berlangsung sesuai dengan persyaratan S&E berikut pelaksanaan CAP. 

c. Berbagi Pengetahuan 
¶ Menyusun pedoman, buku pegangan, dan bahan-bahan informasi terkait Prinsip Sosial yang 

nantinya dapat digunakan oleh penge mbang proyek; 
¶ Menyusun program pelatihan dan melaksanakan lokakarya pembelajaran tahunan untuk 

karyawan internal dan pengembang proyek; dan  
¶ Meninjau pelaksanaan proyek dan menyiapkan laporan tahunan kepada pengelolaan terkait 

kinerja dari berbagai proyek dengan tujuan/maksud untuk memberikan rekomendasi terkait 
dengan SEP IIF. 

4. KOMPETENSI KUNCI: 

a. Pengetahuan dan Ketrampilan  
¶ Mampu memberikan solusi untuk masalah yang rumit dengan menggunakan pengetahuan 

teknis dan keterampilan terkait dengan desain dan pelaksanaan proyek; 
¶ Menerapkan keahlian teknis tingkat tinggi dalam pekerjaan yang berhubungan dengan 

dimensi sosial dari sebuah proyek; dan  
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¶ Menggunakan keahlian teknis untuk memberikan saran dan dukungan terhadap proyek -
proyek yang dibiayai IIF. 

b. Orientasi Klien 
¶ Fokus kepada usaha sendiri dan usaha orang lain dalam memahami dan memenuhi 

kebutuhan klien (contoh: instansi pemerintah, pihak swasta, organisasi non -pemerintah);  
¶ Mampu bekerja secara efektif bersama dengan klien;  
¶ Berusaha mendapatkan umpan balik terkait kualitas pelayanan dan berusaha melakukan 

perbaikan.  

c. Pencapaian Hasil 
¶ Memastikan pekerjaan nya mampu memberikan kontribusi untuk mencapai tujuan IIF;  
¶ Secara teratur meninjau kemajuan guna memastikan pekerjaan sesua i dengan target; dan 
¶ Mampu membuat skala prioritas terkait pekerjaan sendiri maupun pekerjaan orang lain 

untuk mencapai hasil -hasil yang diharapkan.  

d. Kerjasama  
¶ Mengembangkan keterampilan tim dari para anggota tim;  
¶ Mendorong kerjasama didalam dan diantara anggota tim dan mempromosikan nilai 

keanekaragaman didalam tim, seperti perbedaan pandangan, budaya, kebangsaan, dan jenis 
kelamin; dan  

¶ Memfasilitasi penyelesaian konflik dalam tim.  

e. Belajar dan Berbagi Pengetahuan  
¶ Membantu karyawan untuk menemukan berbagai cara untuk belajar dan berkembang;  
¶ Memberdayakan karyawan untuk melakukan perbaikan;  dan 
¶ Mendorong tim untuk saling belajar . 

5. HUBUNGAN KUNCI: 

Pengawas (SEM atau SEBD); perencanaan kerja, umpan balik kinerja, penilaian hasil, dan 
pengembangan pribadi.  

Klien Eksternal: Berbagi pengetahuan dan pengembangan kapasitas, pengembangan kemitraan 
regional dan pengembangan jaringan eksternal . 

Klien Internal: memberikan dukungan terhadap identifikasi proyek dan pengembangan, 
melaksanakan pemantauan terhadap pelaksanaan dan pemantauan kepatuhan, berbagi 
pengetahuan dan pengembangan kapasitas . 

6. PERSYARATAN PENDIDIKAN: 

Minimal lulusan Sarjana (S -1) di bidang ilmu sosial terapan, seperti sosi ologi, antropologi, ekonomi, 
pembangunan atau geografi manusia atau bidang terkait lainnya; diutamakan tingkat pasca sarjana 
atau setara. 

7. PENGALAMAN YANG RELEVAN DAN PERSYARATAN LAIN: 

¶ Kesesuaian untuk melakukan tugas dan tanggung jawab seperti yang disebutkan di atas 
pada tingkat yang dibutuhkan;  
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¶ Setidaknya 5 tahun pengalaman secara profesional terkait dengan penilaian dampak sosial, 
pembangunan sosial/pemukiman kembali/perencanaan dan pelaksanaan pengembangan 
Masyarakat Adat ; 

¶ Memiliki  pengetahuan yang menyeluruh dan pemahaman terhadap hukum serta peraturan 
Indonesia dan sosial dan lingkungan budaya dan isu -isu yang berkaitan dengan 
pembebasan lahan, pemindahan secara paksa, buruh/ketenagakerjaan, dan Masyarakat 
Adat; 

¶ Memiliki keterampilan interpersonal, kepemimpinan, tim, dan kemampuan bernegosiasi 
yang kuat; 

¶ Memiliki keterampilan komunikasi lisan dan tulisan dalam Bahasa Inggris dan Bahasa 
Indonesia; dan  

¶ Memiliki pengetahuan dan pemahaman terkait kebijakan sosial dari lembaga pembiayaan 
multilateral.   

 

Tenaga Ahli Lingkungan 

Jabatan:  Tenaga Ahli Lingkungan 

Departemen/Divisi:  Departemen Pengelolaan Risiko / Divisi Sosial dan Lingkungan (SED)  

1. HUBUNGAN PELAPORAN SECARA LANGSUNG: 

Posisi ini melapor Kepada: SEM atau SEDB. 

Posisi karyawan berikut melapor ke Tenaga Ahli Lingkungan: Karyawan Adiminstrasi  (bila ada). 

2. TUJUAN PEKERJAAN: 

Mempromosikan pelaksanaan SEP IIF melalui SEMS, penilaian lingkungan, pencegahan dan 
pengurangan polusi, kesehatan masyarakat, konservasi keanekaragaman hayati dan pengelolaan 
sumber daya alam yang berkelanjutan.   

3. HASIL YANG DIHARAPKAN: 

a. Prinsip -Prinsip  
¶ Mempromosikan dan memfasilitasi pelaksanaan SEP IIF dalam proses penilaian 

lingkungan, pencegahan dan pengurangan polusi, kesehatan masyarakat, keselamatan dan 
keamanan, kelestarian keanekaragaman hayati dan pengelolaan sumber daya alam yang 
berkelanjutan bekerjasama dengan pengembang; dan  

¶ Melaporkan hasil pembelajaran dan praktek -praktek dan merekomendasikan peningkatan 
terhadap SEP IIF ini.  

b. Bimbingan dan Fungsi Penasihat  
¶ Meninjau laporan penilaian lingkungan, rencana pengelolaan lingkungan, rencana tin dakan 

kesehatan masyarakat, rencana kesehatan dan keselamatan, dan merekomendasikan 
peningkatan untuk memastikan kepatuhan terhadap kebijakan -kebijakan dan SEP IIF; 

¶ Mempersiapkan CAP dan mengusulkan janji -janji terkait dengan sosial dan lingkungan agar 
dapat dimasukkan kedalam perjanjian investasi ; 
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¶ Selama penilaian proyek, melakukan uji tuntas lingkungan, melakukan kunjungan ke 
lapangan dan membantu dalam proses konsultasi publik dan kegiatan pengungkapan untuk 
mendukung pelaksanaan dan memastikan kepatuhan  terhadap SEP IIF; dan 

¶ Memantau dan mengawasi proyek -proyek guna memastikan proyek berjalan sesuai dengan 
persyaratan sosial dan lingkungan yang berlaku dan pelaksanaan CAP. 

c. Berbagi Pengetahuan 
¶ Menyusun pedoman, buku-buku pegangan dan bahan-bahan informasi mengenai Prinsip-

prinsip Lingkungan untuk digunakan oleh pengembang proyek;  
¶ Mempersiapkan program pelatihan dan melakukan lokakarya pembelajaran setiap tahun 

untuk karyawan internal dan pengembang proyek; dan  
¶ Meninjau pelaksanaan proyek dan menyiapkan laporan tahunan untuk disampaikan kepada 

pengelolaan terkait kinerja berbagai proyek dengan maksud memberikan rekomendasi 
terkait dengan Prinsip pͮrinsip Lingkungan IIF.   

4. KOMPETENSI KUNCI: 

a. Pengetahuan dan Ketrampilan Teknis  
¶ Mampu memberikan solusi terhadap permasalahan yang rumit dengan menggunakan 

pengetahuan teknis dan keterampilan terkait dengan desain dan pelaksanaan proyek;  
¶ Menerapkan keahlian teknis tingkat tinggi dalam pekerjaan yang  berhubungan dengan 

aspek lingkungan proyek; dan  
¶ Menggunakan keahlian teknis untuk memberikan saran dan dukungan terhadap proyek -

proyek IIF. 

b. Orientasi Klien 
¶ Fokus terhadap usaha sendiri dan usaha orang  lain dalam memahami dan memenuhi 

kebutuhan klien (mi sal: instansi pemerintahan, pihak swasta, organisasi non -pemerintah)  
¶ Mampu bekerja secara efektif bersama klien; dan  
¶ Mencari umpan balik terkait dengan kinerja dan kualitas layanan serta melakukan 

perbaikan.  

f.  Pencapaian Hasil 
¶ Memastikan pekerjaan nya mampu memberikan kontribusi untuk mencapai tujuan IIF;  
¶ Secara teratur meninjau kemajuan guna memastikan pekerjaan sesuai dengan target; dan  
¶ Mampu membuat skala prioritas terkait pekerjaan sendiri maupun pekerjaan orang lain 

untuk mencapai hasil -hasil yang diharapkan.  

c. Mencapai Hasil  
¶ Memastikan pekerjaan yang dilakukan memberikan kontribusi untuk pencapaian tujuan IIF;  
¶ Secara teratur meninjau kemajuan untuk memastikan pekerjaan sudah dilakukan sesuai 

target;  
¶ Mengutamakan pekerjaan sendiri dan pekerjaan orang lain untuk mencapai hasil -hasil yang 

diharapkan. 

d. Kerjasama 
¶ Mengembangkan keterampilan anggota tim;  
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¶ Mendorong kerjasama didalam dan diantara tim dan mempromosikan nilai 
keanekaragaman, seperti perbedaan pandanga, budaya, kebangsaan, dan jenis kelamin; 

¶ Memfasilitasi penyelesaian konflik didalam tim;  
¶ Belajar dan berbagi pengetahuan; 
¶ Membantu karyawan untuk menemukan berbagai cara untuk belajar dan berkembang;  
¶ Memberdayakan karyawan untuk melakukan perbaikan -perbaikan; 
¶ Mendorong tim untuk saling belajar.  

5. HUBUNGAN KUNCI: 

Pengawas (SEM atau SEBD): perencanaan kerja, umpan balik kinerja, penilaian hasil, dan 
pengembangan pribadi.  

Klien eksternal: berbagi pengetahuan dan pengembangan kapasita, pengembangan kemitraan 
regional dan jaringan eksternal.  

Internal Klien: mendukung identifikasi dan pengembangan proyek, pelaksanaan dan pemantauan 
kepatuhan, berbagi pengetahuan dan pengembangan kapasitas.  

6. PERSYARATAN PENDIDIKAN: 

Minimal lulusan Sarjana (S -1) teknik atau ilmu terapan (misal: sipil/kimia/perta mbangan/sanitasi,  
biologi, geologi, geografi, kehutanan, atau bidang terkait lainnya) lebih diutamakan tingkat pasca 
sarjana atau setara.  

7. PENGALAMAN YANG RELEVAN DAN PERSYARATAN LAIN: 

¶ Kesesuaian untuk melakukan tanggung jawab yang dinyatakan diatas pada tingkat yang 
diperlukan; 

¶ Paling tidak memiliki pengalaman selama 5 tahun dibidang penilaian lingkungan; 
lingkungan, audit kesehatan dan keselamatan, pengelolaan lingkunga, perencanaan dan 
pelaksanaan; 

¶ Memiliki pengetahuan yang mendalam dan pemahaman mengen ai peraturan dan hukum 
Indonesia; 

¶ Memiliki keterampilan yang kuat terkait dengan interpersonal, kepemimpinan, tim, dan 
negosiasi;  

¶ Memiliki keterampilan komunikasi yang baik dalam Bahasa Inggris dan Bahasa Indonesia, 
dan 

¶ Memiliki pengetahuan dan pemahaman t entang kebijakan  ͮ kebijakan lingkungan dari 
lembaga pembiayaan multilateral.     
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LAMPIRAN D. PENAPISAN KATEGORI SOSIAL DAN 
LINGKUNGAN PROYEK  

Tabel 2 Penapisan Kategori Sosial dan Lingkungan untuk Proyek 

No. Tipe Proyek 
Kategori 
Proyek 

1 Proyek dengan Risiko Tinggi:  
Kegiatan bisnis dengan potensi risiko dan dampak yang merugikan secara 
signifikan terhadap lingkungan dan/atau sosial yang beragam, tidak  dapat 
dikembalikan  (irreversible), atau belum pernah terjadi sebelumnya  (unprecedent).  

A 

Untuk Lingkungan:  
Proyek dengan dampak signifikan terhadap lingkungan yang dapat diantisipasi. 
Proyek ini membutuhkan Analisis  Dampak Lingkungan dan Sosial (Amdal atau 
Environmental and Social Impact Assessment - ESIA) yang dipersiapkan dengan baik 
dengan Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL-RPL atau Environmental 
Management Plan - EMP) dan Laporan Pemantauan Lingkungan (Environmental 
Monitoring Report - EMR) untuk memperoleh Izin Lingkungan.  

 

Untuk Pemukiman Kembali Secara Paksa (Involuntary Resettlement  ̲IR) 
Proyek dimana 200 orang atau lebih  yang akan mengalami dampak dari 
pemukiman kembali secara paksa, yang didefinisikan sebagai pemindahan secara 
fisik bangunan rumah, atau kehilangan 20% atau lebih dari aset produktifnya 
(sumber pendapatan), atau tergantung  dengan situasi secara kontekstual.  
 
Proyek ini membutuhkan Rencana Tindakan Pemukiman Kembali (Resettlement 
Action Plan  ͮRAP) yang lengkap. 

 

Untuk Masyarakat Adat  (Indigenous Peoples  ̲IP) 
Proyek memberikan dampak negatif yang signifikan :  
(i) Mempengaruhi hak IP terhadap penggunaan dan akses kepada tanah, aset, 

dan sumber daya alam;  
(ii) Mengubah status sosial ekonomi IP;  
(iii)  Mempengaruhi integritas budaya dan komunitas IP;  
(iv) Mempengaruhi status kesehatan, pendidikan, penghidupan, dan jaminan 

sosial dari IP; atau 
(v) Mengubah atau merusak pengakuan pengetahuan adat.  
 
Untuk proyek yang berdampak signifikan terhadap Masyarakat Adat  (IP), Rencana 
Masyarakat Adat  (Indigenous Peoples Plan - IPP) harus disiapkan.  

 

2 Proyek dengan Risiko Sedang: B 
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No. Tipe Proyek 
Kategori 
Proyek 

Kegiatan bisnis dengan potensi risiko dan dampak S&E yang tidak terlalu 
merugikan-terbatas, dengan dampak yang tidak terlalu luas , umumnya spesifik 
terhadap lokasi, sebagian besar dapat berbalik (reversible), dan dapat ditangani 
melalui langkah -langkah mitigasi.  

Untuk Lingkungan:  
Proyek ini diantisipasi mempunyai risiko dan dampak yang tidak terlalu merugikan 
terhadap kondisi  sosial dan lingkungan  dengan dampak yang tidak terlalu luas , 
umumnya lokasi yang spesifik, sebagian besar dapat dikembalikan, dan dapat 
ditangani melalui langkah -langkah mitigasi, sehingga penilaian terhadap proyek 
kategori B akan memiliki lingkup yang lebih kecil, yang sepadan dengan dampak 
yang diperkirakan akan terbatas  
 
Proyek ini membutuhkan persiapan Kajian Awal Lingkungan ( Initial Environmental 
Examination - IEE) dengan program mitigasi dan pemantauan lingkungan. Jika ada 
kasus dimana IEE dinilai tidak mencukupi, maka ESIA akan dilakukan.  

 

Untuk Pemukiman Kembali Secara Paksa (Involuntary Resettlement  ̲IR) 
Proyek dimana kurang dari 200 orang akan mengalami dampak pemukiman 
kembali secara paksa. Proyek ini membutuhkan persiapan Rencana Ringkas 
Tindakan Pemukiman Kembali, yang mencakup persyaratan minimum dan 
mencukupi untuk pe nilaian ini dan sepadan dengan dampak tingkat risiko dan 
dampak yang telah diantisipasi.  

 

Untuk Masyarakat Adat  (Indigenous Peoples  ̲IP) 
Proyek yang diperkirakan akan memiliki dampak yang terbatas terhadap 
kehidupan dan penghidupan IP. Proyek ini membutuhkan sebuah tindakan spesifik 
yang menguntungkan  (Favourable Action) bagi Masyarakat Adat  dalam desain 
proyek atau dalam rencana terkait  

 

3 Proyek dengan Risiko Rendah: 
Kegiatan bisnis dengan  risiko dan dampak sosial dan lingkungan yang minimal 
atau tanpa dampak negatif.  

C 

Untuk Lingkungan:  
Proyek dengan dampak lingkungan yang minimal atau tanpa dampak negatif yang 
perlu diantisipasi. Proyek kategori C tidak memerlukan studi penilaian dampak. 

 

Untuk Pemukiman Kembali Secara Paksa (Involuntary Resettlement  ̲IR) 
Diperkirakan tidak ada dampak pemukiman kembali secara tidak sukarela . 

 

 Untuk Masyarakat Adat  (Indigenous Peoples  ̲IP) 
Diperkirakan tidak ada dampak terhadap Masyarakat Adat . 
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LAMPIRAN E. JENIS-JENIS PEMBIAYAAN DAN PENILAIAN S&E 

Jenis Pembiayaan Definisi  Paparan IIF Contoh 
Pendekatan Pengelolaan Risiko 

S&E 

Pembiayaan Berbasis Dana: Semua pembiayaan berbasis dana melibatkan pencairan uang a ktual untuk proyek atau perusahaan  

Pembiayaan Proyek 
 

Pinjaman senior yang disediakan 
untuk Perusahaan dengan tujuan 
khusus (Special Purpose Vehicle - 
SPV), atau perusahaan proyek 
untuk mengembangkan proyek, 
dimana sumber pengembalian 
pinjaman berasal dari 
pendapatan dan/atau aset proyek  
itu sendiri . 

Untuk arus kas proyek. IIF menyediakan pinjaman 
berjangka kepada SPV untuk 
membangun dan 
mengoperasikan suatu proyek 
pembangkit listrik  

Penilaian risiko S&E harus 
dilakukan di tingkat proyek 
sesuai dengan persyaratan yang 
berlaku. 

Pinjaman 
Perusahaan/Korporasi  

Pinjaman senior yang disediakan 
untuk suatu 
perusahaan/korporasi dengan 
berbagai sumber pemasukan, 
bertujuan untuk proyek spesifik, 
dengan sumber pembayaran 
kembali dari pendapatan 
dan/atau aset dan/atau pihak -
pihak yang berafiliasi dengan 
proyek. 

Untuk neraca keuangan 
peminjam dan pemberi 
jaminan (apabila ada)  

IIF menyediakan pinjaman 
berjangka kepada perusahaan 
induk yang memiliki berbagai 
anak perusahan yang beroperasi 

Penilaian risiko S&E dilakukan 
pada: 
¶ Sistem pengelolaan S&E di 

tingkat perusahaan/korporasi 
untuk melakukan dan 
melaksanakan proyek sesuai 
dengan persyaratan S&E yang 
berlaku 

¶ Untuk pembiayaan kepada 
aset yang beroperasi secara 
spesifik: audit terhadap 
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Jenis Pembiayaan Definisi  Paparan IIF Contoh 
Pendekatan Pengelolaan Risiko 

S&E 

pembiayaan di tingkat aset 
sesuai dengan persyaratan 
S&E yang berlaku 

¶ Untuk pembiayaan terhadap 
portofolio aset: contoh dari 
aset yang dibiayai sesuai 
dengan persyaratan S&E yang 
berlaku 

Hutang Subordinasi  
 

Pinjaman yang disediakan baik 
untuk SPV ataupun perusahaan/  
korporasi, dimana klaim IIF 
merupakan klaim yang lebih 
junior/sekunder dibanding 
dengan pemberi pinjaman senior  

Serupa dengan 
pembiayaan proyek dan 
pinjaman perusahan/  
korporasi, tergantung 
apakah pinjaman yang 
disediakan untuk SPV 
atau perusahaan 

IIF menyediakan dukungan 
terhadap kekurangan uang (cash 
deficiency) kepada perusahaan 
jalan tol, dengan periode 
pembayaran kembali dimulai 
setelah pinjaman senior telah 
dibayarkan seutuhnya  

Serupa dengan pembiayaan 
proyek dan pinjaman 
perusahaan, tergantung apakah 
pinjaman yang disediakan untuk 
SPV atau perusahaan 
 

Mezzanine Pinjaman yang disediakan baik 
untuk SPV atau perusahaan, 
dimana klaim IIF merupakan 
klaim yang lebih junior/sekunder 
dibanding dengan pemberi 
pinjaman senior dan memiliki 
kemungkinan untuk 
menyelesaikan pinjaman dengan 
ekuitas.  

Serupa dengan pinjaman 
perusahaan, dan nilai 
dari perusahaan 
penerima 
investasi/modal  
 

IIF menyediakan fasilitas 
pinjaman konversi ( convertible 
loan) kepada suatu perusahaan 
untuk mengembangkan 
beberapa pembangkit tenaga 
listrik, dengan pilihan untuk 
menyelesaikan pinjaman pokok 
dengan saham yang baru 
diterbitkan oleh klien.  

Serupa dengan pinjaman 
perusahaan/korporasi, dengan 
pembiayaan terhadap aset 
portofolio  
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Jenis Pembiayaan Definisi  Paparan IIF Contoh 
Pendekatan Pengelolaan Risiko 

S&E 

Investasi Ekuitas  Keikutsertaan dalam kepemilikan 
saham dari suatu SPV atau 
perusahaan. 
Termasuk juga pembiayaan 
dalam bentuk pinjaman konversi 
yang wajib  

Untuk menambah nilai 
dari perusahaan 
penerima 
investasi/modal  

IIF berinvestasi di kepemilikan 
saham dari suatu perusahaan 
induk yang memiliki anak 
perusahaan yang mengelola 
aset infrastruktur  

Serupa dengan Pinjaman 
Perusahaan/Korporasi dengan 
pembiayaan terhadap aset 
portfolio.  

Terdapat jenis pembiayaan berbasis dana lainnya, seperti Pinjaman Modal Kerja; Pembiayaan Talangan ( Bridging Loan); Pembiayaan Ulang (Refinancing); 
Obligasi dan Sukuk; Reksadana; Saham yang diminati, dan lainnya. Meskipun demikian, jenis pembiayaan tersebut dapat dikategorikan sesuai d engan 
daftar yang tersedia diatas.  

Pembiayaan Berbasis Non-Dana: Ada penyaluran dana kontingen  

Jaminan (termasuk 
dukungan/ 
peningkatan kredit)  

Jaminan disediakan untuk pihak 
ketiga, dimana SPV atau 
perusahaan harus memenuhi 
kondisi tertentu di masa 
mendatang.  

Untuk kinerja dari SPV/ 
perusahaan 

IIF mengeluarkan jaminan untuk 
pemberi pinjaman senior, 
dimana pembangkit listrik 
swasta ( Independent Power 
Producer) harus membayar 
pinjaman pokok dan bunga yang 
jatuh tempo  

Bergantung dari struktur 
pembiayaan, untuk mengikuti 
pendekatan pembiayaan proyek 
atau pinjaman perusahaan.  

Mengambil 
Pembiayaan (Take out 
Financing) 

Jaminan disediakan untuk SPV 
atau perusahaan dimana IIF 
dapat mengambil sisa pinjaman 
yang belum dibayarkan apabila 
pemberi pinjaman yang 
ada/sebelumnya tidak ingin 
memperpanjang periode 
pembayaran kembali.  

Serupa dengan 
Pembiayaan proyek dan 
Pinjaman perusahaan, 
bergantung apakah 
pinjaman disediakan 
untuk SPV atau 
perusahaan 

IIF menyediakan jaminan kepada 
SPV dimana IIF akan mengambil 
risiko pembiayaan kembali untuk 
sisa pinjaman senior yang belum 
dibayarkan 

Serupa dengan Pembiayaan 
proyek dan Pinjaman 
perusahaan, bergantung apakah 
pinjaman disediakan untuk SPV 
atau perusahaan 
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Jenis Pembiayaan Definisi  Paparan IIF Contoh 
Pendekatan Pengelolaan Risiko 

S&E 

Facilitas Penjaminan  IIF berperan sebagai pengumpul 
dana pinjaman dengan  jumlah 
tertentu untuk disalurkan kepada  
suatu SPV atau perusahaan 

Serupa dengan 
Pembiayaan Proyek atau 
Pinjaman Perusahaan, 
bergantung apakah 
pinjaman disediakan 
untuk SPV atau 
perusahaan. 

IIF ditunjuk oleh SPV sebagai 
Mandated Lead Arranger & 
Bookrunner (MLAB) untuk 
meningkatkan porsi pinjaman 
senior dari proyek Kerjasama 
Publik dan Swasta  

Serupa dengan Pembiayaan 
Proyek atau Pinjaman 
Perusahaan, bergantung apakah 
pinjaman disediakan untuk SPV 
atau perusahaan. 

Pembiayaan 
Perdagangan (contoh 
surat kredit, surat 
kredit cadangan 
(standby), jaminan 
bank) 
 

IIF, berkolaborasi dengan bank 
komersial, untuk menyediakan 
facilitas pembiayaan 
perdagangan kepada SPV atau 
perusahaan. 
Pembayaran terhadap fasilitas 
perdagangan ini bersumber dari 
fasilitas pendanaan.  

Serupa dengan 
pembiayaan proyek atau 
pinjaman perusahaan, 
bergantung apakah 
pinjaman disediakan 
untuk SPV atau 
perusahaan 
 

IIF menyediakan pinjaman 
berjangka dan fasilitas surat 
kredit kepada pembangkit listrik 
swasta. Surat kredit tersebut 
akan digunakan untuk 
mengimpor turbin. Pembayaran 
terhadap dokumen klaim surat 
kredit bersumber dari penarikan 
pinjaman berjan gka 

Serupa dengan pembiayaan 
proyek atau pinjaman 
perusahaan, bergantung apakah 
pinjaman disediakan untuk SPV 
atau perusahaan 
 

Catatan: 
IIF akan terus meningkatkan dan memperluas struktur fasilitas yang diberikan untuk memenuhi kebutuhan pengembang proyek  untuk membiayai proyek 
infrastruktur. SED akan menilai dan memutuskan yang yang paling sesuai dari struktur pembiayaan baru yang diusulkan terhadap kolom diatas, untuk 
memutuskan pendekatan terbaik untuk pengelolaan risiko S&E.  

 


